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Kata Pengantar

uji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas

berkat dan rahmat-Nya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(Kemdikbud) dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun

2012. Laporan ini merupakan bagian dari upaya Kemdikbud dalam
rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja seperti tertuang dalam Inpres
Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
pemenuhan laporan kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan atas pelaksanaan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan
maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Presiden
Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan
dan kebudayaan.

Laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja Kemdikbud seperti tertuang
dalam Penetapan Kinerja Kemdikbud tahun 2012. Capaian kinerja yang
disajikan berupa tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada dalam
sepuluh program Kemdikbud yang digunakan untuk mengukur tingkat
pencapaian sasaran strategis. Dengan tercapainya target yang telah ditetapkan
dalam sasaran strategis diharapkan akan mendorong tercapainya enam misi
Kemdikbud yaitu:

1. meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan;

2. memperluas keterjangkauan layanan pendidikan dan kebudayaan;

3. meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan;

4. mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan dan

kebudayaan;
5. menjamin kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan;
6. melestarikan dan memperkukuh bahasa dan kebudayaan Indonesia.

Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan,
secara umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil
merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dengan baik. Pada tahun 2012
Kemdikbud melaksanakan sepuluh program pembangunan pendidikan dan
kebudayaan. Kinerja yang telah berhasil dicapai Kemdikbud dapat dilihat dari
tingkat capaian IKU pada setiap program, dimana sebanyak 52 IKU telah
melebihi target 100%, 10 IKU mencapai target 100% dan sebanyak 27 IKU
yang belum mencapai target yang ditetapkan.
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Berikut beberapa capaian indikator kinerja utama yang berhasil melampaui

target yang ditetapkan:

1. APM SD/SDLB/paket A mencapai 85.77%, melebihi target yang ditetapkan
sebesar 83.29%;

2. APK SMP/SMPLB/Paket B sebesar 99.47% melebihi target yang ditetapkan
sebesar 75.69 %;

3. APK PT dan PTA usia 19-23th sebesar 30.2% melebihi target yang
ditetapkan sebesar 26.75%;

4. Persentase menurunnya penduduk buta aksara sebesar 4.21% melebihi
target yang ditetapkan sebesar 4.23%.

Di pihak lain, Kemdikbud menyadari bahwa tantangan pembangunan
pendidikan masih cukup banyak, dan memerlukan kerja yang lebih keras pada
tahun-tahun mendatang, seperti membentuk insan Indonesia yang
berkarakter dan beradab, tercapainya opini WTP dari BPK dalam bidang
pengelolaan keuangan di lingkungan Kemdikbud, penyediaan sarana dan
prasarana pendidikan disemua jenjang pendidikan, peningkatan kualitas
pendidik dan tenaga kependidikan, dan pelestarian dan pengembangan
bahasa dan budaya Indonesia. Dengan dukungan dari semua pihak,
diharapkan tantangan dan masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan
baik.

Melalui laporan ini, Kemdikbud berharap dapat memberikan gambaran
objektif tentang kinerja pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan
pada tahun 2012. Selain itu, laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan
yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan
pembangunan pendidikan dan kebudayaan pada tahun-tahun mendatang.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita. Amin.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan ini,
baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun

bentuk kontribusi lainnya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Maret 2012
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

1h..

Mohammad Nuh
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APBN
APBN-P
APK
APM
APS
BALITBANG
BAN-SM
BHMN
BHP
BINDIKLAT
BLU

BIPA
BMN
BOMM
BOP

BOS

BPK
BPKP
BPPNFI
BPSDMP dan
PMP
BSNP
D-2

D-3

D-4

DAK
DARING
DIKDAS
DP2M
DIKLAT
DIKMEN
DIKTI
DITJEN
DIPA
DPR
DPRD
DPT

EFA

EfSD
GNP-PBA
HaKI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA-PERUBAHAN
ANGKA PARSITIPASI KASAR

ANGKA PARSITIPASI MURNI

ANGKA PUTUS SEKOLAH

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL - SEKOLAH DAN MADRASAH
BADAN HUKUM MILIK NEGARA

BADAN HUKUM PENDIDIKAN

PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BADAN LAYANAN UMUM

BAHASA INDONESIA UNTUK PENUTUR ASING

BARANG MILIK NEGARA

BANTUAN KHUSUS MURID MISKIN

BADAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

DIPLOMA 2

DIPLOMA 3

DIPLOMA 4

DANA ALOKASI KHUSUS

DALAM JARINGAN

PENDIDIKAN DASAR

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PENDIDIKAN MENENGAH

PENDIDIKAN TINGGI

DIREKTORAT JENDERAL

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DEWAN PENDIDIKAN TINGGI

EDUCATION FOR ALL

EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN — PEMBERANTASAN BUTA AKSARA
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
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HAM
IAO
IBO
ICDE
IChO
ICPC
ICT
13SO
IKK
IKU
IMO
IMSO
INAP
INEPO
INPRES
101
IPhO
IPM
IPTEK
I1ISO
ITIEN
JUKNIS
KBK
KBU
KEMDIKBUD
KEPRES
KKG
KKKS
KKN
KKPS
KLK
KNIU
KPK
KPPS
KRCI
KRI
KTSP
LAKIP
LHKPN
LKBH
LPMP
LPTK
LSM

HAK ASASI MANUSIA

INTERNATIONAL ASTRONOMY OLYMPIAD
INTERNATIONAL BIOLOGY OLYMPIAD

INTERNATIONAL COUNCIL OF DISTANCE EDUCATION
INTERNATIONAL CHEMISTRY OLYMPIAD
INTERNATIONAL COLLEGIATE PROGRAMMING CONTEST
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
INTERNATIONAL JUNIOR SCIENCE OLYMPIAD
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INTERNATIONAL MATHEMATICS OLYMPIAD
INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE OLYMPIAD
INDONESIA NATIONAL ASSESSMENT PROGRAM
INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL PROJECT OLYMPIAD
INSTRUKSI PRESIDEN

INTERNATIONAL OLYMPIAD IN INFORMATICS
INTERNATIONAL PHYSICS OLYMPIAD

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION
INSPEKTORAT JENDERAL

PETUNJUK TEKNIS

KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI

KELOMPOK BELAJAR USAHA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPUTUSAN PRESIDEN

KELOMPOK KERJA GURU

KELOMPOK KERJA KEPALA SEKOLAH

KULIAH KERJA NYATA

KELOMPOK KERJA PENGAWAS SEKOLAH

KELAS LAYANAN KHUSUS

KOMITE NASIONAL INDONESIA UNTUK UNESCO
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

KELOMPOK KERJA PENGAWAS SEKOLAH

KONTES ROBOT CERDAS INDONESIA

KONTES ROBOT INDONESIA

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
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MA MADRASAH ALIYAH

MAK MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

MBS MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

MenPAN RB MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI

MGMP MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN

Ml MADRASAH IBTIDAIYAH

MKKS MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH

MKPS MUSYAWARAH KERJA PENGAWAS SEKOLAH

MDGs MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS

MTs MADRASAH TSANAWIYAH

MA MADRASAH ALIYAH

MAK MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

NIGN NOMOR INDUK GURU NASIONAL

NISN NOMOR INDUK SISWA NASIONAL

NPSN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL

NILEM NOMOR INDUK LEMBAGA

NKRI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

NUPTK NOMOR UNIK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

OSN OLIMPIADE SAINS NASIONAL

025N OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL

P2PNFI PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL

P4TK PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

PAUD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUDNI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL

PK PENETAPAN KINERJA

PKBG PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER DAN ANAK

PKBM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

PKG PEMANTAPAN KERJA GURU

PKH PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP

PLB PENDIDIKAN LUAR BIASA

PLK PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

PLPG PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU

PLS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

PNBP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

PP PERATURAN PEMERINTAH

PPPG PUSAT PENGEMBANGAN DAN PENATARAN GURU

PRODI PROGRAM STUDI

PSBG PENDIDIKAN SEKOLAH BERWAWASAN GENDER DAN ANAK

PSPSL PEMBERIAN SERTIFIKAT PENDIDIK SECARA LANGSUNG

PT PERGURUAN TINGGI

PTK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PTN PERGURUAN TINGGI NEGERI
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PTS PERGURUAN TINGGI SWASTA

PUG PENGARUSUTAMAAN GENDER

RA RAUDHATUL ATHFAL

RBI REFORMASI BIROKRASI INTERNAL

RKB RUANG KELAS BARU

RKP RENCANA KERJA PEMERINTAH

RKT RENCANA KERJA TAHUNAN

RPJM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

RPJP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

RPPNJP RENCANA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL JANGKA PANJANG

RSBI RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL

S-1 STRATA 1/SARJANA

S-2 STRATA 2/PASCASARIJANA

S-3 STRATA 3/PASCASARJANA

SABMN SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA

SAl SISTEM AKUNTANSI INSTANSI

SAK SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN

SAKIP SISTEM AKUNTANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SBI SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL

SD SEKOLAH DASAR

SDLB SEKOLAH DASAR LUAR BIASA

SDM SUMBER DAYA MANUSIA

SEA SPF SOUTH EAST ASIA SCHOOL PRINCIPAL FORUM

SEAMEO SOUTH EAST ASIA MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION

SEAMOLEC SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION FOR
REGIONAL OPEN LEARNING CENTER

SETJEN SEKRETARIAT JENDERAL

Sl STANDAR ISI

SID SISTEM INTEGRASI DATA

SIM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN: SISTEM INFORMASI UNTUK MENDUKUNG

PROSES MANAJEMEN (PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG TERKAIT DENGAN
PERENCANAAN, PELAKSANAAN RENCANA, & PENGAWASAN) BERBASIS ICT

SKB SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

SKL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SLB SEKOLAH LUAR BIASA

SM SEKOLAH MENENGAH

SMA SEKOLAH MENENGAH ATAS

SMALB SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA
SMK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

SMP SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP-LB SEKOLAH MENENGAH PERTAMA - LUAR BIASA
SNP STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
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SPI
SPM
TBM
THES
TIK
TIMSS
TK

TLD
TPSDP
TUK
TVE
UKBI
UKS
UN
UNESCO
UNICEF
uUpPBJJ
UPT
uUsB
uubD

WTP

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

TAMAN BACAAN MASYARAKAT

TIMES HIGHER EDUCATION SUPPLEMENT

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY
TAMAN KANAK-KANAK

TENAGA LAPANGAN DIKMAS (PENDIDIKAN MASYARAKAT)
TECHNOLOGICAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROJECT
TEMPAT UJI KOMPETENSI

TELEVISI EDUKASI

UJIAN KEMAHIRAN BAHASA INDONESIA

USAHA KESEHATAN SEKOLAH

UJIAN NASIONAL

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION
UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND

UNIT PENDIDIKAN BELAJAR JARAK JAUH

UNIT PELAKSANA TEKNIS

UNIT SEKOLAH BARU

UNDANG-UNDANG DASAR

WAJAR TANPA PENGECUALIAN
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Ikhtisar Eksekutif

aporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan (Kemdikbud)  Tahun 2012 merupakan  wujud

pertanggungjawabkan atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
LAKIP tahun 2012 ini merupakan laporan kinerja tahun ketiga periode rencana
strategis (Renstra) Kemdikbud tahun 2010--2014. Laporan yang berisi
pertanggungjawaban Kemdikbud dalam pelaksanaan Penetapan Kinerja (PK)
tahun 2012 yang telah diperjanjikan.

Dalam Renstra tahun 2010--2014 Kemdikbud menetapkan enam misi yaitu 1)
Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan; 2)
Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan; 3)
Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kebudayaan; 4) Mewujudkan
Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan dan Kebudayaan; 5)
Menjamin Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan; dan 6)
Melestarikan dan Memperkukuh Bahasa dan Kebudayaan Indonesia,

Keenam misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis. Masing-
masing sasaran strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai
alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya. Setiap tahun indikator kinerja
diukur tingkat ketercapaiannya. Uraian lebih terinci mengenai target dan tingkat
ketercapaian indikator kinerja dapat dilihat pada Bab Il Akuntabilitas Kinerja
Kemdikbud.

Hingga akhir tahun 2012, dari seluruh IKU yang digunakan untuk melihat
ketercapaian sasaran strategis, Kemdikbud telah berhasil merealisasikannya
dengan rincian sebagai berikut: sebanyak 52 IKU telah melebihi target 100%, 10
IKU mencapai target 100% dan sebanyak 27 IKU yang belum mencapai target
yang ditetapkan.
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Berikut ringkasan tingkat ketercapaian indikator kinerja utama yang
dikelompokan empat isu pokok pembangunan pendidikan dan kebudayaan
(akses, mutu dan relevansi, pelestarian dan pengembangan budaya, tata
kelola) pada tahun 2012.

Berikut tingkat Ketercapaian indikator kinerja utama yang berkaitan dengan
penyediaan akses pendidikan.

AP prodi sains natural dan teknologi (usia 19-
23tahun)

APLPI dan P1A Usia 19-23 Thn %)

0,
APK Nasional SMA/SMK /SMLB/Paket C 69,70%

a,
APM SMP/SMFLB/PAKETB 61,38%

APKSMP/SMPLB,/PAKET B

AP SD/STLB/Paket A

APK PAUD 37.83%

4,21%

Menurunnya penduduk buta aksara

Lulusan SMP/SMPLB yang melanjutkan ke
sekolah menengah

Lulusan SD/SDLB melanjutkan pendidikan

95,10%

Peserta Didik SMA/SMK/ SMLB putus 1,79%

sekolah

Peserta didik SMP/SMPLB putus sekolah 0,40%

Peserta didik SD/SDLB putus sekolah 0,33%

xii  Ikhtisar Eksekutif
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Berikut tingkat Ketercapaian indikator kinerja utama yang berkaitan dengan
peningkatan mutu dan relevansi.

Guru Bersertifikat Pendid ik 59,32%

Dosen Bersertifikat

Dosen Berkualifikasi 53 10,03%

Dosen Berkualifikasi 52

Guru SMA/SMK/SMLB Berk ualif kasi 5-1/D-4 89,50%

Guru SMB/SMLB dzlam jabatan gerkualifikasi
akademnik S1/D4

Guru SD/SDLB dalam jabatan erkualifikasi akedem ik
S1/D4

Froditerakreditasi

SV A/SMIE/SMLB memenuhi Akreditasi

SMP/SVPLB berakrecitasi

SD/SDLE Berakreditasi 53,57%

Berikut tingkat Ketercapaian indikator kinerja utama yang berkaitan dengan

pelestarian dan pengembangan budaya. Pada tahun 2012 pemerintah telah

berhasil memasukkan dua hasil budaya Indonesia yang menjadi warisan budaya
dunia dintaranya:

1. Subak, Bali sebagai warisan budaya dunia bendawi (UNESCO), Setelah
sebelumnya Kompleks Candi Borobudur (1991); Kompleks Candi Prambanan
(1991); Situs Manusia Purba Sangiran (1996) ditetapkan sebagai warisan
budaya dunia

2. Noken, Papua sebagi warisan budaya Tak benda (UNESCO) setelah
sebelumnya wayang, keris, Batik, Angklung dan Tari Saman ditetapkan.

Ikhtisar Eksekutif  Xiii
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Sedangkan capaian dalam bidang kebahasaan adalah sebagai berikut:

Provinsi tertib dalam penggunaan bahasa
Indonesia di ruang publik

Bahasa daerah yang terpetakan di
Indonesia

Berikut tingkat Ketercapaian indikator kinerja utama yang berkaitan dengan tata
kelola pemerintahan. Ada dua capaian yang berhasil dicapai Kemdikbud
selama tahun 2012 dalam kaitannya tata kelola pemerintahan.
1. Diraihnya nilai terbaik di tingkat kementerian dalam hal Integritas
Sektor Publik 2012 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan
2. Diraihnya predikat “B” atas pengelolaan akuntabilitas kinerja

Kemdikbud.
Perencanaan Kinerja 25.59 27.40
2 Pengukuran Kinerja 20 14.70 14.03
3 Pelaporan Kinerja 15 10.63 11.87
4 Evaluasi Kinerja 10 6.12 7.67
5 Capaian Kinerja 20 13.18 11.92
Nilai Hasil Evaluasi 100 70.22 72.88
Tingkat Akuntabilitas Kinerja B B

Terhadap IKU program yang masih belum mencapai target yang ditetapkan,
perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab kegagalan dan
permasalahan yang dihadapi sehingga ke depan dapat dilakukan langkah-
langkah perbaikan yang diperlukan agar target tersebut dapat tercapai. Selain
pencapaian target-target IKU dari sepuluh program seperti tercantum dalam
penetapan kinerja, LAKIP Kemdikbud tahun 2012 juga menyampaikan capaian
kinerja lainnya yang berhasil dicapai, seperti rehabilitasi ruang kelas yang rusak,
layanan pendidikan di daerah terluar, tertinggal maupun perbatasan.

Meskipun telah banyak kinerja yang telah dihasilkan di tahun 2012, namun
masih banyak permasalahan dalam dunia pendidikan dan kebudayaan yang
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perlu segera diselesaikan, seperti penyempurnaan kurikulum pendidikan,
peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, pengelolaan keuangan yang
transparan dan akuntabel, penyediaan sarana dan prasanana pendidikan
khususnya penyediaan sarana dan prasana di daerah tertinggal, terdepan dan
terpencil, banyaknya sarana dan prasarana sekolah yang rusak, rendahnya
kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, pelestarian
dan pengembangan budaya dan bahasa.

Melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut beberapa program
atau kebijakan yang dijalankan Kemdikbud antara lain program rehabilitasi
ruang kelas rusak berat, pemberian beasiswa kepada siswa miskin dan
berprestasi, pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) untuk semua jenjang
pendidikan, program pengabdian sarjana pendidik untuk berpartisiapasi dalam
percepatan pembangunan pendidikan di daerah tertinggal, terpencil dan
terdepan, program wajib belajar 12 tahun, pemberian tunjangan kepada
pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kompetensi dan
profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, dan pelestarian cagar
budaya.

Dengan kerja keras dan dukungan dari semua pihak semoga Kemdikbud dapat
menyelesaikan masalah yang dihadapi dan dapat melaksanakan program
pembangunan pendidikan dan kebudayaan dengan baik, sehingga diharapkan
pada tahun 2014 visi “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan
Kebudayaan Untuk Membentuk Insan Indonesia Yang Cerdas dan
Berkarakter Kuat” dapat tercapai.

Ikhtisar Eksekutif  xv
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BAB |
PENDAHULUAN

esuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik

Indonesia seperti tercantum dalam pasal 31, bahwa pemerintah

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional

untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
Pendidikan merupakan hak asasi manusia setiap warga negara, untuk itu
setiap warga negara berhak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang
bermutu, dan pemerintah wajib menyediakan layanan pendidikan yang
terjangkau dan bermutu.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Rl Nomor 77 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, menyatakan bahwa
nomenklatur Kementerian Pendidikan Nasional mulai tanggal 18 Oktober 2011
berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Presiden RI Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang
pendidikan dan kebudayaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden
dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas
tersebut Kemdikbud mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan
dan kebudayaan;

2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah; dan

5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional

Di bawah ini struktur organisasi Kemdikbud sesuai Permendikbud Nomor 1
Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
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Kemdikbud telah menyusun organisasi dan tata kerja seperti diatur pada
Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 yang meliputi:

Sekretariat Jenderal

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Inspektorat Jenderal

Badan Penelitian dan Pengembangan

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan
Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

11. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan

12. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat

13. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan

14. Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional

15. Staf Ahli Bidang Hukum

16. Staf Ahli Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan

17. Staf Ahli Bidang Kerjasama Internasional

18. Staf Ahli Bidang Organisasi dan Manajemen; dan

19. Staf Ahli Bidang Budaya dan Psikologi pendidikan.

© 00N oA~ DNPRE

=
o

Mengacu pada Undang--Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJIMN) tahun 2010--2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) tahun 2005--2025, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemdikbud) telah menyusun Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional
Jangka Panjang (RPPNJP) 2005--2025. Kemdikbud menjabarkan RPPNJP
menjadi empat tema pembangunan pendidikan, yaitu tema pembangunan |
(2005--2009) dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan modernisasi; tema
pembangunan Il (2010--2015) dengan fokus pada penguatan pelayanan; tema
pembangunan Il (2015--2020) dengan fokus pada penguatan daya saing
regional; dan tema pembangunan IV (2020--2025) dengan fokus pada
penguatan daya saing internasional. Dengan adanya pergeseran orientasi dari
berdasarkan sisi pasokan (supply oriented) bergeser menjadi berdasarkan
kebutuhan (demand oriented), Kemdikbud telah merencanakan pembangunan
pendidikan secara komprehensif dengan cara memberikan layanan kebutuhan
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siswa, pendidik, tenaga kependidikan dan orang tua. llustrasi pembangunan
pendidikan secara komprehensif dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Pendidikan

KEWIRA

USAHAAN -Social Enterprenuer
-Business Enterpr.
-Gov't Enterpreneur

KOMPETITIF
CERDAS

Pendidikan PAUD: Pendidikan Anak Usia Dini

PO N\=IN Q=8 PD:PendidikanDasar
PM: Pendidikan Menengah
BANGSA PT:Pendidikan Tinggi

Rencana Pembangunan Pendidikan | (2005--2009) dengan fokus peningkatan
kapasitas dan modernisasi telah selesai dilaksanakan Kemdikbud sampai pada
akhir tahun 2009. Banyak capaian yang telah dihasilkan sampai dengan tahun
2012 seperti APM SD/SDLB/Paket A sebesar 85.77%, APK SMP/SMPLB/Paket B
sebesar 99.47%, APM SMP/SMLB/Paket B sebesar 77.71%, APK
SMA/SMK/SMLB/Paket C sebesar 66.14%, APK PT/PTA sebesar 30.2%,
menurunkan jumlah penduduk tuna aksara menjadi sebesar 4.21% dan lain-
lain. Meskipun telah banyak capaian yang dihasilkan, namun masih banyak
tantangan-tantangan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang harus
dihadapi dan diselesaikan di masa datang, seperti memenuhi komitmen global
untuk pencapaian sasaran-sasaran Millenium Development Goals (MDGS),
Education for All (EFA) dan Education for Sustainable Development (EfSD),
akuntabilitas pengelolaan di bidang keuangan (diperolehnya opini WTP dari
BPK) dan kinerja, pendidikan karakter, penerapan kurikulum 2013, pelestarian
budaya, pemberian layanan pendidikan di daerah terpencil, perbatasan, terluar,
daerah bencana, dan lain-lain.

Guna melanjutkan pembangunan pendidikan yang belum tercapai pada
rencana pembangunan pendidikan | (2005--2009) dan juga untuk
merealisasikan rencana pembangunan 1l yang berfokus pada penguatan
pelayanan, Kemdikbud telah menyusun rencana strategis 2010--2014. Layanan
pendidikan yang difokuskan pada: tersedianya pendidikan secara merata
diseluruh pelosok nusantara; terjangkaunya pendidikan oleh seluruh lapisan
masyarakat; berkualitas/bermutu dan relevan pendidikan dengan kebutuhan
kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri; setara bagi warga
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negara dalam memperoleh pendidikan berkualitas, menjamin kepastian bagi
warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan meyesuaikan diri dengan
tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

Sejalan dengan pemberian layanan dalam bidang pendidikan, Kemdikbud
berupaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi
di lingkungan Kemdikbud. Reformasi yang dilakukan bertujuan agar setiap
layanan bidang pendidikan dan kebudayaan yang diberikan dapat lakukan
dengan lebih baik, lebih murah dan lebih cepat. Reformasi yang dilakukan
Kemdikbud mencakup 8 (delapan) area perubahan, yaitu Manajemen
Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan
Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen
SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja,
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (layanan satuan pendidikan, layanan
peserta didik, layanan pendidik dan tenaga kependidikan, layanan substansi
pendidikan). Reformasi tersebut juga dirancang untuk dapat melaksanakan
enam misi Kemdikbud vyaitu Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan
relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan,
kebahasaan dan kebudayaan dengan cara seefisien dan seefektif mungkin.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemdikbud ini memuat informasi pencapaian
kinerja yang berhasil dicapai sesuai dengan kontrak kinerja yang diperjanjikan
dalam penetapan kinerja Kemdikbud tahun 2012. Tingkat pencapaian kinerja
(sasaran strategis) dalam penetapan kinerja tersebut diukur dengan
mengunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain pencapaian kinerja dari
penetapan kinerja, Laporan akuntabilitas kinerja Kemdikbud tahun 2012 juga
menginformasikan capaian kinerja bidang pendidikan dan kebudayaan lainnya
yang berhasil dicapai Kemdikbud selama tahun 2012.
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BAB I
PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN KINERJA KEMDIKBUD

A. PERENCANAAN KINERJA

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional seperti tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah menyusun
beberapa rencana pembangunan pendidikan yang akan dilaksanakan baik
rencana jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Dalam jangka panjang, Kemdikbud telah menyusun Rencana Pembangunan
Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) Tahun 2005--2025, dengan
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun
2005--2025, khususnya tema pembangunan Il (2010--2014) dengan fokus pada
penguatan pelayanan. Tema pembangunan dan penetapan tahapan tersebut
selanjutnya disesuaikan dengan RPJMN 2010--2014 dan perkembangan kondisi
yang akan datang.

RPJMN Tahun 2010--2014 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan
Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas
sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi
serta penguatan daya perekonomian. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Renstra Kemdikbud) Tahun 2010--2014, seperti ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010
Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun
2010--2014 dalam penyusunannya telah mengacu pada RPJMN Tahun 2010--
2014. Renstra Kemdikbud tahun 2010--2014 yang telah disusun belum
memasukkan tujuan strategis, sasaran strategis maupun indikator kinerja dari
Direktorat Jenderal Kebudayaan, hal tersebut dikarenakan sampai saat ini rencana
strategis masih dalam proses revisi.

1. Rencana Strategis

Renstra Kemdikbud mencakup visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis,
kebijakan pokok, program jangka menengah, dan indikator kinerja. Renstra
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Kemdikbud berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun,
yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Didalamnya juga memperhitungkan
berbagai potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul dalam rentang
waktu tersebut. Selain itu, Renstra juga menjadi pedoman bagi semua tingkatan
pengelola pendidikan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan
pendidikan, dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program
pembangunan pendidikan nasional serta mengevaluasi hasilnya.

a. Visi, Misi, dan Tata Nilai Pendidikan Nasional

Visi yang ingin dicapai Kemdikbud pada tahun 2025 adalah Menciptakan Insan
Indonesia Cerdas Komprehensif dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan
Paripurna).

Visi Kemdikbud ini lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yang
menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan masyarakat dari
keterbelakangan menuju kondisi masyarakat yang modern dan beradab.

Dari sisi hasil, visi Kemdikbud menekankan pada paradigma pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya. Konsep manusia seutuhnya itu meletakkan
manusia sebagai subjek yang memiliki potensi untuk mengaktualisasikan dirinya
secara optimal. Potensi yang dikembangkan mencakup tiga aspek paling
elementer. Pertama, aspek afektif, yang tercermin pada kualitas keimanan dan
ketakwaan, etika dan estetika, serta akhlak mulia dan budi pekerti luhur. Kedua,
aspek kognitif, yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk
menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan, serta menguasai teknologi.
Ketiga, aspek psikomotorik, yang tercermin pada kemampuan mengembangkan
keterampilan teknis dan kecakapan praktis.

Terkait hal itu, maka pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk
mengembangkan seluruh potensi kecerdasan manusia secara komprehensif.
Didalamnya mencakup pengembangan kecerdasan otak kiri yang lebih dikenal
dengan kecerdasan intelektual (kemampuan kognitif), dan kecerdasan otak kanan
yang akhir-akhir ini dikenal dengan sebutan kecerdasan spiritual, sosial,
emosional, estetis, dan kinestetis.

Pembangunan pendidikan nasional juga diarahkan untuk membangun karakter
dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik. Ini merupakan landasan penting
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bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah mempunyai kewajiban
konstitusional untuk memberikan layanan pendidikan yang dapat dijangkau oleh
seluruh warga negara. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses masyarakat
terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus
dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Upaya ini juga sejalan
dengan komitmen Education for All (EFA) dari UNESCO.

Siswa sekolah dasar sedang belajar cara membajak sawah
dengan dengan alat semi moderen .
(doc. PIH)
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Makna Insan Indonesia Cerdas dan Kreatif

Makna Insan

Makna Insan Indonesia Cerdas . "
Indonesia Kompetitif

Cerdas Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu Berkepribadian unggul
Spriritual untuk menumbuhkan dan memperkuat dan gandrung akan
keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia keunggulan
termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian Bersemanggat juang
unggul tinggi
Cerdas Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk Mandiri
Emosional meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas Pantang menyerah
dan Sosial akan kehalusan dan keindahan seni dan Pembangun dan
budaya, serta  kompetensi untuk pembina jejaring
mengekspresikannya. Bersahabat dengan
Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial perubahan
yang (a) membina dan memupuk hubungan Inovasi dan menjadi
timbal balik; (b) demokratis; (c) empatik dan agen perubahan
simpatik; (d) menjunjung tinggi hak asasi Produktif
manusia; (e) ceria dan percaya diri; (d) Sadar mutu
menghargai kebhinekaan dalam Berorientasi global
bermasyarakat ~dan  bernegara;  (e) Pembelajaran sepanjang
berwawasan kebangsaan dengan kesadaran hayat
akan hak dan kewajiban warga negara Menjadi rahmat bagi
Cerdas Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk LR e
intelektual memperoleh kompetensi dan kemandirian
dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.
Aktualisasi insan intelektual yang kritis,
kreatif, inovatif dan imajinatif.
Cerdas Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk
kinestetis mewujudkan insan yang sehat, bugar,

berdaya-tahan, sigap, terampil, dan
trengginas.
Aktualisasi insan adiraga.

Dalam periode perencanaan jangka menengah, Kemdikbud menetapkan visi yang
akan dicapai pada tahun 2014, yaitu:

“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan
untuk Membentuk Insan Indonesia Yang Cerdas dan Berkarakter Kuat”
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Layanan prima pendidikan dan kebudayaan adalah layanan pendidikan yang

memiliki indikator sebagai berikut ini.

1) Tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara

2) Terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat

3) Kualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat,
dunia usaha, dan dunia industri

4) Setara bagi warga negara Indonesia memperoleh pendidikan berkualitas
dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial budaya, ekonomi,
geografi, gender, dan sebagainya; dan

5) Menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan
dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia
industri.

Untuk mewujudkan visi yang akan dicapai, Kemdikbud menetapkan enam misi,
yaitu:

Misi Kemdikbud

NO MISI
Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan

1

2 Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan
3 Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kebudayaan
4

Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan dan
Kebudayaan

ol

Menjamin Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan
Melestarikan dan Memperkukuh Bahasa dan Kebudayaan Indonesia

Kemdikbud menyadari bahwa visi dan misi tersebut dapat terwujud apabila
didukung dengan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung usaha-usaha
pelaksanaan misi dan pencapaian visi. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah
bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga
akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan
layanan prima pendidikan. Tata nilai yang dimaksud adalah amanah, profesional,
visioner, demokratis, inklusif, dan berkeadilan.

Dengan merujuk pada fokus pembangunan pendidikan tahun 2010--2014, dari ke
enam tata nilai tersebut dipilih tata nilai yang sesuai dengan fokus pada periode
ini dan dirangkum dalam satu kalimat motto Kemdikbud, yaitu: Melayani Semua
Dengan Amanabh.
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b. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2010--2014

Untuk merealisasikan visi dan misi yang ditetapkan, Kemdikbud menetapkan 7
(tujuh) tujuan strategis. Setiap tujuan strategis menaungi beberapa sasaran
strategis yang akan dicapai dari tahun 2010--2014. Tujuan dan sasaran strategis
tersebut disusun agar dapat memberikan gambaran atau ukuran-ukuran
terlaksananya misi dan tercapainya visi secara lebih jelas dan terukur.

Tujuan strategis Kemdikbud 2010--2014 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan
pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan
prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi 2014. Dengan
memperhatikan rumusan misi Kemdikbud tahun 2010--2014, ketujuh tujuan
strategis yang disusun Kemdikbud tahun 2010--2014 adalah sebagai berikut.

Tujuan Strategis Kemdikbud

KODE SASARAN STRATEGIS
Tl Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di
semua provinsi, kabupaten dan kota.
T2  Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan
berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota.

T3 Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang bermutu,
relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota.

T4 Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan,
berdaya saing internasional dan berkesetaraan di semua provinsi.

T5 Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan
yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

T6  Terwujudnya bahasa Indonesia sebagai jati diri dan martabat bangsa,
kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, sarana
komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah, serta wahana
pengembangan IPTEKS.

T7  Tersedianya sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya
layanan prima pendidikan nasional.

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan
pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi
yang harus dicapai sampai dengan tahun 2014. Sasaran strategis untuk setiap
tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut.
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Sasaran Strategis untuk tujuan strategis T1

KODE
S1.1

S1.2

S1.3

SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya APK PAUD nasional mencapai 45.05%.

Meningkatnya kualifikasi untuk pendidik PAUD formal (TK/TKLB) diharapkan
85% berpendidikan minimal S-1/D-4 dan 85% bersertifikat, sedangkan untuk
Pendidik PAUD nonformal diharapkan telah dilatih sekurang-kurangnya 55%.
Seluruh satuan pendidikan anak wusia dini formal menerapkan sistem
pembelajaran yang membangun karakter (kejujuran, kepedulian, tanggung
jawab dan toleransi) dan menyenangkan bagi anak.

Sasaran Strategis untuk tujuan strategis T2

KODE
S2.1
S2.2
S2.3
S2.4
S2.5
S2.6

S2.7

S2.8

S2.9
S2.10

S2.11

S2.12
S2.13
S2.14

S2.15

S2.16

S2.17

S2.18

SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya APM SD/SDLB/Paket A nasional mencapai 83.57%.
Menurunnya APS Kelompok Usia 7-12 Tahun mencapai 0.7%.
Meningkatnya APK SMP/SMPLB/Paket B nasional mencapai 76.53%
Meningkatnya APM SMP/SMPLB/Paket B/Sederajat mencapai 58.17%.
Menurunnya APS Kelompok Usia 13-15 Tahun 1%.

Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SD/SDLB dan SMP/SMPLB
mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan

Menurunnya Angka Putus Sekolah SD maksimal 0,7% dan SMP maksimal 1%,
meningkatnya angka melanjutkan SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B
sekurang-kurangnya 97%.

Angka Melanjutkan Lulusan SMP/MTs/SMPLB/Sederajat94%.
Sekurang-kurangnya 85% SD/SDLB dan 70.9%SMP/SMPLB diakreditasi.
Sekurang-kurangnya 90% SD/SDLB dan 100% SMP/SMPLB terakreditasi
minimal B.

Sekurang-kurangnya 40% SD/SDLB dan 60% SMP/SMPLB melaksanakan e-
pembelajaran.

Sekurang-kurangnya 85% kabupaten/kota memiliki SD SBI atau RSBI.
Sekurang-kurangnya 75% kabupaten/kota memiliki SMP SBI atau RSBI.
Sekurang-kurangnya 82% Guru SD/SDLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 80%
bersertifikat.

Sekurang-kurangnya 98% Guru SMP/SMPLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 90%
bersertifikat.

Sekurang-kurangnya 60% Kab/Kota Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Peserta
Didik SD 1:20 Sampai 1:28 dan SMP 1:20 Sampai 1:32.

Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya
angka melanjutkan minimal 94%, dan menurunnya angka putus sekolah
maksimal 1 % untuk jenjang pendidikan dasar.

Seluruh satuan pendidikan SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs menerapkan
pembelajaran yang membangun karakter.
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Sasaran Strategis untuk tujuan strategis T3

KODE
S3.1
S3.2

S3.3

S3.4

S3.5

S3.6

S3.7
S3.8

S3.9
S3.10
S3.11

S3.12

S3.13

S3.14

SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya APK nasional melampaui 70,7%.
Sekurang-kurangnya 95.5% SMA/SMLB berakreditasi, dan 40%-nya
berakreditasi minimal B.
Sekurang-kurangnya 95.5% SMK berakreditasi, dan 30%-nya berakreditasi
minimal B.
Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SMA/SMLB dan SMK mengikuti
Pelatihan Profesional Berkelanjutan.
Sekurang-kurangnya 70% kabupaten/kota memiliki SMA dan SMK SBI atau
RSBI.
Sekurang-kurangnya 98% guru SMA/SMLB/SMK berkualifikasi S-1/D-4, dan
sekurang-kurangnya 90% bersertifikat.
Seluruh SMK bersertifikat ISO 9001:2008.
Sekurang-kurangnya 75% SMA/SMLB dan 70% SMK melaksanakan e-
pembelajaran.
Sekurang-kurangnya 70% Lulusan SMK Bekerja pada Tahun Kelulusan.
Seluruh SMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan.
Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SMA/SMALB dan SMK
mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan.

Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya
angka melanjutkan minimal 95 % dan menurunnya angka putus sekolah
maksimal 1,69 % untuk jenjang pendidikan menengah.

Menurunnya disparitas gender yang ditunjukkan dengan rasio kesetaraan
gender menjadi 95%.

Seluruh satuan pendidikan SMA/SMLB/MA/MAK menerapkan pembelajaran
yang membangun karakter.

Sasaran Strategis untuk tujuan strategis T4

KODE
S4.1
S4.2

S4.3

S4.4

S4.5

S4.6

SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya APK PT dan PTA usia 19-23 tahun mencapai 30%.

Sekurang-kurangnya 100% PTN dan 50% PTS memperoleh Sertifikat ISO
9001:2008.

Sekurang-kurangnya 100% prodi PT berakreditasi dan 80% berakreditasi
minimal B.

Sekurang-kurangnya 3 PT masuk peringkat 300 terbaik dunia dan sekurang-
kurangnya 11 PT (kumulatif) masuk dalam peringkat 600 terbaik dunia versi
THES, sekurang-kurangnya 12 PT masuk dalam 200 terbaik Asia versi THES.

Sekurang-kurangnya 94% dosen program S-1 dan program diploma
berkualifikasi minimal S-2.

Sekurang-kurangnya 15% dosen pasca sarjana (S-2, profesi, spesialis, dan S-3)
berkualifikasi S-3.
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Sasaran Strategis untuk tujuan strategis T4

KODE SASARAN STRATEGIS

S4.7  Sekurang-kurangnya 75% dosen PT telah bersertifikat profesi.

S4.8  Meningkatkan persentase dosen dengan publikasi nasional menjad 0.19%
S4.9  Meningkatkan persentase dosen dengan publikasi internasional menjadi 0.8%.

S4.10 Menurunnya disparitas gender yang ditunjukkan dengan rasio kesetaraan
gender menjadi 104 %.

S4.11  Seluruh Perguruan Tinggi menerapkan pembelajaran yang membangun
karakter dan kewirausahaan.

Sasaran Strategis untuk tujuan strategis T5

KODE SASARAN STRATEGIS

S5.1  Sekurang-kurangnya 20% program keahlian lembaga kursus dan pelatihan
berakreditasi, dan 25% lulusan program kecakapan hidup (PKH) bersertifikat
kompetensi.

S5.2  Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah mengarusutamakan gender dalam
pendidikan.

S5.3  Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah memberikan layanan fasilitasi
parenting education.

Sasaran Strategis untuk tujuan strategis T6

KODE SASARAN STRATEGIS
S6.1  Sekurang-kurangnya 80 % bahasa daerah di Indonesia terpetakan.

S6.2  Sekurang-kurangnya 20%  guru bahasa Indonesia memiliki kemahiran
berbahasa Indonesia sesuai standar nasional.

S6.3  Sekurang-kurangnya 6 majalah bahasa dan sastra nasional diterbitkan secara
berkala.

S6.4  Sekurang-kurangnya 50 negara memiliki pusat pembelajaran Bahasa Indonesia.

Sasaran Strategis untuk tujuan strategis T7

KODE SASARAN STRATEGIS
S7.1  Terwujudnya opini audit BPK Rl atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012

S7.2  Meningkatnya skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
sekurang-kurangnya 79.

S7.3  Seluruh Kementerian/Lembaga mengacu pada Renstra pembangunan
pendidikan nasional dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan.

S7.4  Seluruh Kabupaten dan Kota telah melaksanakan SPM Pendidikan Dasar.
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Sasaran Strategis Gabungan

Selain sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuh tujuan strategis diatas,
Kemdikbud juga menetapkan tiga sasaran strategis gabungan. Penetapan sasaran
strategis gabungan bertujuan untuk meningkatkan nilai Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) manusia Indonesia. Berikut ketiga sasaran strategis gabungan.

Sasaran Strategis untuk tujuan strategis Gabungan

KODE SASARAN STRATEGIS

SG.1  Meningkatnya APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi
sekurang-kurangnya 86,3%.

SG.2  Rata-rata lama sekolah sekurang-kurangnya 8,25 tahun.
SG.3  Meningkatnya tingkat literasi nasional usia = 15 tahun 95,8%.

c. Program dan Kegiatan Pendukung

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada
Renstra Kemdikbud 2010--2014, pada tahun 2012 Kemdikbud masih
melaksanakan sepuluh Program Pembangunan Pendidikan. Program kebudayaan
belum tercantum dalam Permendikbud Nomor 44 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana
Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014, karena renstra
masih dalam revisi. Program tersebut merupakan program tambahan yang baru
dilaksanakan sebagai akibat dari bergabungnya kembali tugas dan fungsi
Kebudayaan ke Kemdikbud.

Program Kemdikbud

KODE PROGRAM PENANGGUNGJAWAB
P1 Program Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia
Nonformal dan Informal Dini, Nonformal dan Informal
P2 Program Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
P3 Program Pendidikan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
P4 Program Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

P5 Program Pengembangan SDM Pendidikan ~ Badan Pengembangan SDM Pendidikan
dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

P6 Program Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan
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KODE
P7

P8

P9

P10

1)

PROGRAM PENANGGUNGJAWAB
Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa Bahasa
Program Dukungan Manajemen dan Sekretariat Jenderal

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Pengawasan dan Peningkatan Inspektorat Jenderal
Akuntabilitas Aparatur

Program Pelestarian Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

Program pendidikan anak usia dini, hon formal dan informal merupakan

program Kemdikbud yang teknis pelaksanaannya berada di Direktorat

Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal. Program ini

dilaksanakan guna mendukung pencapaian dua tujuan Kementerian, yaitu:

a) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD Bermutu dan
Berkesetaraan di semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T1)

b) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Orang Dewasa
Berkelanjutan yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan
Masyarakat (T5).

Kemdikbud melaksanakan program pendidikan anak usia dini, non formal

dan informal, dengan menetapkan enam kegiatan pendukung, yang

dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dan empat direktorat

dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan

Informal maupun UPT yang berada dibawah tanggung jawabnya.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung program pendidikan anak usia dini,

nonformal dan informal adalah:

a) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

b) Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUDNI

¢) Penyediaan Layanan PAUD

d) Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan

e) Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat

f) Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
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Program Pendidikan Dasar
Program Pendidikan Dasar merupakan program Kemdikbud yang teknis
pelaksanaannya berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Program
ini dilaksanakan guna mendukung tercapainya tujuan kedua (T2), yaitu
terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan
berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota.

P ¢ i P

Mendikbud sedang melakukan kunjungan kerja ke Papua untuk memastikan berjalannya layanan pendidikan secara maksimal

Program Pendidikan Dasar, yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat
Jenderal dan empat Direktorat dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.

Kemdikbud telah menetapkan lima kegiatan yang mendukung. Berikut

adalah kegiatan-kegiatan pendukung dalam program pendidikan dasar.

a) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen
Dikdas

b) Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD

c) Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP

d) Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB

e) Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang
Kompeten Untuk Jenjang Pendidikan Dasar.
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2)

3)

Program Pendidikan Menengah

Program pendidikan menengah adalah program Kemdikbud yang teknis
pelaksanaannya berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.
Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan ketiga (T3),
yaitu tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang
bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan
kota.

Dalam upaya mencapai target dari setiap tujuan dan sasaran strategis

dalam program pendidikan menengah, Kemdikbud telah menetapkan 5

(lima) kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat

Jenderal dan empat direktorat yang ada pada Direktorat Jenderal

Pendidikan Menengah. Kegiatan-kegiatan yang mendukung program

pendidikan menengah adalah:

a) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen
Pendidikan Menengah

b) Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA

c¢) Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK

d) Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB

e) Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Menengah.

Program Pendidikan Tinggi

Program pendidikan tinggi merupakan program Kemdikbud yang teknis
pelaksanaannya berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Program
ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan strategis
Kementerian keempat (T4), yaitu tersedia dan terjangkaunya layanan
pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional, dan
berkesetaraan di semua provinsi.

Dalam upaya mencapai target dari setiap tujuan dan sasaran strategis
dalam program pendidikan tinggi, Kemdikbud telah menetapkan sembilan
kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal
dan empat direktorat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kegiatan-
kegiatan yang mendukung program pendidikan tinggi adalah:

a) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

b) Layanan Tridarma di Perguruan Tinggi

c¢) Pengembangan Relevansi dan Efisiensi Pendidikan Tinggi

d) Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa

e) Pengembangan Mutu Pendidikan Politeknik
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4)

f) Pengembangan Mutu Prodi Profesi Kesehatan dan Pendidikan
Kesehatan

g) Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu

h) Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerja Sama

i) Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan

Penjaminan Mutu Pendidikan

Program pengembangan SDM pendidikan dan Kebudayaan dan

penjaminan mutu pendidikan merupakan program Kemdikbud yang teknis

pelaksanaannya berada di Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan

Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP dan PMP) maupun

UPT yang berada dibawah tanggungjawabnya. Program ini dilaksanakan

untuk mendukung tercapainya empat tujuan strategis Kemdikbud, yaitu:

a) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD Bermutu dan Berkesetaraan
di Semua Provinsi, Kabupaten, dan Kota (T1)

b) Terjaminnya Layanan Pendidikan Dasar Bermutu dan Berkesetaraan di
Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T2)

c) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang
Bermutu, Relevan dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan
Kota (T3)

d) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Orang Dewasa
Berkelanjutan yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan
Masyarakat (T5).

Dalam upaya mencapai target dari setiap tujuan dan sasaran strategis

dalam program pendidikan pengembangan SDM pendidikan dan

Kebudayaan dan penjaminan mutu pendidikan, Kemdikbud telah

menetapkan enam kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh Sekretariat

BPSDM dan PMP dan tiga pusat Eselon Il pada Badan tersebut. Kegiatan-

kegiatan yang mendukung program pengembangan SDM pendidikan dan

penjaminan mutu pendidikan adalah:

a) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya badan
pengembangan SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan

b) Peningkatan penjaminan mutu pendidikan

¢) Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan

d) Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik

e) Penjaminan mutu pendidikan

f) Pembinaan dan pengembangan profesi tenaga kependidikan.
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6)

)

Program Penelitian dan Pengembangan

Program penelitian dan pengembangan merupakan satu dari Sepuluh

program Kemdikbud yang teknis pelaksanaannya berada di Badan

Penelitian dan Pengembangan. Program ini dilaksanakan untuk mendukung

tercapainya lima tujuan strategis Kemdikbud, yaitu:

a) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD Bermutu dan Berkesetaraan
di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T1)

b) Terjaminnya Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan Dasar
Bermutu dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T2)

c) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang
Bermutu, Relevan, dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten
dan Kota (T3)

d) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Tinggi Bermutu,
Relevan, Berdaya Saing Internasional dan Berkesetaraan di Semua
Provinsi (T4)

e) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Orang Dewasa
Berkelanjutan yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan
Masyarakat (T5).

Kemdikbud telah menetapkan empat kegiatan pendukung pada program

penelitian dan pengembangan, yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan

dan tiga pusat eselon Il pada badan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang

mendukung program penelitian dan pengembangan adalah:

a) Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi

b) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud

c¢) Penyempurnaan Kurikulum dan Sistem Pembelajaran

d) Penyediaan Informasi untuk Perumusan Kebijakan Nasional Penyediaan
Informasi Hasil Penilaian Pendidikan.

Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Program pengembangan dan pembinaan bahasa merupakan satu dari
sembilan program Kemdikbud yang teknis pelaksanaannya berada di Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Program ini dilaksanakan untuk
mendukung tercapainya tujuan strategis Kemdikbud keenam (T6), yaitu
terwujudnya Bahasa Indonesia sebagai jati diri dan martabat bangsa,
kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, sarana
komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah, serta wahana
pengembangan IPTEKS.
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8)

Kemdikbud telah menetapkan tiga kegiatan pendukung pada program

pengembangan dan pembinaan bahasa yang dilaksanakan oleh Sekretariat

Badan dan dua Pusat eselon Il dalam Badan tersebut. Kegiatan-kegiatan

yang mendukung program pengembangan dan pembinaan bahasa adalah:

a) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra

b) Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

C) Pembinaan Bahasa dan Sastra.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kemdikbud

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Kemdikbud merupakan program Kemdikbud yang pelaksanaannya berada
di Sekretariat Jenderal. Program ini dilaksanakan untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan program yang ada di setiap unit utama dan
mendukung tercapainya tujuan strategis penguatan tata kelola dalam
menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan (T6).

Dalam upaya mencapai target dari setiap tujuan dan sasaran strategis

dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya

Kemdikbud, Kementerian telah menetapkan sepuluh kegiatan pendukung

yang dilaksanakan oleh masing-masing Biro dan Pusat. Kegiatan-kegiatan

yang mendukung program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

lainnya Kemdikbud adalah:

a) Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan
Umum Kementerian;

b) Peningkatan Layanan Prima dalam Pengadaan dan Penataan BMN
Serta Sarana dan Prasarana Kementerian;

C) Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran,
dan Kerja Sama Luar Negeri;

d) Peningkatan Pelayanan Prima Bidang Pengelolaan Anggaran dan
Akuntabilitas;

e) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian yang Andal,

f) Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum dan Organisasi;

g) Penyediaan Data dan Statistik Pendidikan;

h)  Peningkatan Layanan Prima di Bidang Informasi Dan Kehumasan;

) Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk
Pendayagunaan E-Pembelajaran dan E-Administrasi;
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9)

10)

)] Pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PJJ) di Asia
Tenggara.

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kemdikbud

Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemdikbud
merupakan program kementerian yang pelaksanaannya berada di
Inspektorat Jenderal. Program ini dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian tujuan strategis penguatan tata kelola dalam menjamin
terselenggaranya layanan prima pendidikan (T7).

Dalam upaya mencapai target tujuan dan sasaran strategis dalam program
pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemdikbud,
Kementerian telah menetapkan enam kegiatan pendukung yang
dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal dan lima Inspektorat
dalam Inspektorat Jenderal. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang
mendukung program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur
Kemdikbud.

a) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen;

b) Penguatan dan Perluasan Pengawasan yang Akuntabel Wilayah I;

c) Penguatan dan Perluasan Pengawasan yang Akuntabel Wilayah II;

d) Penguatan dan Perluasan Pengawasan yang Akuntabel Wilayah III;

e) Penguatan dan Perluasan Pengawasan yang Akuntabel Wilayah IV;

f) Audit Investigasi.

Program Pelestarian Budaya

Program pelestarian budaya merupakan program kementerian yang
pelaksanaannya berada di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Program ini
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan yaitu
melestarikan dan mengembangkan budaya Indonesia.

Dalam upaya mencapai target tujuan dan sasaran strategis dalam program
pelestarian budaya, Kementerian telah menetapkan enam kegiatan
pendukung yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal
Kebudayaan dan lima Direktorat. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang
mendukung program pelestarian budaya.

a) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen

Kebudayaan;
b) Pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
¢) Pembinaan kesenian dan perfilman;
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d) Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi;
e) Sejarah dan nilai budaya;
f) Internalisasi nilai dan diplomasi budaya.

2. Rencana Kinerja Tahunan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2014 seperti tertuang
dalam Renstra Kemdikbud 2010-2014, Kemdikbud telah menyusun rencana
kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Berikut adalah rencana kinerja
tahunan Kemdikbud tahun 2012 yang dikelompokkan ke dalam sepuluh program.

Program Pendidikan Anak Usia Dini

. . . Target
Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2012

Meningkatnya APK PAUD (TK,KB,TPA,SPS) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD ~ 37,81%
nasional mencapai 45,05%

Menurunnya tingkat literasi nasional usia = Persentase menurunnya penduduk 4,6%
15 tahun 4,2% tuna aksara usia 15-59 tahun
Meningkatnya anak lulus SMP tidak Persentase Anak Lulus SMP Tidak 15%
melanjutkan, putus dan /atau lulus sekolah Melanjutkan, Putus dan/ atau Lulus
menengah tidak melanjutkan mendapatkan Sekolah Menengah Tidak
layanan kursus dan pelatihan berbasis Melanjutkan Mendapatkan Layanan
kecakapan hidup 13% Pendidikan Kecakapan Hidup

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

2012

Meningkatnya APM SD/SDLB/Paket A APM SD/ SDLB/Paket A 83,29%

nasional mencapai 83,57%

Sekurang-kurangnya 50% Kab/Kota telah 1. Rasio kesetaraan jender SD/SDLB 97,6%
mengarustamakan gender dalam pendidikan

2. Rasio kesetaraan jender 97,6%
SMP/SMPLB
Menurunnya Angka Putus Sekolah SD 1. Persentase peserta didik SD/SDLB 1,1%
maksimal 0,7% dan SMP maksimal 1%, putus sekolah
ingkat k lanjutkan SD/SDLB -
rmeningkatnya angxa m(z anjutkan 2. Persentase peserta didik 14%
sekurang-kurangnya 97% SMP/SMPLB putus sekolah
3. Persentase lulusan SD/SDLB 94.2%
melanjutkan pendidikan
Sekurang-kurangnya 40% SD/SDLB dan 60% 1. Persentase SD menerapkan 28%

SMP/SMPLB melaksanakan e-pembelajaran e-pembelajaran
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Sasaran Strategis

Sekurang-kurangnya 85% kabupaten/kota
memiliki SD SBI atau RSBI

Sekurang-kurangnya 90% SD/SDLB dan
100% SMP/SMPLB terakreditasi minimal B

Sekurang-kurangnya 90% SD/SDLB dan
100% SMP/SMPLB terakreditasi minimal B

Seluruh Kabupaten dan Kota telah
melaksanakan SPM Pendidikan Dasar

Meningkatnya APK SMP/SMPLB/Paket B
nasional mencapai 76,53%

Meningkatnya APM SMP/SMPLB/Paket
B/Sederajat mencapai 58,17%

Meningkatnya angka melanjutkan lulusan
SMP/SMPLB ke sekolah menengah sekurang-
kurangnya 94%

Sekurang-kurangnya 75% kabupaten/kota
memiliki SMP SBI atau RSBI

Sekurang-kurangnya 82% Guru SD/SDLB
berkualifikasi S-1/D-4 dan 80% bersertifikat

Sekurang-kurangnya 60% Kab/Kota Telah
Memiliki Rasio Pendidik dan Peserta Didik SD
1:20 Sampai 1:28 dan SMP 1:20 Sampai 1:32

Indikator Kinerja

2. Persentase SD memiliki fasilitas
internet

3. Persentase SMP yang menerapkan
e-pembelajaran

4, Persentase SMP memiliki fasilitas
internet

persentase kabupaten/ kota memiliki
minimal satu SD RSBI/SBI

1. Persentase SD/SDLB Berakreditasi

2. Persentase SMP/SMPLB
berakreditasi

1. Persentase SD/SDLB Berakreditasi
minimal B

2. Persentase SMP/SMPLB
berakreditasi minimal B

1. Persentase SD/SDLB memenuhi
SPM

2. Persentase SMP/SMPLB memenuhi
SPM

3. Persentase kab/kota yang memiliki
tenaga kependidikan sesuai SPM

APK SMP/SMPLB/PAKET B

APM SMP/SMPLB/PAKET B

Persentase lulusan SMP/SMPLB yang
melanjutkan ke sekolah menengah

1. Persentase kabupaten/ kota
memiliki minimal satu SMP
RSBI/SBI

2. Nilai total tertimbang medali dari
kompetisi internasional tingkat
pendidikan dasar

Persentase guru SD/SDLB dalam
jabatan berkualifikasi akademik S1/D4

1. Persentase SD yang memiliki rasio
guru terhadap siswa sesuai SPM

2. Rasio guru terhadap siswa SD

3. Persentase SMP yang memiliki
rasio guru terhadap siswa sesuai
SPM

Target
2012

20%

40%

40%

62,2%

64%

54,1%

60%

70%

55%

65%

49%

75,69%

57,13%

90%

62%

178

58%

8%

1:30

8%
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: : . Target
Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2012
4. Rasio guru terhadap Siswa SMP 1:34
Sekurang-kurangnya 98% Guru SMP/SMPLB 1. Persentase guru SMP/SMLB dalam 87%
berkualifikasi S-1/D-4 dan 90% bersertifikat berkualifikasi akademik S1/D4
2. Persentase pendidik dan tenaga 100%
kependidikan yang menerima
tunjangan
Program Pendidikan Menengah
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
2012
Meningkatnya APK nasional melampaui APK Nasional 66,4%
70.7%, SMA/SMK/SMLB/Paket C
Menurunkan Angka putus sekolah Peserta Persentase Peserta Didik 1,8%
Didik SMA/SMK/SMLB menjadi 1.69%; SMA/SMK/SMLB putus sekolah
Meningkatkan Persentase SMA /SMK/ SMLB Persentase SMA/SMK/SMLB 55,88%
memenuhi Akreditasi sebesar 65.25% memenuhi Akreditasi
Meningkatkan Persentase SMA/SMK/ SMLB Persentase 36,79%
menerapkan e-Pembelajaran SMA/SMK/SMLB
sebesar 54.03% menerapkan e- Pembelajaran
Meningkatkan Persentase Kab/Kota memiliki  Persentase Kab/Kota memiliki 52,1%
SMA/SMK/SMLB Model/Rujukan sebesar SMA/SMK/SMLB Model/Rujukan
65%
Meningkatkan Perolehan jumlah medali dari ~ Jumlah Medali dari Kompetisi 31
kompetensi internasiomal tingkat pendidikan Internasional tingkat pendidikan
menengah sebanyak 38 medali menengah
Seluruh satuan pendidikan SMA/SMK/ SMLB  Persentase SMA/SMK/SMLB 80,66%
menerapkan pembelajaran yang membangun Mmenerapkan Pendidikan yang
karakter membangun Karakter
Meningkatkan Pendidik dan Tenaga Persentase Pendidik dan Tenaga 69%
Kependidikan SMA/SMK/SMLB mengikuti Kependidikan SMA/SMK/SMLB
Pelatihan Profesional Berkelanjutan sebanyak mengikuti Program Pengembangan
75% Karir
Meningkatkan guru SMA/ SMLB/ SMK Persentase Guru SMA/SMK/SMLB 87%
berkualifikasi S-1/D-4 mencapai 98%. Berkualifikasi S-1/D-4
Meningkatkan Persentase Pemenuhan Guru Persentase Pemenuhan Guru 60,64%
Produktif SMK sebesar 76.38% Produktif SMK
Persentase Pendidik dan Tenaga Persentase Pendidik dan Tenaga 55,51%
Kependidikan SMA/SMK/SMLB Kependidikan SMA/SMK/SMLB

mendapatkan penghargaan dan

mendapatkan penghargaan dan :
perlindungan

perlindungan sebesar 75.38
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Program Pendidikan Tinggi

. : L Target
Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2012
APK PT dan PTA usia 19-23 tahun 1. APK PT dan PTA Usia 19-23 Thn *) 26,75%
mencapai 30% 2. APK prodi sains natural dan teknologi 6%
(usia 19-23 tahun)
3. Persentase mahasiswa penerima 20%
beasiswa/bantuan biaya pendidikan
Sekurang-kurangnya 100% prodi PT 1. Persentase Prodi Terakreditasi 100%
berakreditasi dan 80% berakreditasi
minimal B 2. Persentase Prodi PT Berakreditasi 73,9%
Minimal B
Sekurang-kurangnya 3 PT masuk 1. Jumlah Perguruan Tinggi Masuk TOP 6
peringkat 300 terbaik dunia dan 500 Dunia
sekurang-kurangnya 11 PT (kumulatif) 2. Jumlah PT otonom 250
maguk dalz.jlm peringkat 600 terbaik 3. jumlah PT beropini WTP 1
dunia versi THES, sekurang-kurangnya
12 PT masuk dalam 200 terbaik Asia
versi THES
Sekurang-kurangnya 94% dosen Persentase Dosen Berkualifikasi S-2 75%
program S-1 dan program diploma
berkualifikasi minimal S-2
Sekurang-kurangnya 15% dosen pasca Persentase Dosen Berkualifikasi S-3 12%
sarjana (S-2, profesi, spesialis, dan S-3)
berkualifikasi S-3
Sekurang-kurangnya 75% dosen PT telah  Persentase Dosen Bersertifikat 49%
bersertifikat profesi
Meningkatkan persentase dosen dengan 1. Persentase Dosen Dengan Publikasi 0,17%
publikasi nasional menjadi 0.19% Nasional
2. Jumlah HAKI yang dihasilkan 110
Meningkatkan persentase dosen dengan  Persentase Dosen Dengan Publikasi 0,6%
publikasi internasional menjadi 0.8% Internasional
Menurunnya disparitas gender yang 1. Rasio Kesetaraan gender PT 104,6%
ditunjukkan dengan rasio kesetaraan
gender menjadi 104 % 2. Rasio mahasiswa vokasi : total 24%

mahasiswa vokasi dan S-1

Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan

dan Penjaminan Mutu Pendidikan

: : . Target
Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2012
84,9% guru yang memenuhi syarat Persentase Guru Bersertifikat Pendidik 48,6%
(sesuai Undang-Undang Guru dan
Dosen) bersertifikat pendidik
100% guru (sesuai Permeneg PAN dan Persentase Pendidik dan Tenaga 30%

RB No. 16 tahun 2009) dinilai kinerjanya  Kependidikan Berkinerja Sesuai Standar
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: : . Target
Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2012
60% guru, kepala sekolah, pengawas, Persentase Pendidik dan Tenaga 34%
pendidik kesetaraan, laboran, Kependidikan yang Profesional
pustakawan, tenaga administrasi sekolah
meningkat kompetensinya
30% SDM aparatur Kementerian 1. Persentase SDM Aparatur Kemdikbud 10%
pendidikan dan kebudayaan lulus diklat yang telah Meningkat Kinerjanya
teknis dan fungsional, serta telah dinilai 2. Persentase SDM Aparatur Kemdikbud 10%
kinerjanya yang telah Meningkat Kompetensi
95% satuan pendidikan telah terpetakan Persentase Satuan Pendidikan yang 10%
mutunya sesuai dengan standar nasional  Telah Memenuhi Standar Nasional
pendidikan Pendidikan
Program Penelitian dan Pengembangan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
2012
Meningkatnya kualitas kurikulum, sistem Persentase penyempurnaan kurikulum, 80%
pembelajaran dan Perbukuan sistem pembelajaran dan perbukuan
Meningkatnya Hasil penelitian untuk Persentase Rekomendasi Kebijakan 100%
perumusan kebijakan nasional Pendidikan Berbasis Penelitian dan
Pengembangan
Meningkatnya Kualitas Penilaian Persentase Pengembangan Soal 100%
Pendidikan Akademik dan Non Akademik, Model
Penilaian Pendidikan, Analisis Hasil
Penilaian dan Survey Pendidikan Serta
Penyebaran Informasi Penilaian
Pendidikan
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Persentase Rekomendasi Kebijakan 100%
Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Berbasis Penelitian dan
Kebudayaan yang Bermanfaat untuk Pengembangan
Merumuskan Bahan Kebijakan dan
Masyarakat Luas
Meningkatnya Standar Mutu pendidikan 1. Persentase Program/Satuan 100%
dan pelaksanaan akreditasi Pendidikan PNF, Sekolah/Madrasah,
Prodi dan Institusi PT, LPTK yang di
Akreditasi
2. Peningkatan Standar Nasional Mutu 100%
Pendidikan
Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
2012
Sekurang-kurangnya 80% bahasa daerah  Persentase bahasa daerah yang 79,66%
di Indonesia terpetakan terpetakan di Indonesia
Sekurang-kurangnya 20% guru bahasa Persentase guru bahasa Indonesia 10%
Indonesia memiliki kemahiran berbahasa memiliki kemahiran berbahasa Indonesia
Indonesia sesuai standar nasional sesuai standar nasional
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Sasaran Strategis

Sekurang-kurangnya 35% provinsi tertib
dalam penggunaan bahasa Indonesia di
ruang publik

Sekurang-kurangnya 1 provinsi memiliki
satu Tempat Uji Kemahiran (TUK) bahasa

Sekurang-kurangnya 2 jurnal ilmiah
kebahasaan dan kesastraan terakreditasi
secara internasional

Sekurang-kurangnya 50 negara memiliki
pusat pembelajaran Bahasa Indonesia

Tersedianya akses layanan minimal

informasi kebahasaan dan kesastraan di
31 provinsi

: . Target
Indikator Kinerja 2012

Persentase provinsi tertib dalam 30%
penggunaan bahasa Indonesia di ruang
publik
Jumlah provinsi yang memiliki tempat uji 1
kemahiran (TUK) bahasa
Jumlah majalah bahasa dan sastra 3
nasional diterbitkan secara berkala
Jumlah jurnal ilmiah kebahasaan dan 2
kesastraan terakreditasi secara
internasional
Jumlah negara memiliki pusat 6
pembelajaran bahasa Indonesia
Jumlah provinsi yang memiliki akses 31
layanan informasi kebahasaan dan
kesastraan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Strategis

Opini audit BPK RI atas laporan
keuangan adalah Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012

Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang-
kurangnya 79

: . Target
Indikator Kinerja 2012
Opini BPK terhadap laporan keuangan WTP
Kemdikbud
Persentase realisasi anggaran 96%
Kemdikbud
Skor Lakip Kemdikbud 77

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Sasaran Strategis

Opini audit BPK RI atas laporan
keuangan adalah Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012

Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang-
kurangnya 79

Indikator Kinerja T;(;ggt
1. Persentase penyelesaian temuan audit 76,9
2. Persentase satker di lingkungan 100
kemdikbud memiliki SPI yang
berfungsi sesuai dengan tugasnya
Persentase unit di lingkungan 100

kemdikbud diaudit manajemen berbasis
kinerja
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Program Pelestarian Budaya

Target
2012

Peningkatan pelestarian cagar budaya di 1. Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan 6,470
Indonesia, kualitas museum di Indonesia,

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

dan apresiasi masyarakat terhadap cagar 2.Jumlah Pengunjung Pada Museum 3,000,000
budaya dan museum Yang Direvitalisasi
Meningkatnya apresiasi masyarakat Jumlah orang yang mengapresiasi 12,500,
terhadap sejarah dan nilai budaya sejarah dan karya budaya 000
Peningkatan kualitas dan kuantitas 1. Jumlah sekolah yang Difasilitasi 1400
pelaku seni dan film, inspirasi dan Sarana Budaya
penciptaan kreatifitas dalam membuat
karya seni dan film, serta apresiasi 2. Jumlah Fasilitasi Film yang Berkarakter 20
masyarakat terhadap seni dan film .

3. Jumlah Komunitas Budaya yang 200

Difasilitasi

B. PERJANJIAN KINERJA

Kemdikbud menyusun perjanjian kinerja yang akan dicapai pada tahun 2012
dalam bentuk Penetapan Kinerja (PK). PK tahun 2012 yang disusun mengacu
pada Renstra Kemdikbud tahun 2010--2014 dan RKT tahun 2012. Penetapan
Kinerja berisi yang sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang
akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun tersebut akan dilakukan pengukuran
tingkat ketercapaiannya. Dokumen penetapan kinerja Kemdikbud tahun 2012
dimaksud tercantum dalam lampiran.

Untuk mencapai sasaran strategis dari sepuluh program seperti tercantum dalam

penetapan kinerja, Kemdikbud pada tahun 2012 telah mengalokasikan pagu
anggaran sebesar Rp.78.828.566.744.000,-
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Bab Il
AKUNTABILITAS KINERJA KEMDIKBUD

esuai dengan penetapan kinerja yang telah diperjanjikan Kemdikbud pada

tahun 2012, Kemdikbud berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang

telah diperjanjikan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada
stakholders. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan)
target kinerja dan sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan suatu informasi
capaian target kinerja yang telah diperjanjikan tersebut. Di bawah ini diuraikan
capaian kinerja atas sasaran/target kinerja seperti tercantum dalam Penetapan
Kinerja tahun 2012. Selain menyajikan informasi tentang pencapaian sasaran
strategis Kementerian, bab ini juga menyajikan informasi kinerja bidang
pendidikan dan kebudayaan lainnya yang telah dicapai Kemdikbud selama tahun
2012.

A.CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

Kemdikbud telah menetapkan Sepuluh program pembangunan pendidikan dan
kebudayaan seperti tercantum dalam perencanaan kinerja. Pengelompokkan
program pembangunan pendidikan disusun berdasarkan jenjang pendidikan,
program pengembangan bahasa, pelestarian budaya dan dukungan manajemen.
Program dukungan manajemen diperlukan untuk kelancaran dalam pelaksanaan
program-program yang telah akan dilaksanakan tersebut. Kesepuluh program
tersebut meliputi:

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

Program Pendidikan Dasar

Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Tinggi

Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan
Mutu Pendidikan

Program Penelitian dan Pengembangan

Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

10. Program Pelestarian Budaya

a k~ DR
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Kemdikbud berkewajiban untuk merealisasikan target kinerja sasaran strategis
dengan indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan/kegagalan program.
Dengan tercapainya target indikator kinerja utama dalam program tersebut
diharapkan akan memberikan kontribusi bagi tercapaian tujuan strategis yang
telah ditetapkan dalam rencana strategis. Berikut tingkat ketercapaian sasaran
strategis Kemdikbud selama tahun 2012 yang dikelompokkan di sepuluh
program Kemdikbud.

1. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL, DAN INFORMAL

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) diarahkan
untuk memenuhi tuntutan peningkatan kualitas layanan dengan tetap berupaya
terus mendorong ketersediaan dan akses layanan pendidikan yang semakin luas.
Pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan
formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan
demokratis serta berkesetaraan gender agar dapat menjangkau mereka yang
berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi
dan sosial. Keberhasilan program ini diharapkan akan memberikan kontribusi
bagi peningkatan IPM (indeks pembangunan manusia) Indonesia, Education for
All Global Monitoring Report (EFA GMR), dan EDI (Education for All Development
Index)

Sebagai salah satu program Kemdikbud, program pendidikan anak usia dini,

nonformal dan informal ini dilaksanakan untuk mendukung dua tujuan strategis,

yaitu:

a. Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di
semua provinsi, kabupaten dan kota (T1);

b. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan
yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (T5).

Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis untuk program PAUDNI, dimana
Ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian
indikator kinerja utama-nya.
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a. Meningkatnya APK PAUD (TK,KB,TPA,SPS) nasional mencapai 45,05%.
Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dapat dilihat melalui
tingkat pencapaian IKU “Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD”. Adapun tingkat
pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Meningkatnya APK PAUD Angka Partisipasi 33,67% 29,6% 8791 37,81% 37,83% 100,05
TKKB,TPA, SPS) nasional  Kasar (APK) PAUD
mencapai 45,05%

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa pencapaian IKU “Angka
Partisipasi Kasar (APK) PAUD” pada tahun 2012 telah melampaui target yang
ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 37.83%. Ketercapaian tersebut
didukung oleh kebijakan pemerintah yaitu untuk meningkatkan perluasan akses.
Salah satu program yang dilaksanakan Direktorat Pembinaan PAUD adalah
dengan mengangkat bunda-bunda PAUD di seluruh Indonesia baik di tingkat
provinsi maupun di tingkat kabupaten, dengan tujuan untuk mensosialisasikan
mengenai pentingnya PAUD di daerahnya masing-masing, serta kegiatan
penyelenggaraan Gebyar PAUD dan pameran dalam rangka Hari Anak Nasional.
Selain daripada itu dengan adanya Bunda PAUD, dapat menjadi motor penggerak
dalam pelaksanaan PAUD serta mendorong pembinaan PAUD di setiap wilayah
yang menyangkut ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu, kesetaraan dan
kepastian pemerolehan layanan PAUD, dimana pada tahun 2012 telah ada 27
provinsi dan 227 kabupaten/kota yang menobatkan Bunda PAUD. Pada tahun
2012 pemberian BOP PAUD diluncurkan sebanyak 1.350.000 anak.

ﬂ,; ply
8|

Anak-anak usia dini sedang beraktifitas dalam kelompok bermain

T q..
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Sementara, untuk mendorong perluasan akses, program bantuan pembangunan
Unit Gedung Baru untuk PAUD di tingkat kecamatan/desa sejumlah 80 unit dan
ditambah dengan anggaran APBN-P sejumlah 126 unit yang disebarkan di daerah
3T (terdepan, terluar dan tertinggal).

Berikut tren peningkatan angka partisipasi kasar anak usia dini dari tahun 2010
sampai dengan tahun 2012.

Angka Partisipasi Kasar PAUD

37,83%

25,80% 23,/800%
5 0

Tahun 2010 T
Tahun 2011 —
Tahun 2012

Meskipun target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, namun dalam

meningkatkan angka partisipasi kasar anak usia dini masih dijumpai hambatan

dan kendala yang dihadapi, diantaranya:

1) Peningkatan APK terberat pada rentang usia anak usia 0-2 tahun, dikarenakan
masih terlalu banyak intervensi dari orang tua sehingga masih jarang anak usia
tersebut yang mengikuti PAUD;

2) Masih kurangnya lembaga layanan PAUD khususnya di daerah pedesaan, hal
ini terlihat dari masih ada 30.123 desa yang belum memiliki layanan PAUD
pada tahun 2012;

3) Kompetensi dan kualifikasi pendidik yang masih rendah yaitu baru 22.8%
lulusan S1/D4 (data hasil pendataan online 2012);

4) Kondisi sarana dan prasarana sebagian besar satuan PAUD memprihatinkan.

Melihat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi tersebut di atas
beberapa langkah antisipasi yang akan dilakukan agar angka partisipasi kasar
anak usia dini dapat meningkat di masa datang adalah:
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1) Pemenuhan pembentukan satu desa satu PAUD yang diprioritaskan bagi
daerah terdepan, terluar dan tertinggal, dengan memberikan bantuan berupa
penyelenggaraan rintisan PAUD baru;

2) Pembentukan gugus PAUD agar meningkatkan kompetensi pendidik dengan
pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh masing-masing gugus
sehingga imbas dari satuan PAUD yang sudah establish bisa menyebar kepada
satuan-satuan PAUD lainnya;

3) Konsentrasi pada pelayanan anak usia dini yang berumur 3-6 tahun sehingga
dalam penghitungan APK tidak dimulai dari anak 0-6 tahun, tetapi dimulai dari
anak 3-6 tahun.

b. Menurunnya jumlah penduduk tuna aksara usia 15-59 tahun

Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dapat dilihat melalui
tingkat pencapaian IKU “Persentase menurunnya penduduk tuna aksara usia 15-
59 tahun”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Menurunnya tingkat ~ Persentase menurunnya 4,8% 443% 107,70 4,23% 4,21% 100,47
literasi nasional usia penduduk tuna aksara
= 15 tahun 4,2% usia 15-59 tahun

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa IKU Persentase menurunnya
penduduk tuna aksara usia 15-59 tahun telah berhasil dicapai, hal tersebut
dapat dilihat pada tahun 2011 Kemdikbud melalui Direktorat Pembinaan
Pendidikan Masyarakat telah mampu menurunkan angka penduduk tuna aksara
usia 15-59 tahun menjadi 4.43% melebihi target yang ditetapkan 4.8% dan pada
tahun 2012 juga berhasil menurunkan kembali menjadi 4.21% melebihi target
yang ditetapkan 4.23% dengan persentase capaian sebesar 100.47%. Berikut tren
penurunan penduduk tuna aksara usia 15-59 tahun dari tahun 2010 sampai
dengan tahun 2012.
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Persentase menurunnya penduduk tuna aksara usia
15-59 tahun

4,79%

4,43%

4,21%

Tahun 2010 T
Tahun 2011 i
Tahun 2012

Keberhasilan pencapaian kinerja ini melalui pelaksanaan komponen-komponen
yang secara fisik telah dapat dilakukan 100%. Komponen-komponen tersebut
adalah.

1)

Keaksaraan Dasar (KD)

Suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan penduduk tuna aksara
menjadi melek aksara sehingga dapat membaca-menulis-berhitung secara
sederhana. Posisi angka tuna aksara usia 15-59 tahun pada tahun 2011 adalah
4.43% atau sebanyak 6.730.682 orang. Dengan membelajarkan 200.000 orang
melalui dana APBN ditambah dengan beberapa daerah provinsi dan
kabupaten kota (Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jember, dan
Sumenep) yang telah mencapai 129.160 orang. Sehingga jumlah penduduk
tuna aksara usia 15-59 tahun menurun menjadi 6.401.522 orang atau 4.21%.

Dari program keaksaraan dasar yang telah membelajarkan sebanyak 329.160
orang, dimana perbandingan antara laki-laki dan perempuan adalah 3:5 maka
telah mampu menurunkan angka disparitas gender menjadi 2.17% dari angka
sebelumnya tahun 2011 yaitu 2.4%.

Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)

Hasil penuntasan tuna aksara melalui keaksaraan dasar ditindaklanjuti dengan
upaya pemeliharaan keberaksaraan melalui KUM. Prinsip dari pembelajaran
KUM adalah meningkatkan kemampuan keberaksaraan dengan melatihkan
berbagai keterampilan bermatapencaharian. Pada tahun 2012 dengan dana
APBN telah dibelajarkan KUM sebanyak 300.000 orang, ditambah dengan
APBD | yang mampu membelajarkan 284.806 orang. Sehingga sejak tahun
2008 sampai dengan tahun 2012 telah dibelajarkan melalui KUM sebanyak
1.335.976 orang atau 16.06% dari 8.318.605 pemegang SUKMA. Ini artinya
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3)

4)

bahwa Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat telah mampu mencapai
target menurunkan persentase penduduk usia 15-59 tahun pemegang SUKMA
mengikuti KUM 16.06% dari yang ditargetkan 16%.

Aksara Kewirausahaan

Adalah upaya untuk memberikan kemampuan kewirausahaan masyarakat yang
dibelajarkan melalui pengembangan inkubator bisnis dan sentra usaha mandiri
dengan meningkatkan keberaksaraan dan penghasilan peserta didik. Program
ini sebagai upaya untuk mencegah kembalinya tuna aksara dan memberikan
keterampilan berwirausaha.

Peningkatan budaya tulis melalui koran ibu, koran anak, cerita rakyat.
Peningkatan budaya tulis melalui koran ibu dan koran anak merupakan
afirmasi pelatihan jurnalis kepada peserta didik perempuan (koran ibu) dan
anak-anak (koran anak) dalam rangka memberikan penguatan keberaksaraan
sekaligus sebagai media informasi, komunikasi, dan pembelajaran. Program ini
sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tuna aksara kembali.

Selain itu, untuk mendukung ketercapaian sasaran juga melaksanakan
komponen walaupun tidak langsung menurunkan tuna aksara tetapi
mempunyai pengauh besar terhadap penurunan tingkat tuna aksara, yaitu (1)
Orientasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan, (2) Hari Aksara
Internasional, (3) Pameran Hari Aksara Internasional, (4) Seminar Internasional
Berbasis Bahasa Ibu dan TIK, (5) Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan
Keaksaraan, dan (6) Peningkatan Inovasi Pendidikan Keaksaraan.

moving forward b
TRA MOTOR

e
-

Seorang anak tengah memanfaatkan unit layanan belajar bersama
sebagai program pendukung pendidikan keaksaraan
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Capaian yang telah berhasil diraih dalam menurunkan tingkat tuna aksara oleh
UNESCO diganjar dengan penghargaan King Sejong Literacy Prizes.
Penghargaan tersebut sudah diterima pada tanggal 6 September 2012 di
markas UNESCO, Paris, bersamaan dengan perayaan International Literacy Day.
Selain Indonesia, penghargaan juga diterima oleh Rwanda dan Tunan.

Meskipun target IKU yang ditetapkan dapat tercapai, namun dalam usaha
menurunkan penduduk tuna aksara, masih ditemui beberapa hambatan dan
kendala, diantaranya adalah sulitnya menemukan sisa sasaran yang perlu
digarap. Keberadaan sasaran sudah menyebar sehingga sulit untuk
mengelompokkan dalam satu kelompok dengan jumlah sasaran sepuluh
orang.

Langkah antisipasi yang akan dilakukan agar target kinerja yang telah
ditetapkan pada tahun 2013 tetap tercapai adalah dengan mengelompokkan
sasaran yang akan digarap tidak harus dengan jumlah sepuluh orang.

c. Meningkatnya anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan/atau lulus
sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan kursus dan
pelatihan berbasis kecakapan hidup.

Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dapat dilihat melalui
tingkat pencapaian IKU “Meningkatnya anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus
dan/atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan
kursus dan pelatihan berbasis kecakapan hidup”. Adapun tingkat pencapaiannya
adalah sebagai berikut.

Meningkatnya anak lulus  Persentase Anak Lulus 13% 8,17% 62,84 15% 4,74% 31,6
SMP tidak melanjutkan, SMP Tidak

putus dan atau lulus Melanjutkan, Putus
sekolah menengah tidak  dan/ atau Lulus
melanjutkan Sekolah Menengah
mendapatkan layanan Tidak Melanjutkan
kursus dan pelatihan Mendapatkan Layanan
berbasis kecakapan hidup Pendidikan Kecakapan
13% Hidup

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa persentase anak lulus SMP tidak
melanjutkan, putus dan/atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan
mendapatkan layanan kursus dan pelatihan berbasis kecakapan hidup yang
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ditargetkan sebesar 15% atau sebanyak 232573 orang dari sekitar 15 juta
sasaran, hingga akhir Desember 2012, hanya mencapai 4,74% atau sebesar 73.466
orang.

Persentase realisasi peserta kurus dan
pelatihan berbasis PKH

8,36% 8,17%
4,74%
Tahun 2010 T
Tahun 2011 T
Tahun 2012

Ketidaktercapaian target sasaran ini dikarenakan dukungan anggaran dari APBN
yang disediakan untuk penyelenggaraan program hanya mampu melayani 71.932
orang dari 232573 orang yang telah ditetapkan dalam Renstra. Namun
berdasarkan capaian kinerja tahunan, dari 71.932 orang tersebut dapat tercapai
hingga 73.466 orang atau sebesar 102,13%. Capaian ini melampaui target
penetapan kinerja sebagaimana ditetapkan.

Peserta program pendidikan kecakapan hidup sedang mengikuti uji kompetensi
di bidang keterampilan tata busana
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Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan telah berusaha mengantisipasi
masalah ini dengan memperkecil unit cost untuk penyelenggaraan program
Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat, dan
Program Desa Vokasi agar sasaran yang dilayani mendekati jumlah yang
ditargetkan, namun mengingat keterbatasan dukungan anggaran, target rencana
strategis yang telah ditetapkan tetap tidak tercapai.

2. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

Program pendidikan dasar diarahkan untuk memenuhi tuntutan peningkatan
kualitas layanan pendidikan tingkat dasar dengan tetap berupaya terus
mendorong ketersediaan dan akses layanan pendidikan yang semakin luas.

Program pendidikan dasar merupakan program yang dilaksanakan di Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar untuk mendukung tujuan strategis Kemdikbud yang
kedua (T2) yaitu Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar
bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota.

Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis untuk program pendidikan dasar,
dimana Ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur/dilihat dari tingkat
ketercapaian indikator kinerja utamanya.

i Frdl

Praktikum ilmu Pengetahuan Alam di dalam kelas
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a. Meningkatnya APM SD/SDLB/Paket A nasional mencapai 83,57%.
Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui IKU
“APM SD/SDLB/Paket A”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Meningkatnya APM APM SD/SDLB/ 83,01% 85,58% 103 83,29% 85,77% 102,97
SD/SDLB/Paket A nasional Paket A
mencapai 83,57%

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa IKU “APM SD/SDLB/Paket A”
telah mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut dari realisasi mencapai 85.77%
melebihi target yang telah ditetapkan, dengan tingkat ketercapaian 102.97%. Pada
tahun 2012 jumlah penduduk yang berusia 7-12 tahun adalah 26.508.500 orang,
sedangkan jumlah siswa SD/SDLB yang berusia 7-12 tahun adalah 22.736.501 siswa,
sehingga APM SD/SDLB adalah 85.77%.

Ketercapaian target IKU angka partisipasi murni SD/SDLB/ Paket A pada tahun
2012 didukung oleh adanya pelaksanaan program yang bertujuan untuk
meningkatkan APM SD/SDLB maupun paket A, seperti Bantuan Operasioanal
Sekolah (BOS), Bantuan operasional paket A sebanyak 15.000 siswa, Beasiswa Siswa
Miskin sebanyak 3.530.305 siswa, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD
sebanyak 1000 ruang kelas, rehabilitasi ruang kelas SD sebanyak 79,941 ruang dan
sebagainya.

Berikut tren peningkatan angka partisipasi murni SD/SDLB/Paket A dari tahun 2010
sampai dengan tahun 2012.

APM SD/ SDLB/Paket A

85,77%
85,58%
85,31%
Tahun 2010
Tahun 2011 T
Tahun 2012

Meskipun target kinerja yang ditetapkan telah tercapai, namun dalam
pelaksanaannya masih ditemui beberapa hambatan diantaranya hambatan faktor
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sosial dan budaya masyarakat, seperti adanya beberapa anak yang berusia 7-12
tahun namun tidak mau masuk sekolah dengan alasan bekerja membantu
perekonomian orang tua terutama di daerah pesisir dan pemukiman nelayan.

Melihat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan angka

partisipasi murni SD/SDLB/Paket A, beberapa langkah kebijakan yang dilakukan

agar APM SD/SDLB/Paket A dapat terus meningkat adalah:

1) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan;

2) Peningkatan satuan biaya bantuan bagi siswa miskin; dan

3) Penyediaan sarana dan prasarana;

4) Peningkatan daya tampung pada daerah-daerah tertentu melalui penambahan
sekolah baru dan ruang kelas baru, bantuan siswa miskin.

b. Sekurang-kurangnya 50% Kab/Kota telah mengarustamakan gender
dalam pendidikan.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui IKU

“Rasio kesetaraan jender SD/SDLB”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah

sebagai berikut.

Sekurang-kurangnya 97,4% 97,5% 100 97,6% 97,8% 100,10
50% Kab/Kota telah
mengarusutamakan
gender dalam

pendidikan

Rasio kesetaraan
jender SD/SDLB

Rasio kesetaraan 97,4% 97,5% 100 97,6% 96% 98,36

jender SMP/SMPLB

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa :

1) IKU “Rasio kesetaraan jender SD/SDLB” telah mencapai target yang
ditetapkan. Rasio APM anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat
pendidikan dasar adalah perbandingan APM murid perempuan yang
bersekolah pada setiap jenjang pendidikan di sekolah negeri dan swasta
terhadap APM murid laki-laki jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan yang
setingkat untuk usia 7-12 tahun. Dari target yang ditetapkan sebesar 97,6%
dapat terealisasi sebesar 97,8% dengan persentase capaian sebesar 100,10%.

Meskipun IKU rasio kesetaraan gender SD/SDLB telah tercapai, namun dalam
usaha pencapaian IKU tersebut masih menghadapi beberapa kendala dan
hambatan, diantaranya kultur masyarakat di beberapa wilayah yang memiliki
kecenderungan kawin muda bagi perempuan, kemiskinan yang memaksa anak
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usia 7-12 harus membantu orang tua bekerja mencari nafkah, akses
pendidikan yang jauh untuk daerah terpencil, dan pemahaman masyarakat
terhadap pentingnya pendidikan untuk masa depan anak.

2) IKU “Rasio kesetaraan jender SMP/SMPLB” RAPM anak perempuan
terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar adalah perbandingan APM
murid perempuan yang bersekolah pada setiap jenjang pendidikan di sekolah
negeri dan swasta terhadap APM murid laki-laki jenjang pendidikan Sekolah
Menengah Pertama dan yang setingkat untuk usia 13-15 tahun. Dari target
yang ditetapkan sebesar 97,6% telah dapat direalisasikan sebesar 96% dengan
persentase capaian sebesar 98,36%.

¢c. Menurunnya Angka Putus Sekolah SD maksimal 0,7% dan SMP maksimal
1%, meningkatnya angka melanjutkan SD/SDLB sekurang-kurangnya
97%.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui

beberapa tiga IKU berikut ini:

1) Persentase peserta didik SD/SDLB putus sekolah;

2) Persentase peserta didik SMP/SMPLB putus sekolah;

3) Persentase lulusan SD/SDLB melanjutkan pendidikan.

Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Menurunnya Angka Persentase peserta didik 1,3% 0,84% 255 1,1% 0,33% 333,33
Putus Sekolah SD SD/SDLB putus sekolah

maksimal 0,7% dan  Persentase peserta didik 1.6% 157% 102 1,4% 04% 2857

SMP maksimal 1%, SMP/SMPLB putus
meningkatnya angka  sekolah

melanjutkan Persentase lulusan 93% 938% 999 942% 9510% 101
SD/SDLB sekurang- SD/SDLB melanjutkan
kurangnya 97% pendidikan

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa :

1) IKU “Persentase peserta didik SD/SDLB putus sekolah® telah melebihi
target yang ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi sebesar 0.33%
dari target yang ditetapkan sebesar 1.1%, dengan persentase capaian 333.33%.
Pada tahun 2012, total jumlah siswa SD/SDLB/MI adalah 30.599.197 sementara
yang putus sekolah SD/SDLB/MI adalah 100.977 siswa (0.33%). Angka putus
sekolah ini mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan
dengan angka putus sekolah pada tahun 2011 yang mencapai 0.84%.
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Tingginya pencapaian IKU ini dikarenakan oleh adanya beberapa program
yang terkait dengan upaya penurunan angka putus sekolah, seperti Program
Retrieval dan Remedial bagi anak SD yang putus sekolah dan Program
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Beasiswa Siswa Miskin. Berikut tren
penurunan peserta didik SD/SDLB yang putus sekolah selama tiga tahun
terakhir.

Persentase peserta didik SD/SDLB putus sekolah
1,65%

Tahun 2010 ' —
Tahun 2011
Tahun 2012

Meskipun kinerja yang dihasilkan telah melebihi target yang ditetapkan,
namun dalam pelaksanaanya masih ditemui beberapa kendala diantaranya
kendala yang berasal dari faktor sosial dan budaya di masyarakat, seperti
adanya beberapa siswa SD yang tidak mau menyelesaikan sekolahnya dengan
alasan bekerja membantu perekonomian orang tua.

2) IKU "Persentase peserta didik SMP/SMPLB putus sekolah” telah mencapai
target yang ditetapkan bahkan melebihi. Ketercapaian IKU ini terlihat dari
capaian sebesar 0.4% dari target yang ditetapkan sebesar 1.4%, dengan
persentase capaian sebesar 285.7%.

Keberhasilan dalam menurunan anak putus sekolah SMP/SMPLB antara lain
didukung adanya bantuan siswa miskin, penyaluran bantuan opersional
sekolah, subsidi paket B sebanyak 159.385 siswa dan program retrieval. Berikut
tren penurunan peserta didik SMP/SMPLB yang putus sekolah selama tiga
tahun terakhir.
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Persentase peserta didik SMP/SMPLB putus sekolah
2,33%

1,57%

Tahun 2012

3) IKU “Persentase lulusan SD/SDLB melanjutkan pendidikan” Pada tahun
2011 lulusan SD/SDLB yang melanjutkan pendidikan mencapai 93,8%. Pada
tahun 2012 jumlah yang melanjutkan meningkat menjadi sebesar 95.10%.
Angka sebesar 95.10% merupakan realisasi dari target yang ditetapkan sebesar
94.2%. Capaian di tahun 2012 melebihi yang ditargetkan, dengan persentase
capaian sebesar 101%. Berikut tren kenaikan peserta didik SD/SDLB yang
melanjutkan pendidikan selama tiga tahun terakhir.

Persentase lulusan SD/SDLB melanjutkan pendidikan

6% 93,8% 95,1%

Tahun 2010 T
Tahun 2011 -
Tahun 2012

Tingginya lulusan SD/SDLB yang melanjutkan pendidikan tidak terlepas dari
upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan beasiswa bagi siswa
miskin, pemberian bantuan operasional sekolah, pemberian beasiswa bakat
dan prestasi serta memasyarakatnya kampanye pendidikan. Ini semua
memberikan kemudahan dan motivasi yang kuat bagi orang-orang tua yang
berpikiran bahwa pendidikan mempunyai arti yang penting bagi anaknya
sehingga mereka harus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
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d. Sekurang-kurangnya 40% SD/SDLB dan 60% SMP/SMPLB melaksanakan
e-pembelajaran.

Guna melihat tingkat ketercapaian dua sasaran strategis di atas, dapat dilihat
melalui beberapa IKU berikut ini:

1) Persentase SD menerapkan e-pembelajaran;

2) Persentase SD memiliki fasilitas internet;

3) Persentase SMP yang menerapkan e-pembelajaran;

4) Persentase SMP memiliki fasilitas internet.

Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sekurang-kurangnya Persentase SD 22% 22,6% 92 28% 292%  104.3

40% SD/SDLB dan menerapkan

60% SMP/SMPLB e-pembelajaran

melaksanakan Per.s.enta.lse SD memiliki 15% 22,2% 77 20% 23,1% 116
fasilitas internet

e-pembelajaran
Persentase SMP yang 30% 34,6% 115 40% 64,41% 161

menerapkan e-
pembelajaran

Persentase SMP memiliki 30% 42,6% 142 40% 51,13% 129
fasilitas internet

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa:

1) IKU "Persentase SD menerapkan e-pembelajaran” telah mencapai target
yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari realisasi yang hanya mencapai 29,2% dari
target yang ditetapkan sebesar 28%. Dibandingkan Tahun 2011, pada tahun
2012 SD yang telah menerapkan e-pembelajaran bertambah 7.4%. Pencapaian
IKU sebesar 29,2% ditunjang oleh penyediaan sarana komputer sebanyak
1.000 SD, dan 300 sekolah telah menerapkan e-pembelajaran.

Persentase SD menerapkan e-pembelajaran

29,60%
22,6%

16%

Tahun 2010 —
Tahun 2011 T
Tahun 2012
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2) IKU "Persentase SD memiliki fasilitas internet” telah mencapai target yang
ditetapkan bahkan melebihi. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar
sembilan tahun yang bermutu harus selalu diupayakan dan menyesuaikan
dengan perkembangan arus informasi. Dunia maya merupakan alternatif
sumber ilmu selain buku dan guru disekolah. Untuk memacu prestasi siswa
terhadap perkembangan dunia luar perlu adanya infrastruktur yang setiap
tahun harus di tingkatkan mutu dan jumlahnya. Tahun 2011 SD yang memiliki
internet sekitar 22,2%. Pada tahun 2012 jumlahnya meningkat menjadi 23,1%
dari sasaran sebesar 20%. Dibandingkan dengan keadaan tahun 2011, maka
pada tahun 2012 terjadi kenaikan capaian sebesar 0,9%. Kalau dilihat hasil
realisasi sasaran dengan yang ditarget sebenarnya kinerja ini cukup berhasil
karena target yang ingin dicapai adalah 20% tetapi realisasinya 23,1% atau
mencapai 116%.

Persentase SD memilikifasilitas internet

22,20% 23,10%
10%
Tahun 2010 T
Tahun 2011 o
Tahun 2012

3) IKU "Persentase SMP yang menerapkan e-pembelajaran” Ketersediaan
sarana komputer menjadi suatu keharusan bagi penyelenggaraan e-
pembelajaran. Tahun 2011 SMP yang telah menerapkan e-pembelajaran
adalah 34,6%. Pada tahun 2012 ditargetkan menjadi 40% terealisasi sebanyak
64.41% dengan persentase capaian sebesar 161%. Dalam penerapan e-
pembelajaran ini selain diperbanyaknya pengadaan sarana komputer juga
diperbanyak guru yang menguasai teknologi informasi.

Persentase SMP menerapkan e-pembelajaran

64,41%
34,60%
20%
e, 4
M
Tahun 2010 T — '
Tahun 2011 B
Tahun 2012
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4) IKU “Persentase SMP memiliki fasilitas internet” telah mencapai target
yang ditetapkan. Penyediaan fasilitas internet dimaksudkan untuk memacu
prestasi siswa dan mengetahuan perkembangan ilmu pengetahuan. Sampai
tahun 2011 sebanyak 42.6% SMP telah memiliki akses internet. Pada tahun
2012 jumlah SMP yang dapat mengakses internet meningkat sebanyak
51.13%. Penyediaan fasilitas internet pada jenjang SMP terkendala oleh antara
lain: sekolah harus terkoneksi dengan listrik yang cukup dan ketersediaan
jaringan. Selain itu jumlah tenaga pendidik yang menguasi tehnologi informasi
sangat terbatas.

Sama halnya dengan upaya meningkatkan e-pembelajaran, penyediaan
internet sangat berkaitan erat dengan ketersediaan komputer. Sampai dengan
tahun 2011 sebanyak 42.6% SD telah memiliki akses internet. Pada tahun 2012
jumlah SD yang dapat mengakses internet meningkat menjadi 51.13% dari
target yang ingin dicapai sebesar 40%. Capaian ini melebihi sekitar 11.13% dari
sasaran yang ditargetkan. Ini menunjukkan bahwa kinerja untuk penyediaan
fasilitas internet cukup baik.

N 48

Fasilitas internet sangat membantu dalam proses belajar mengajar
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Persentase SMP memiliki fasilitas internet

2> 6 51,13%
7 a

Tahun 2010 TTT——
Tahun 2011 i
Tahun 2012

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis
Sekurang-kurangnya 40% SD/SDLB dan 60% SMP/SMPLB melaksanakan e-
pembelajaran di atas diantaranya adalah penyediaan fasilitas internet pada
jenjang SD/SMP masih terkendala oleh antara lain; sekolah harus terkoneksi
dengan listrik yang cukup dan ketersediaan jaringan karena lokasi keberadaan
SD/SMP tidak hanya didaerah perkotaan, jumlah tenaga pendidik yang
menguasai teknologi informasi sangat terbatas.

Melihat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian
sasaran strategis tersebut, langkah yang dilakukan adalah dengan terus
meningkatkan bantuan untuk pemenuhan sarana dan prasana Yyang
mendukung pelaksanaan e-pembelajaran dan peningkatan kompetensi dan
profesionalisme pendidik melalui pendidikan dan latihan.

e. Sekurang-kurangnya 85% kabupaten/kota memiliki SD SBI atau RSBI

Guna melihat tingkat ketercapaian dua sasaran strategis di atas, dapat dilihat
melalui IKU “persentase kabupaten/kota memiliki minimal satu SD RSBI/SBI".
Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sekurang-kurangnya persentase kabupaten/ 50,8% 54,5% 128 62,2% 63,4% 102
85% kabupaten/kota kota memiliki minimal

memiliki SD SBI atau satu SD RSBI/SBI

RSBI

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU “persentase
kabupaten/kota memiliki minimal satu SD RSBI/SBI” telah mencapai target
yang ditetapkan. Pada tahun 2012 ditargetkan SD RSBI/SBI sudah mencapai
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63.4% sementara pada tahun 2011 telah tercapai 54.5%. Kebijakan menjadikan
sekolah-sekolah menjadi RSBI ataupun SBI di tahun 2012 telah mendapat kritikan
bahkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh sebagian elemen masyarakat.
Dengan dikabulkannya gugatan atas sekolah RSBI/SBI oleh Mahkamah Konstitusi
maka tidak ada lagi penambahan jumlah RSBI dan SBI, karena segala program
yang berkaitan dengan RSBI/SBI dihentikan.

f. Sekurang-kurangnya 85% SD/SDLB dan 70.9% SMP/SMPLB diakreditasi.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis di atas, dapat dilihat melalui
dua IKU berikut ini:

1) Persentase SD/SDLB Berakreditasi;
2) Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi.

Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sekurang-kurangnya Persentase SD/SDLB 53% 58% 109 64% 64,5% 101
90% SD/SDLB dan Berakreditasi
100% SMP/SMPLB Persentase SMP/SMPLB ~ 50% 52% 154  54,1% 55,81% 103

terakreditasi minimal B berakreditasi

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa:

1) IKU ”Persentase SD/SDLB Berakreditasi” telah mencapai target yang
ditetapkan. Hal ini terlihat dari realisasi yang hanya sebesar 64.5% dari target
yang ditetapkan sebesar 64%, dengan persentase capaian sebesar 101%. Pada
tahun 2012 sebanyak 15.415 sekolah dinyatakan telah berakreditasi A.

2) IKU “Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi” Pada tahun 2012 jumlah SMP
sebanyak 36.492 sekolah dan SMPLB sebanyak 700 sekolah. Sebanyak 17.460
sekolah telah berakreditasi atau sebesar 46,94%. Tahun 2012 ditargetkan
untuk mengakreditasi sekitar 54,1%, tetapi terealisasi sebanyak hanya 55,81%,
dengan persentase capaian sebesar 103%.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis

Sekurang-kurangnya 90% SD/SDLB dan 100% SMP/SMPLB terakreditasi minimal

B di atas diantaranya adalah:

1) Belum terpenuhi sarana prasarana sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan;

2) Belum terpenuhinya ketenagaan yang persyaratkan; dan

3) Keterlambatan dalam proses penyelesaian administrasi pengakreditasian.
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Melihat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan sekolah
SD/SDLB dan SMP/SMPLB memperoleh akreditasi, langkah yang dilakukan ke
depan dalam meningkatkan sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB adalah dengan terus
memberikan bantuan maupun pendampingan terhadap sekolah-sekolah yang
belum memenuhi delapan standar nasional pendidikan agar dapat memenuhi
delapan standar pendidikan tersebut sebagai syarat memperoleh akreditasi.

g. Sekurang-kurangnya 90% SD/SDLB dan 100% SMP/SMPLB terakreditasi
minimal B.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis di atas, dapat dilihat melalui
dua IKU berikut ini:

1) Persentase SD/SDLB Berakreditasi minimal B;
2) Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi minimal B.

Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sekurang-kurangnya Persentase SD/SDLB 46% 36% 78 60% 65% 108
90% SD/SDLB dan Berakreditasi minimal B
100% SMP/SMPLB Persentase SMP/SMPLB 50% 28,6% 75 70% 81,38% 116

terakreditasi minimal B berakreditasi minimal B

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa:

1) IKU "Persentase SD/SDLB Berakreditasi minimal B” belum mencapai target
yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari realisasi yang hanya sebesar 65% dari
target yang ditetapkan sebesar 64%, dengan persentase capaian sebesar
108%. Pada tahun 2012 sebanyak 15415 sekolah dinyatakan telah
berakreditasi A, sebanyak 68.500 SD/SDLB berakreditasi B dan sebanyak
44877 SD/SDLB berakreditasi C/belum berakreditasi. Dibandingkan dengan
data tahun 2011 pada tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah sekolah SD/SDLB
yang berakreditasi B.

2) IKU "Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi minimal B” pada tahun 2012
persentase SMP/SMPLB mencapai 81.38% melampaui target yang ditetapkan
sebesar 70%, dengan persentase capaian sebesar 116%. Pada tahun 2012
sebanyak 7.037 sekolah dinyatakan telah berakreditasi A, sebanyak 10.403
SMP/SMPLB berakreditasi B dan sebanyak 20.192 SMP/SMPLB berakreditasi
C/belum berakreditasi. Dengan demikian persentase SMP/SMPLB berakreditasi
minimal B adalah 17.440 sekolah atau (46,44%). Dibandingkan dengan data
tahun 2011 pada tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah sekolah SMP/SMPLB
yang berakreditasi B.
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Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis

Sekurang-kurangnya 90% SD/SDLB dan 100% SMP/SMPLB terakreditasi minimal

B di atas diantaranya adalah:

1) Belum terpenuhi sarana prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan
pada 8 Standar Nasional Pendidikan;

2) Belum terpenuhinya ketenagaan yang persyaratkan; dan

3) Keterlambatan dalam proses penyelesaian administrasi pengakreditasian.

Melihat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan sekolah
SD/SDLB dan SMP/SMPLB memperoleh akreditasi minimal B, langkah yang
dilakukan ke depan agar sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB yang memperolah
akreditasi minimal B terus meningkat adalah dengan terus memberikan bantuan
maupun pendampingan terhadap sekolah-sekolah yang belum memenunhi
delapan standar nasional pendidikan agar dapat memenuhi delapan standar
pendidikan tersebut sebagai syarat memperoelh akreditasi.

h. Seluruh Kabupaten dan Kota telah melaksanakan SPM Pendidikan Dasar.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis di atas, dapat dilihat melalui
tiga IKU berikut ini:

1) Persentase SD/SDLB Memenuhi SPM;
2) Persentase SMP/SMPLB Memenuhi SPM;
3) Persentase kab/kota yang memiliki tenaga kependidikan sesuai SPM.

Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Seluruh Kabupaten dan  Persentase SD/SDLB 51% 51% 100 55% 62,5%  113,6
Kota telah memenuhi SPM
melaksanakan SPM Persentase SMP/SMPLB 60% 63% 125 65% 75,64% 116
Pendidikan Dasar memenuhi SPM

Persentase kab/kota 35% 35% 100 49% 49% 100

yang memiliki tenaga
kependidikan sesuai
SPM

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa:

1) IKU "Persentase SD/SDLB memenuhi SPM” telah mencapai target yang
ditetapkan bahkan melebihi. Hal ini terlihat dari capaian sebesar 62.5% dari
target yang ditetapkan sebesar 55%, dengan persentase capaian sebesar
113.6%. Standar pelayanan minimal pada SD/SDLB meliputi ketersediaan
sarana prasarana, peralatan pendidikan, ketersediaan kepada sekolah dan guru
yang memiliki sertifikat, kinerja pengawas sekolah. Tahun 2011 ada sekitar 51%
SD/SDLB yang telah memenuhi SPM sedangkan pada tahun 2012 Jumlah
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SD/SDLB yang telah memenuhi SPM sebanyak 62.5%. Hal ini menunjukkan
bahwa ada peningkatan dari tahun 2011 sampai tahun 2012 sebesar 14.5%.

2) IKU "Persentase SMP/SMPLB memenuhi SPM” Pada tahun 2011 ada sekitar
63% SMP/SMPLB yang telah memenuhi SPM. Tahun 2012 ditargetkan SMP
yang memenuhi SPM sebanyak 65% dan telah terealisasi sebanyak 75.64%,
dengan persentase capaian sebesar 116%. Ketersediaan berbagai komponen
pendidikan menjadi tolok ukur atau indikator pengukuran pemenuhan SPM
sekolah, seperti ketersediaan sarana prasarana, peralatan pendidikan,
ketersediaan kepada sekolah dan guru yang memiliki sertifikat, kinerja
pengawas sekolah.

3) IKU "Persentase kab/kota yang memiliki tenaga kependidikan sesuai
SPM”. Pada tahun 2012 IKU ini mencapai target yang ditetapkan. Dari target
sebesar 49% dapat terealisasi sebesarnya 49% dengan persentase capaian
sebesar 100%. Pada tahun 2011 jumlah tenaga kependidikan yang telah
memenuhi standar yang ditentukan SPM sebesar 35%. Pencapaian IKU ini
disebabkan oleh besarnya upaya yang dilakukan pemerintah melalui
peningkatan kualifikasi maupun juga kompetensi dengan menyalurkan
berbagai bentuk tunjangan.

i. Meningkatnya APK SMP/SMPLB/Paket B nasional mencapai 76,53%.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis di atas, dapat dilihat melalui
IKU “APK SMP/SMPLB/Paket B”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai
berikut.

Meningkatnya APK APK SMP/SMPLB/ 73,28%  7541% 103 7569% 99,47% 131,42
SMP/SMPLB/Paket B PAKET B

nasional mencapai

76,53%

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU “APK
SMP/SMPLB/Paket B” telah mencapai target yang ditetapkan bahkan melebihi.
Ketercapaian tersebut terlihat dari capaian sebesar 99.47% dari target yang
ditetapkan sebesar 75.69%, dengan persentase capaian sebesar 131.42%.
Peningkatan APK SMP/SMPLB/Paket B dari semula tahun 2011 sebesar 75,41%,
menjadi 99,47% pada tahun 2012. Ini artinya terjadi kenaikan sebesar 24,1%.
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] b, A
% Selesai (100%)

.

SMPN 1 Cikaum, Kab.Subang Jawa Barat merupkan salah satu dari lebih 110 ribu ruang kelas rusak berat SD dan
SMP negeri dan swasta yang berhasil direhabilitasi

Peningkatan APK SMP/SMPLB/Paket B ini dipengaruhi oleh penambahan jumlah
siswa paket B dan realisasi sejumlah output yang menunjang meningkatnya daya
tampung siswa, antara lain pembangunan 275 USB SMP, pembangunan ruang
kelas baru sebanyak 1.837 ruang, rehabilitasi ruang kelas SMP sebanyak 31.692
ruang, pembangunan 336 SD-SMP Satu Atap dan penyelenggaraaan beasiswa
operasional SMP untuk 204.622 siswa, pemberian subsidi penyelenggaran Paket B
sebanyak 159,358 siswa, dan bantuan SMP terbuka sebanyak 204,622 siswa.
Berikut tren peningkatan angka partisipasi kasar siswa SMP/SMPLB/Paker B
selama tiga tahun terakhir.

APK SMP/SMPLB/PAKET B
99,47%
72,46% 75,41%
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012

j. Meningkatnya APM SMP/SMPLB/Paket B/Sederajat mencapai 58,17%.
Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis di atas, dapat dilihat melalui
IKU “APM SMP/SMPLB/Paket B”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai
berikut.
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Meningkatnya APM APM SMP/SMPLB/ 56,20% 56,07% 99 57,13% 77,71% 136
SMP/SMPLB/Paket

B/Sederajat mencapai

58,17%

PAKET B

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU “APM
SMP/SMPLB/Paket B” telah mencapai target yang ditetapkan bahkan melebihi.
Hal ini terlihat dari capaian sebesar 77.71% dari target yang ditetapkan sebesar
57.13%, dengan persentase capaian sebesar 136%.

Untuk memastikan bahwa indikator kinerja ini tercapai telah dapat dilihat
sebagaimana intervensi yang dilakukan dalam meningkatkan APM, antara lain
melalui pemberian bantuan siswa miskin sebanyak 1.724.472 siswa, bantuan
operasional sekolah (BOS) kepada seluruh siswa SMP, pembangunan Unit
Sekolah Baru sebanyak 275 sekolah dan penambahan ruang kelas SMP baru
sebanyak 31.692 ruang. Berikut tren peningkatan angka partisipasi murni siswa
SMP/SMPLB/Paker B selama tiga tahun terakhir.

APM SMP/SMPLB/PAKET B
77,71%
54,98% 56,07%

Tahun 2010 —
Tahun 2011 ——
Tahun 2012

k. Meningkatnya angka melanjutkan Ilulusan SMP/SMPLB ke sekolah
menengah sekurang-kurangnya 94%.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis di atas, dapat dilihat melalui
IKU “Persentase lulusan SMP/SMPLB yang melanjutkan ke sekolah menengah”.
Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Meningkatnya angka Persentase lulusan 89% 97,18% 108 90% 97,93% 109
melanjutkan lulusan SMP/SMPLB yang

SMP/SMPLB ke sekolah melanjutkan ke

menengah sekurang- sekolah menengah

kurangnya 94%

BAB Il Akuntabilitas Kinerja Kemdikbud 55



Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU ”Persentase lulusan
SMP/SMPLB yang melanjutkan ke sekolah menengah” telah mencapai target
yang ditetapkan bahkan melebihi. Hal ini terlihat dari capaian sebesar 97.93% dari
target yang ditetapkan sebesar 90%, dengan persentase capaian sebesar 109%.

Ketercapaian IKU ini tidak terlepas dari adanya beasiswa bagi siswa miskin,
bantuan operasional sekolah, beasiswa bakat dan prestasi semakin gencarnya
kampanye arti pendidikan.

I.  Sekurang-kurangnya 75% kabupaten/kota memiliki SMP SBI atau RSBI.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis di atas, dapat dilihat melalui
dua IKU berikut ini:

1) Persentase kabupaten/kota memiliki minimal satu SMP RSBI/SBI;

2) Nilai total tertimbang medali dari kompetisi internasional tingkat pendidikan
dasar.

Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sekurang-kurangnya  Persentase kabupaten/ 56% 58% 104 62% 70.62% 114
75% kabupaten/kota  kota memiliki minimal satu

memiliki SMP SBI SMP RSBI/SBI

atau RSBI Nilai total tertimbang 151 206 136 178 203 114,04

medali dari kompetisi
internasional tingkat
pendidikan dasar

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa :

1) IKU “Persentase kabupaten/ kota memiliki minimal satu SMP RSBI/SBI”.
Hingga tahun 2011 ada sekitar 58% SMP yang telah menjadi RSBI atau pun
SBI. Sedangkan pada tahun 2012 kabupaten/kota yang memiliki minimal satu
SMP RSBI/SBI mencapai 70.62% dari yang ditargetkan sebanyak 62%.
Kebijakan menjadikan sekolah-sekolah menjadi RSBl ataupun SBI telah
mendapat kritikan bahkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh sebagian
elemen masyarakat. Dengan dikabulkannya gugatan atas sekolah RSBI/SBI
olen Mahkamah Konstitusi maka tidak ada lagi penambahan jumlah RSBI dan
SBI, karena segala program yang berkaitan dengan RSBI/SBI dihentikan.

2) IKU “Nilai total tertimbang dari kompetisi internasional tingkat
pendidikan dasar”
Prestasi siswa pada kompetisi internasional jenjang pendidikan dasar
mendapatkan total nilai tertimbang 203 dari target yang telah ditetapkan
sebanyak 178. Kinerja ini cukup baik mencapai 114.04%. Adapun kompetisi
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yang diikuti selama tahun 2012 sebanyak tujuh even tingkat internasional
untuk SD dan dua even internasional untuk SMP. Berikut rincian perolehan
medali untuk tingkat SMP dan SD.

1 1JSO 2 2 6 10 Medali 16

2. IMO 0 2 3 5 Medali 7

Total Jenis Medali 2 2 9 15 Medali 23
1. The 15th Clock Tower

Mathematics

A. Kategori | 3 2 2 7 Medali 15

B. Kategori Il 3 3 1 7 Medali 16

2. International 2 5 4 11 Medali 20

Mathematics
Assesment For School
3. The 15th Po Leung Kuk 0 0 2 2 Medali 2
Primary Mathematics
World Contest
4. Taiwan international
Mathematics
Competition

A. Individu 2 7 4 13 Medali 24
B. Team 0 1 3 4 Medali 5
C. Gourp 1 1 2 4 Medali 7
5. World Creativity 1 1 1 3 Medali 6
Festival (WCF)
6. (IMSO) For Primary
School
A. Matematika 2 7 3 12 Medali 23
B. IPA 0 2 8 10 Medali 14
7. 13th International 0 1 0 1 Medali 2
Karate Open
Total Jenis Medali 14 30 30 74 Medali 176

m. Sekurang-kurangnya 82% Guru SD/SDLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 80%
bersertifikat.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis di atas, dapat dilihat melalui
IKU “Persentase guru SD/ SDLB dalam jabatan berkualifikasi akademik S1/D4”.
Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.
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Sekurang-kurangnya Persentase guru 46% 46% 100 58% 50% 86
82% Guru SD/SDLB SD/SDLB dalam jabatan

berkualifikasi S-1/D-4 berkualifikasi akademik

dan 80% bersertifikat S1/D4

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU “Persentase guru
SD/SDLB dalam jabatan berkualifikasi akademik S1/D4” Belum mencapai
target yang ditetapkan. Hal in terlihat dari realisasi yang hanya sebesar 50% dari
target yang ditetapkan sebesar 58%, dengan persentase capaian sebesar 86%.

Pelaksanaan penyaluran bantuan kualifikasi guru dilaksanakan dengan
mekanisme dekonsentrasi melalui 33 dinas pendidikan provinsi, dengan
mekanisme pencairan dana dilakukan 1 kali pada awal tahun anggaran. Tahun
2011 telah disalurkan bantuan peningkatan kualifikasi guru kepada sebanyak
164.274 guru dengan capaian kepada sebanyak 104.339 guru. Sedangkan pada
tahun 2012 tunjangan bantuan peningkatan kualifikasi guru pendidikan dasar
sebanyak 104.339 guru.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis

Sekurang-kurangnya 82% Guru SD/SDLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 80%

bersertifikat di atas diantaranya adalah:

1) Keterbatasan dana terhadap kuota pemberian tunjangan, khususnya
pemberian tunjangan kualifikasi;

2) Rendahnya komitmen guru terhadap pentingnya sertifikasi;

3) Kewajiban mengajar yang masih di bawah 24 jam per minggu;

4) Pola rekrutmen di tingkat daerah yang belum sesuai dengan standar yang
ditetapkan.

Melihat hambatan dan kendala yang dihadapi di atas beberapa langkah antisipasi
yang akan dilakukan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai
dengan baik di masa datang adalah dengan terus memberikan bantuan
peningkatan kualifikasi akademik S1/D4 kepada guru SD/SDLB.

n. Sekurang-kurangnya 60% Kab/Kota Telah Memiliki Rasio Pendidik dan
Peserta Didik SD 1:20 Sampai 1:28 dan SMP 1:20 Sampai 1:32.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis di atas, dapat dilihat melalui

beberapa IKU :

1) Persentase SD yang memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM”;

2) Rasio guru terhadap siswa SD;

3) Persentase SMP yang memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM;

4) Rasio guru terhadap siswa SMP.
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Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sekurang-kurangnya
60% Kab/Kota Telah
Memiliki Rasio
Pendidik dan Peserta
Didik SD 1:20 Sampai
1:28 dan SMP 1:20
Sampai 1:32

Persentase SD yang 5%
memiliki rasio guru
terhadap siswa sesuai

SPM

Rasio guru terhadap 1:31
siswa SD

Persentase SMP yang 5%

memiliki rasio guru

terhadap siswa sesuai

SPM

Rasio guru terhadap 1:36
siswa SMP

21%

1:18

11%

1:19

420

103

220

106

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa:

8%

1:30

8%

1:34

23%

1:17

12%

1:18

288

103

150

106

1) IKU "Persentase SD yang memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM”,
pada tahun 2012 realisasinya mencapai 23% dari target yang ditetapkan
sebesar 8%, dengan persentase capaian sebesar 288%. Peningkatan ini di
dorong oleh peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan melalui

rehabilitasi ruang kelas dalam skala besar.

2) IKU Rasio guru terhadap siswa SD”, pada tahun 2012 realisasinya mencapai
1:17 dari target yang ditetapkan sebesar 1:30, dengan persentase capaian
sebesar 103%. Rasio guru terhadap siswa sebenar telah ideal, Namun demikian
karena distribusi jumlah guru tidak merata sehingga di beberapa daerah masih
mengalami kekurangan guru, sementara di tempat lain mengalami kelebihan

jumlah guru.

3) IKU “Persentase SMP yang memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai

SPM”, pada tahun 2012 realisasinya mencapai 12% dari target

yang

ditetapkan sebesar 8%, dengan persentase capaian sebesar 150%. Peningkatan
ini di dorong oleh peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan

melalui rehabilitasi ruang kelas dalam skala besar.

4) IKU “Rasio guru terhadap siswa SMP”, pada tahun 2012 realisasinya
mencapai 1:18 dari target yang ditetapkan sebesar 1:34, dengan persentase
capaian sebesar 106%. Namun demikian karena distribusi jumlah guru tidak
merata sehingga di beberapa daerah masih mengalami kekurangan guru,
sementara di tempat lain mengalami kelebihan jumlah guru.
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0. Sekurang-kurangnya 98% Guru SMP/SMPLB berkualifikasi S-1/D-4 dan
90% bersertifikat.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis di atas, dapat dilihat melalui

dua IKU berikut ini:

1) Persentase guru SD/ SDLB dalam jabatan berkualifikasi akademik S1/D4;
2) Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan.
Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sekurang-kurangnya Persentase guru 83% 76% 92 87% 80% 92
98% Guru SMP/SMPLB ~ SMP/SMLB dalam
berkualifikasi S-1/D-4 berkualifikasi akademik
dan 90% bersertifikat S1/D4
Persentase pendidik dan  100% 100% 100 100% 100% 100
tenaga kependidikan
yang menerima
tunjangan

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa :

1) IKU “Persentase guru SMP/SMPLB dalam jabatan berkualifikasi akademik
S1/D4” belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari capaian
yang hanya 80% dari target yang ditetapkan sebesar 87%, dengan persentase
capaian sebesar 92%.

Pelaksanaan penyaluran bantuan kualifikasi guru dilaksanakan dengan
mekanisme dekonsentrasi melalui 33 dinas pendidikan provinsi, dengan
mekanisme pencairan dana dilakukan 1 kali pada awal tahun anggaran. Tahun
2011 telah disalurkan bantuan peningkatan kualifikasi guru kepada sebanyak
164.274 guru dengan capaian target 100%. Pada tahun 2012 bantuan
peningkatan kualifikasi guru telah disalurkan kepada sebanyak 104.339 guru
dengan capaian target 100%.

2) IKU “Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima
tunjangan” telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari
capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi guru dilaksanakan melalui bantuan
dana yang disalurkan ke 33 dinas pendidikan provinsi berupa dana
dekonsentrasi, yang pencairannya dilaksanakan secara triwulan. Tahun 2011
telah disalurkan bantuan peningkatan kualifikasi guru kepada sebanyak
101.511 guru dengan capaian target 100%. Pada tahun 2012 bantuan
peningkatan kualifikasi guru telah disalurkan kepada sebanyak 57.651 guru
dengan capaian target 100%.
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Pelaksanaan penyaluran tunjangan fungsional non PNS dilaksanakan dengan
mekanisme dekonsentrasi ke 33 dinas pendidikan provinsi, dengan mekanisme
pencairan tunjangan dilakukan per semester. Tahun 2011 telah dilaksanakan
penyaluran tunjangan fungsional non PNS kepada 269.007 guru dengan
capaian target 100%. Pada tahun 2012 tunjangan fungsional non PNS telah
direalisasikan dengan sasaran sebanyak 207.946 guru dengan capaian target
100%.

Pelaksanaan penyaluran tunjangan khusus dilaksanakan dengan mekanisme
dekonsentrasi ke 33 dinas pendidikan provinsi, dengan mekanisme pencairan
tunjangan secara triwulan. Tahun 2011 telah disalurkan bantuan peningkatan
kualifikasi guru kepada sebanyak 44.076 guru dengan capaian target 100%.
Pada tahun 2012 penyaluran tunjangan khusus telah direalisasikan kepada
sebanyak 50.038 guru dengan capaian target 100%.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian
tunjangan di atas antara lain; sebagian calon penerima bantuan peningkatan
kualifikasi guru sudah diajukan di APBD provinsi tahun 2012, calon penerima
bantuan telah dimutasikan ke jenjang non dikdas dan sebagian drop out dari
kampus.

Beberapa hambatan dalam penyaluran tunjangan profesi guru adalah adanya
guru yang mutasi ke instansi lain, pindah jenjang, pindah ke struktural, pensiun
dan meninggal dunia sehingga tunjangan tidak dapat dibayarkan satu tahun
penuh. Sesuai PP 74/2009 Guru Tidak Tetap (GTT) tidak dapat menerima
tunjangan profesi walaupun mereka sudah disertifikasi karena jam mengajar
guru calon penerima tunjangan kurang dari 24 jam perminggu, dan Kabupaten
kekurangan waktu untuk verifikasi dan validasi data.

Sementara itu penyaluran tunjangan fungsional non PNS menghadapi kendala
berupa: jumlah SK penerima lebih sedikit dari pada sasaran, tidak cukup waktu
untuk realokasi; jam mengajar guru calon penerima tunjangan kurang dari 24
jam perminggu; nama penerima dalam SK tetapi tidak berhak menerima
tunjangan karena sudah berstatus PNS; guru sudah mendapat tunjangan
profesi; dan guru yang pensiun dan meninggal dunia.

Sedangkan kendala penerima tunjangan khusus terkendala oleh: guru
dipindahkan dari daerah khusus ke daerah non khusus; beberapa kab/kota
yang tidak menerbitkan SK Bupati tentang daerah khusus; guru yang pensiun
dan meninggal dunia; dan sekolah tempat mengajar di tutup.
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Melihat hambatan dan kendala yang dihadapi di atas beberapa langkah
antisipasi yang akan dilakukan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat
tercapai dengan baik di masa datang adalah:

1) Menggunakan Aplikasi data online DAPODIK untuk menjaring, meng-
update dan memvalidasi data calon penerima 4 tunjangan.

2) Melakukan rapat kordinasi pada awal tahun dengan 33 dinas provinsi untuk
menjaring, meng-update dan memvalidasi data calon penerima 4
tunjangan.

3) Mengubah mekanisme penyaluran 4 tunjangan menjadi terpusat, untuk
mempercepat proses penyaluran/pencairan tunjangan ke rekening guru
penerima.

4) Memperbaiki dan menyesuaikan pedoman penyaluran 4 tunjangan tahun
anggaran 2013 agar mekanisme pelaksanaan penyaluran tunjangan
menjadi lebih baik.

5) Mengadakan sosialisasi kebijakan dan pedoman penyaluran 4 tunjangan
tahun anggaran 2013.

6) Mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis (TOT) penggunaan Aplikasi
online DAPODIK kepada dinas pendidikan Kabupaten/Kota.

7) Berkoordinasi dengan dinas Kab/Kota agar mendorong dan memantau
sekolah untuk segera meng-entry dan mengupdate data penerima 4
tunjangan melalui Aplikasi online DAPODIK.

3) CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

Program pendidikan menengah dilaksanakan sebagai upaya dalam mengatasi
masalah pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan menengah seperti
ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi serta kesetaraan.

Program pendidikan menengah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan
Menengah Kemdikbud, untuk mendukung tujuan strategis ketiga (T3) yaitu
Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang bermutu,
relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota.

Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis untuk program pendidikan
menengah, dimana Ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur/dilihat dari
tingkat ketercapaian indikator kinerja utama-nya.
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a. Meningkatnya APK nasional melampaui 70.7%,

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui IKU
“APK Nasional SMA/SMK/SMLB/Paket C”. Adapun tingkat pencapaian IKU
tersebut adalah sebagai berikut.

Meningkatnya APK APK Nasional 64,6 68 105,3 66,4 69,7 105
nasional melampaui SMA/SMK/SMLB/
70.7%, Paket C

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa IKU APK Nasional
SMA/SMK/SMLB/Paket C pada tahun 2012 telah mencapai target yang
ditetapkan. Hal ini terlihat dari realisasi target yang mencapai 69.7% dari target
yang ditetapkan sebesar 66.4%, dengan persentase capaian sebesar 105%. Bila
dibandingan data tahun 2011 dengan target 64,6% dan realisasi sebesar 68%,
persentase capaian indikator sebesar 105,3%.

Kenaikan APK nasional SMA/SMK/SMLB/Paket C semakin meningkat hal ini
karena:
a) Program bantuan akses khususnya RKB dan USB meningkat di tahun 2012 .

SMK mendapatkan bantuan RKB sebanyak 8319 Ruang dan 73 USB, SMA
mendapat bantuan RKB sebanyak 5175 Ruang dan 52 USB

b) Kesadaran masyarat untuk melanjutkan sekolah di jejang pendidikan
menengah sejalan dengan adanya program pencitraan sekolah.

c) Kemampuan ekonomi masyarkat untuk menyekolahkan anaknya sejalan
dengan pertumbuhan ekonomi bangsa yg meningkat 6,3% tahun 2012

d) Banyaknya program BSM, sehingga meningkat minat siswa untuk
melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan menengah

e) Adanya inisiatif masyarakat untuk mendirikan sekolah menengah sampai
tingkat kecamatan yang sekarang mencapai 22.947 sekolah SM baik negeri
maupun swasta
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APK Nasional SMA/SMK/SMLB/Paket C
69,70%

64,60%

Tahun 2011 o Te——
Tahun 2012

b. Menurunkan Angka putus sekolah Peserta Didik SMA/SMK/SMLB
menjadi 1.69%;

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui IKU

“Persentase Peserta Didik SMA/SMK/SMLB putus sekolah”. Adapun tingkat

pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut.

Menurunkan Angka Persentase Peserta 1,86% 1,82% 102, 1,80% 1,79% 100,6
putus sekolah Peserta  Didik SMA/SMK/ SMLB 2
Didik SMA/SMK/ putus sekolah

SMLB menjadi 1.69%;

Berdasarkan capaian kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU Persentase
Peserta Didik SMA/SMK/SMLB putus sekolah pada tahun 2012 telah mencapai
target yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari realisasi sebesar 1.79% dari target
yang ditetapkan sebesar 1.80%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa
telah terjadi penurunan presentase putus sekolah SMA/SMK/SMLB sebesar 0.01%
dari jumlah siswa sekolah menengah.

Dengan demikian, berbagai upaya akselerasi dan afirmasi pendidikan, guna
menurunkan persentase putus sekolah telah berhasil dilakukan. Bila dibandingkan
dengan data tahun 2011 dengan target 1.86%, realisasi capaian sebesar 1.82%,
terjadi penurunan presentase putus sekolah sebesar 0.04%. Dari data 2011 dan
2012 tersebut tergambar bahwa pada tahun ini telah berhasil menurunkan
persentase putus sekolah sebesar 0.03%. Dan bila diukur ketercapaian indikator
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ini maka tahun 2012 telah berhasil menurunkan persentase putus sekolah sebesar
1,6%.

Persentase Peserta Didik SMA/SMK/SMLB putus

sekolah
1,9%
1,82%
1,79%
Tahun 2010
Tahun 2011 T
Tahun 2012

Keberhasilan menurunkan angka putus sekolah SMA/SMK/SMLB tidak terlepas
dari keberhasilan beberapa program seperti: BOMM/Rintisan BOS SMA, SMK dan
SMLB, BKM Untuk Peserta Didik SMA, SMK dan SMLB Berprestasi, Pemberian
layanan pendidikan khusus dan layanan khusus kepada anak akibat bencana
sosial dan daerah perbatasan, terpencil dan pulau terluar.

c. Meningkatkan persentase SMA/SMK/SMLB memenuhi akreditasi sebesar
65.25%);

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui IKU

“Persentase SMA/SMK/SMLB memenuhi Akreditasi”. Adapun tingkat pencapaian

IKU tersebut adalah sebagai berikut.

Meningkatkan Persentase 51,28%  51,10% 99,6 55,88% 67,94% 121,58
Persentase SMA/SMK/  SMA/SMK/SMLB

SMLB memenuhi memenuhi

Akreditasi sebesar Akreditasi

65.25%

Berdasarkan data pengukuran kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU
“Persentase SMA/SMK/SMLB memenuhi akreditasi” pada tahun 2012 telah
mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat terlihat dari realisasi sebesar
67,94% dari target yang ditetapkan sebesar 55,88%, dengan persentase capaian
sebesar 121,58%. Dari perbandingan data capaian kinerja tahun 2011 sebesar
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99.6% dengan data capaian kinerja tahun 2012 sebesar 121.5%, maka terjadi
peningkatan persentase sekolah yang memenuhi akreditasi sebesar 21.9%.

Siswa SMK Penerbangan sedang memperbaiki komponen pesawat yang rusak

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini karena adanya dukungan beberapa
program seperti Rehabilitasi Ruang SMA, SMA Menerapkan SNP Dengan
Akreditasi Minimal B, Penyelenggara Program Paket C Menerapkan Standar ISI,
SMA Memiliki Perpustakaan, SMA Memiliki Lab. IPA (Kimia, Fisika, Biologi), SMA
Memiliki Lab. Komputer, SMK Memiliki Sarana dan Prasarana Pendidikan Yang
Memenuhi Standar Sarana Dan Prasarana, SMK menerapkan metode
pembelajaran produktif dan adaptif yang sesuai dengan tuntutan perkembangan
industri dan pendidikan lanjut, SMK Bersertifikat 1ISO 9001:2008, SMLB memiliki
sarana penunjang yang memenuhi standar nasional, Rehabilitasi gedung SMLB,
dan SMLB berakreditasi.

d. meningkatkan persentase SMA/SMK/SMLB menerapkan e-pembelajaran

sebesar 54.03.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui IKU
“Persentase SMA/SMK/SMLB menerapkan e-Pembelajaran”. Adapun tingkat
pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut.

Meningkatkan Persentase 2735%  26,82% 981 36,79% 31,4% 85,35
Persentase SMA/ SMA/SMK/ SMLB

SMK/SMLB menerapkan menerapkan e-

e-Pembelajaran Pembelajaran

sebesar 54.03%
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Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa IKU Persentase
SMA/SMK/SMLB menerapkan E-Pembelajaran pada tahun 2012 belum
mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2011 dengan target 27.35% dapat
terrealisasi sebesar 25.82%, dengan persentase capaian sebesar 98.1%.
Sedangkan pada tahun 2012 dengan target 36.79% hanya terealisasi sebesar
31.4%, dengan persentase capaian sebesar 85.35%. Dibandingkan dengan
capaian pada tahun 2011 di tahun 2012 ini terjadi penurunan capaian 12.75%.

Faktor yang mempengaruhi ketercapaian indikator ini hanya tercapai 85.35%
adalah masih terbatasnya sarana pendukung atau penunjang program e-
pembelajaran dan masih rendahnya kemampuan dan kompetensi guru dalam
membuat media pembelajaran berbasis TIK.

Untuk itu, upaya yang dilakukan terkait dengan pencapaian sasaran strategis ini
antara lain melakukan penambahan sarana prasarana e-pembelajaran dan
menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi kepada
guru untuk melaksanakan proses pembelajaran berbasis TIK.

e. Meningkatkan Persentase @ Kab/Kota memiliki SMA/SMK/SMLB
Model/Rujukan sebesar 65%;

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui IKU
“Persentase Kab/Kota memiliki SMA/SMK/SMLB model/rujukan”. Adapun tingkat
pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut.

Meningkatkan Persentase Kab/Kota  44,4% 44,20% 995 52,1% 65,4% 125.53
Persentase memiliki

Kab/Kota memiliki SMA/SMK/SMLB

SMA/SMK/SMLB Model/Rujukan

Model/Rujukan
sebesar 65%

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU “Persentase
kab/Kota memiliki SMA/SMK/SMLB model/rujukan” pada tahun 2011 dengan
target 44.4% dapat terrealisasi capaian sebesar 44.20%, dengan persentase
capaian sebesar 99.5%. Sedangkan pada tahun 2012 dengan target 52.10% dapat
terrealisasi sebesar 65.4%, dengan persentase capaian sebesar 125.5%.
Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2011 di tahun 2012 ini terjadi kenaikan
capaian 26%.
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f. Meningkatkan perolehan jumlah Medali dari Kompetisi Internasional
tingkat pendidikan menengah sebanyak 38 medali;

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui IKU
“Jumlah medali dari kompetensi internasional tingkat pendidikan menengah”
Adapun tingkat pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut.

Meningkatkan Jumlah Medali dari 24 29 121 31 33 106,5
Perolehan jumlah medali ~ Kompetisi

dari kompetensi Internasional tingkat

internasiomal tingkat pendidikan

pendidikan menengah menengah

sebanyak 38 medali

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU “Jumlah Medali
dari Kompetisi Internasional tingkat pendidikan menengah” pada tahun 2012
telah mencapai target yang ditetapkan. Ketercapaian tersebut terlihat dari
realisasi sebanyak 33 dari target yang ditetapkan sebesar 31, dengan persentase
capaian sebesar 106.5%. Dari tahun 2011 sampai 2012 jumlah medali dari
kompetisi internasional untuk tingkat sekolah menengah telah mengalami
peningkatan sebanyak enam medali.

Meskipun target telah tercapai, namun upaya dalam memperoleh medali dari
kompetensi internasional untuk tingkat pendidikan menengah terus dilakukan,
diantaranya:

a) mengoptimalkan jumlah sasaran perta kompetisi internasional;

b) memberikan pembinaan kepada peserta lomba;

c) memberikan training dalam rangka persiapan kompetisi.

Pemerintah telah memberikan beasiswa kepada 29 siswa yang memperoleh
medali emas, perak dan perunggu.

Jumlah Medali dari Kompetisi Internasional tingkat

pendidikan menengah 33
31

29

Tahun 2010 TT——
Tahun 2011 T
Tahun 2012
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g. Seluruh satuan pendidikan SMA/SMK/SMLB menerapkan pembelajaran
yang membangun karakter.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui IKU

“Persentase SMA/SMK/SMLB menerapkan Pendidikan yang membangun

Karakter”. Adapun tingkat pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut.

Seluruh satuan Persentase 63,74% 6570% 103,1 80,66% 76,6% 94,97
pendidikan SMA/SMK/SMLB

SMA/SMK/SMLB menerapkan

menerapkan Pendidikan yang

membangun

pembelajaran yang Karakter

membangun karakter

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa IKU Persentase satuan
pendidikan SMA/SMK/SMLB menerapkan pembelajaran yang membangun
Karakter pada tahun 2011 dengan target 63.74% dapat terealisasi sebesar
65.70%, dengan persentase capaian sebesar 103.1%. Sedangkan pada tahun 2012
dengan target 80.66% dapat terealisasi sebesar 76.6%, dengan persentase
capaian sebesar 94.97%. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2011 di tahun
2012 ini terjadi penurunan capaian 8.13%.

Turunnya capaian kinerja Tahun 2012 dibandingkan capaian kinerja tahun 2011,
disebabkan adanya optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan program dan
kegiatan, semula target SMK ditetapkan 5.000 SMK, namun hanya 50% SMK yang
mengajukan kegiatan pendidikan karakter, sehingga capaian target IKK tidak
mencapai target yang diharapkan. Namun, bila diukur ketercapaian indikator ini
sebesar 94,97%, maka dapat dikatakan kegiatan ini berhasil dilaksanakan.

Strategi yang dilaksanakan agar tingkat capaian sasaran strategis ini lebih baik
tahun sebelumnya adalah dengan melaksanakan program pendidikan karakter
yang sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, penetapan target secara realistis
dan pengembangan metode pendidikan karakter yang sesuai dengan
karakteristik dan kebutuhan siswa.

h. Meningkatkan pendidik dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SMLB
mengikuti pelatihan profesional berkelanjutan sebanyak 75%.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui IKU

“Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SMLB mengikuti

Program Pengembangan Karir”. Adapun tingkat pencapaian IKU tersebut adalah

sebagai berikut.
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Meningkatkan Persentase Pendidik 66% 65,87% 99.8 69% 68,31% 929
Pendidik dan Tenaga dan Tenaga

Kependidikan Kependidikan

SMA/SMK/SMLB SMA/SMK/SMLB

mengikuti mengikuti Program

Pelatihan Profesional Pengembangan Karir

Berkelanjutan

sebanyak 75%

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis meningkatkan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SMLB mengikuti Pelatihan
Profesional Berkelanjutan sebanyak 75% didukung oleh IKU Persentase Pendidik
dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SMLB mengikuti Program Pengembangan
Karir. Pada tahun 2011 dengan target 66.0% dapat terealisasi sebesar 65.87%,
dengan persentase capaian sebesar 99.8%. Sedangkan pada tahun 2012 dengan
target 69% dapat terealisasi sebesar 68.31%, dengan persentase capaian sebesar
99%. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2011 di tahun 2012 ini terjadi
penurunan capaian 0.8%.

Turunnya pencapaian IKU Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SMA/SMK/SMLB mengikuti Program Pengembangan Karir, jika dibandingkan
data tahun 2011, disebabkan antara lain data calon peserta bimbingan teknis
yang terkait dengan Program Pengembangan Karir berasal dari seluruh
Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak valid dan calon peserta dibatasi oleh kriteria
pangkat dan golongan minimal serendah-rendahnya IV/a.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk agar sasaran strategis dapat tercapai,

adalah:

a) Direktorat Pembinaan PTK Dikmen membuat analisis kebutuhan dan
menyiapkan instrumen-instrumen yang diperlukan untuk kegiatan bimbingan
teknis yang terkait dengan Program Pengembangan Karir kepada Dinas
Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

b) Direktorat Pembinaan PTK Dikmen menentukan kriteria peserta calon peserta
bimbingan teknis yang terkait dengan Program Pengembangan Karir yang
memiliki pangkat dan golongan serendah-rendahnya IV/a kepada Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota.
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i. Meningkatkan guru SMA/SMLB/SMK berkualifikasi S-1/D-4 mencapai
98%.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui IKU

“Persentase Guru SMA/SMK/SMLB Berkualifikasi S-1/D-4”. Adapun tingkat

pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut.

Meningkatkan guru SMA/  Persentase Guru 83% 83,2% 1002 87% 92,8% 106,67
SMLB/ SMK berkualifikasi SMA/SMK/SMLB
S-1/D-4 mencapai 98%. Berkualifikasi S-1/D-4

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa IKU Persentase Guru
SMA/SMK/SMLB Berkualifikasi S-1/D-4 telah mencapai target yang ditetapkan.
Pada tahun 2011 target yang ditetapkan sebesar 83% dapat terealisasi sebesar
83.2%, dengan persentase capaian sebesar 100.2%. Sedangkan pada tahun 2012
target yang ditetapkan sebesar 87% dan dapat terealisasi sebesar 92.8%, dengan
persentase capaian sebesar 106.67%. Dibandingkan dengan capaian pada tahun
2011 di tahun 2012 ini terjadi kenaikan capaian 4.67%.

Meskipun target yang ditetapkan dapat tercapai, namun upaya untuk terus
meningkatkan guru SMA/SMK/SMLB berkualifikasi S1/D4 tetapp dilakukan,
melalui:

a) Dukungan Data Nasional guru-guru yang memiliki kualifikasi akademik S-1/D-
4 agar semakin valid,;

b) Meningkatkan jumlah guru-guru yang memiliki jenjang kualifikasi akademik S-
1/D4;

¢) Melakukan pendataan guru-guru yang sedang melanjutkan ke jenjang S-1/D-4
ke Dinas Pendidikan Provinsi;

d) Sosialisasi mengenai program pemberian bantuan studi ke jenjang S-1/D-4
kepada unsur Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, pengawas sekolah,
kepala sekolah, dan guru pada setiap pelaksanaan kegiatan yang melibatkan
unsur-unsur tersebut;

e) Menghimbau kepada unsur Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota,
pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru pada setiap pelaksanaan kegiatan
yang melibatkan unsur-unsur tersebut agar guru-guru yang belum memiliki
kualifikasi S-1/D-4 mau melanjutkan pendidikan ke jenjang S-1/D-4;

f) MoU mengenai Pemberian Bantuan S1/D-4 di dikirim oleh tiap subdit kepada
guru yang bersangkutan melalui pos untuk ditandatangani kemudian dikirim
kembali.
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Persentase Guru SMA/SMK/SMLB Berkualifikasi
S1/D-4

92,8%

83,2%

Tahun 2011 o ———
Tahun 2012

J- Meningkatkan Persentase Pemenuhan Guru Produktif SMK sebesar
76.38%

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui IKU
“Persentase Pemenuhan Guru Produktif SMK”. Adapun tingkat pencapaian IKU
tersebut adalah sebagai berikut.

Meningkatkan Persentase 52,77%  5127% 97,2 60,64% 65% 107,19
Persentase Pemenuhan Pemenuhan Guru

Guru Produktif SMK Produktif SMK

sebesar 76.38%

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa IKU Persentase Pemenuhan
Guru Produktif SMK telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2011
target yang ditetapkan sebesar 52.77% dapat terealisasi sebesar 51.27%, dengan
persentase capaian sebesar 97.2%. Sedangkan pada tahun 2012 target yang
ditetapkan sebesar 60.64% dapat terealisasi sebesar 65%, dengan persentase
capaian sebesar 107.1%. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2011 di tahun
2012 ini terjadi kenaikan capaian 9.8%.

Persentase Pemenuhan Guru Produktif SMK

51,27% 65,0%

Tahun 2011 e
Tahun 2012
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k. Meningkatkan Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SMA/SMK/SMLB mendapatkan penghargaan dan perlindungan sebesar
75.38.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui IKU

“Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SMLB mendapatkan

penghargaan dan perlindungan”. Adapun tingkat pencapaian IKU tersebut adalah

sebagai berikut.

Persentase Pendidik dan Persentase Pendidik 41,71% 4171% 100 55,51% 56,8% 102,3

Tenaga Kependidikan dan Tenaga
SMA/ SMK/SMLB Kependidikan
mendapatkan SMA/SMK/SMLB

mendapatkan
penghargaan dan

penghargaan dan
perlindungan sebesar perlindungan
75.38

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa IKU Persentase Pendidik dan
Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SMLB mendapatkan penghargaan dan
perlindungan telah tercapai. Pada tahun 2011 dengan target 41.71% dapat
terealisasi sebesar 41.71%, dengan persentase capaian sebesar 100%. Sedangkan
pada tahun 2012 target yang ditetapkan sebesar 55.51% dapat terealisasi sebesar
56.8%, dengan persentase capaian 102.3%. Dibandingkan dengan capaian pada
tahun 2011 di tahun 2012 ini terjadi kenaikan capaian 2.3%.

Meskipun target yang ditetapkan telah tercapai, namun uapaya memberikan
penghargaan dan perlindungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan terus
dilakukan melalui:

a) Menyampaikan informasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan
Kabupaten/Kota untuk menyiapkan calon peserta untuk mengikuti pemilihan
guru dan kepala sekolah serta tutor paket C berprestasi pada tingkat nasional;

b) Menyampaikan informasi Program Pemberian Blockgrant Advokasi
Perlindungan PTK kepada unsur Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota,
pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru pada setiap pelaksanaan kegiatan
yang melibatkan unsur-unsur tersebut.

Salah satu penghargaaan yang diberikan kepada pendidik adalah berupa
pemberian tunjangan. Pada tahun 2012 jumlah pendidik sekolah menengah yang
menerima tunjangan sebanyak 89.857 pendidik dengan rincian 37.123 pendidik
mendapat tunjangan profesi, 48.597 mendapat tunjangan fungsional dan 4.137
mendapat tunjangan khusus.
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4) CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

Program pendidikan tinggi dilaksanakan sebagai upaya dalam penyediaan
layanan pendidikan tinggi yang terjangkau semua lapisan masyarakat tanpa
memandang status sosial maupun gender, dengan tetap meningkatkan mutu
sehingga mampu bersaing di dunia internasional.

Program pendidikan tinggi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi untuk mendukung tujuan strategis Kemdikbud yang keempat (T4), yaitu
Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya
saing internasional dan berkesetaraan di semua provinsi.

Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis untuk program pendidikan tinggi,
dimana Ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur/dilihat dari tingkat
ketercapaian indikator kinerja utama-nya.

a. APK PT dan PTA usia 19-23 tahun mencapai 30%.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui
beberapa IKU berikut ini.

1) APK PT dan PTA Usia 19-23 Thn *);

2) APK prodi sains natural dan teknologi (usia 19-23 tahun);

3) Persentase mahasiswa penerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan.

Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

APK PT dan PTA usia APK PT dan PTA Usia 2510%  27,01% 1076 26,75%  30,2% 112,93

19-23 tahun mencapai ~ 19-23 Thn *)
30% APK prodi sains natural 5% 8,06% 161,2 7% 7.3% 104,2

dan teknologi (usia 19-

23 tahun)

Persentase mahasiswa 15% 11,46% 76,4 20% 10,25% 51,20
penerima beasiswa/

bantuan biaya

pendidikan

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa :

1) IKU “APK PT dan PTA Usia 19-23 thn*)” pada tahun 2012 mencapai 30,2%.
Capaian ini sesuai dengan apa yang telah ditargetkan pada tahun 2012 yaitu
sebesar 26,75%. Pencapaian ini diperoleh dengan program pertambahan
program studi, pendirian perguruan tinggi baru, penegerian perguruan tinggi,
peningkatan pada pelaksanaan program pembelajaran jarak jauh, peningkatan
jumlah beasiswa/bantuan biaya pendidikan dan peningkatan mahasiswa pada
program studi yang diminati masyarakat. Berikut tren peningkatan angka
partisipasi kasar PT dan PTA dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012.
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APK PT dan PTA Usia 19-23 thn¥)

17,26% 17,75% 18,36%

2007

Penduduk Usia 19-24
Penduduk Usia 19-23
Jumlah Mahasiswa
-PTN

-Universitas Terbuka
- PTS

- PTK

-PTA

AP K (%)

2008

25.350.900 25.359.000

4.375.505
1.429.588
2.392.417
47.253
506.247
4.375.505
17,26%

e

30,21%
2a60% 2/01%
2009
2010 201;*““‘20“*1—;3
25.366.600 -

- - 21184000 19.858.146
4501543 4657547 5229280  5.363.897
1487251 1636122 1675502  1.721.201
2410276 2451451 2889471  2.937.726

47.253 66.535 92971 101.351
556.763 503.439  571.336 603.619
4501543 4657547 5229280  5.363.897
17,75% 18,36% 24.69% 27.01%

19.858.146
6.000.000
1.649.232
3.645.798

101.351
603.619
6.000.000
30,21

2) IKU ”APK prodi sain natural dan teknologi (usia 19-23 tahun)”, ditargetkan
pada tahun 2012 mencapai 7% sedangkan realisasinya adalah sebesar 7,3%
peningkatan ini merupakan keberhasilan dari upaya peningkatan program
revitalisasi MIPA, pertanian dan perbaikan sarana dan prasarana program studi

teknik.

Penduduk Usia Usia 19-23
Prodi Sains Natural
Prodi Teknologi

Total Mahasiswa

APK (%) PRODI SAINS DAN TEKNOLOGI

165.015

213.133

378.148

549.466

523.890

1.073.356

858.146
714.481
737.023

1.451.504
7,3
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3) IKU “Persentase mahasiswa penerima beasiswa/bantuan biaya
pendidikan”, ditargetkan pada tahun 2012 adalah mencapai 20% dari total
mahasiswa dan realisasi sampai sebesar 10,25%. Bantuan beasiswa ini meliputi
bantuan beasiswa mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, bantuan
beasiswa BIDIK MISI, bantuan beasiswa peraih medali internasional dan
bantuan beasiswa yang dilaksanakan oleh masyarakat.

beasiswa ini “Tidak Salah Sasaran”

Meskipun target kinerja yang ditetapkan telah tercapai namun dalam usaha

meningkatkan angka partisipasi kasar PT dan PTA Usia 19-23 tahun masih

dijumpai beberapa hambatan dan kendala, diantaranya adalah :

1) Kurang meratanya pembangunan PT terutama di daerah tertinggal, terpencil,
dan daerah terdepan/daerah perbatasan;

2) Biaya pendidikan tinggi yang dianggap masih terlalu tinggi;

3) Kurangnya partisipasi masyarakat, dunia usaha dan industri serta pemerintah
daerah untuk secara langsung dalam membantu mahasiswa miskin
memperoleh beasiswa.

Melihat hambatan dan kendala yang dihadapi di atas beberapa langkah ke depan

yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan tetap tercapai di masa

datang adalah :

1) Pembangunan perguruan tinggi negeri baru yang terdiri dari 4 Institut Seni
Budaya, 2 Institut Teknologi, 4 Politeknik;

2) Pengembangan 50 Akademi Komunitas;
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3) Penegerian PTS;

4) Pembangunan PT di daerah perbatasan dan wilayah timur;

5) Bantuan beasiswa ini meliputi bantuan beasiswa mahasiswa berprestasi dari
keluarga tidak mampu sebanyak 180.000 mahasiswa;

6) Bantuan beasiswa BIDIK MISI untuk angkatan baru sebanyak 50.000
mahasiswa,;

7) Program Afirmasi DIKTI;

8) Prioritas pembangunan ruang kuliah sehingga dapat meningkatkan daya
tampung;

9) Pemberian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

b. Sekurang-kurangnya 100% prodi PT berakreditasi dan 80% berakreditasi
minimal B.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui

beberapa IKU berikut ini.

1) Persentase prodi terakreditasi;

2) Persentase prodi PT berakreditasi minimal B.

Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sekurang-kurangnya  Persentase prodi 62.7% 59.93% 95,5 69% 68,74% 99,63
100% prodi PT terakreditasi

berakreditasi dan Persentase prodi PT 50.0% 56.15% 1123 51% 52,67% 103,27
80% berakreditasi berakreditasi minimal B

minimal B

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa:

1) IKU “Persentase prodi terakreditasi” pada tahun 2012 ditargetkan mencapai
69% sedangkan realisasinya adalah 68,74%. Dari 16.711 program studi yang
terdaftar baru 11.529 program studi yang sudah terakreditasi.

2) IKU “Persentase prodi PT berakreditasi minimal B”, Persentase prodi PT
berakreditasi minimal B pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 51% dan
realisasinya adalah sebesar 52.67%. Dari total program studi yang sudah
terakreditasi ada 6.072 program studi yang terakreditasi minimal B.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran "Sekurang-kurangnya 100%

prodi PT berakreditasi dan 80% berakreditasi minimal B %", diantaranya adalah :

1) Kecepatan pertambahan program studi tidak sebanding dengan pelaksanaan
tambahan program studi yang diakreditasi;

2) Belum meratanya kualitas program studi.
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Melihat hambatan dan kendala yang dihadapi di atas beberapa langkah ke depan
yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai dengan
baik di masa datang adalah:

1) Mendorong PT mengajukan usulan untuk diakreditasi dan memfasilitasi Badan
Akreditasi Nasional (BAN) untuk lebih banyak melaksanakan akreditasi di
perguruan tinggi;

2) Membantu pembiayaan bagi perguruan tinggi untuk dapat meningkatkan
kualitas pebelajarannya melalui program hibah kompetisi baik PTN maupun
PTS, dan pemberian hibah bagi PTS sehat melalui peningkatan kualitas institusi
dan program studi;

3) Pembangunan sarana dan prasarana PT;

4) Pembangunan laboratorium sains dan teknik untuk Perguruan Tinggi

Unggulan;

Peningkatan pendidikan kesehatan;

Penguatan pendidikan vokasi;

Penguatan LPTK;

Pemberian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

5
6
7
8

~ N~ ~— ~—

c. Sekurang-kurangnya 3 PT masuk peringkat 300 terbaik dunia dan
sekurang-kurangnya 11 PT (kumulatif) masuk dalam peringkat 600
terbaik dunia versi THES, sekurang-kurangnya 12 PT masuk dalam 200
terbaik Asia versi THES.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui
beberapa IKU berikut ini.

1) Jumlah Perguruan Tinggi Masuk TOP 500 Dunia;

2) Jumlah PT otonom;

3) jumlah PT beropini WTP.

Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sekurang-kurangnya 3 Jumlah Perguruan 5 3 60 6 3 50
PT masuk peringkat 300 Tinggi Masuk TOP 500

terbaik dunia dan Dunia

sekurang-kurangnya 11 Jumlah PT otonom 27 21 77.78 35 33 94,3
PT (kumulatif) masuk Jumlah PT beropini 20 18 90 22 18 81,8
dalam peringkat 600 WTP

terbaik dunia versi THES,
sekurang-kurangnya 12

PT masuk dalam terbaik
Asia versi THES

78 BAB Il Akuntabilitas Kinerja Kemdikbud



Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa :

1) IKU “Jumlah Perguruan Tinggi Masuk TOP 500 Dunia” sampai tahun 2012
ada 3 perguruan tinggi. Dalam konteks internasionalisasi dan mensejajarkan
perguruan tinggi Indonesia dengan perguruan tinggi lain di dunia, dimana hal
ini sejalan dengan peningkatan mutu dan daya saing, Pemerintah telah
memberikan dukungan kepada perguruan tinggi untuk masuk dalam sistem
pemeringkatan Times Higher Education Supplement (THES). Mulai tahun 2010
pemeringkatan yang dilakukan oleh THES sudah tidak ada lagi. Pemeringkatan
yang ada berdasarkan QS World Rangking menampilkan 3 perguruan tinggi
masuk 500 besar yaitu Universitas Indonesia, UGM, dan ITB.

2) IKU “Jumlah PT otonom” ditargetkan pada tahun 2012 adalah 35 perguruan
tinggi yang berstatus otonom, tetapi dalam realisasi capaiannya hanya 33
perguruan tinggi yang berstatus otonom. Capaian sebanyak 33 perguruan
tinggi yang dimaksudkan pada laporan ini merupakan perguruan tinggi yang
telah memperoleh penetapan sebagai Badan Layanan Umum, dimana
perguruan tinggi tersebut diberikan otonomi dalam pengelolaan keuangan
khususnya dana yang diperoleh dari masyarakat.

1. Universitas Diponegoro 18. Universitas Jenderal Soedirman
2. Universitas Padjajaran 19. Universitas Haluoleo

3. Universitas Negeri Malang 20. Universitas Riau

4. Universitas Hasanuddin 21. Universitas Terbuka

5. Universitas Brawijaya 22. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
6. Universitas Negeri Surabaya 23. Universitas Udayana

7. Institut Teknologi 10 Nopember 24. Universitas Tadulako

8. Universitas Negeri Semarang 25. Politeknik Negeri Malang

9. Universitas Mulawarman 26. Universitas Mataram

10. Universitas Sebelas Maret 27. Universitas Pendidikan Indonesia
11. Universitas Lampung 28. Institut Teknologi Bandung

12. Universitas Negeri Yogyakarta 29. Universitas Gajah Mada

13. Universitas Negeri Gorontalo 30. Universitas Airlangga

14. Universitas Bengkulu 31. Institut Pertanian Bogor

15. Universitas Sriwijaya 32. Universitas Sumatera Utara
16.Universitas Negeri Jakarta 33. Universitas Indonesia

17. Universitas Andalas
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3) IKU “Jumlah PT beropini WTP”

Dari Satuan Kerja yang laporan keuangannya harus diaudit oleh Auditor
Independen (Kantor Akuntan Publik) sampai saat ini baru sebanyank 19 Satuan
Kerja Baik PT BHMN maupun PT PK-BLU yang Laporan Keuangannya telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini 18 (Delapan Belas)
Satker beropini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan 1 Perguruan Tinggi yaitu
Universitas Padjajaran dengan Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). PT
yang laporan keuangannnya beropini WTP adalah :

1 Universitas Indonesia 10 Universitas Negeri Yogyakarta
2 Universitas Gajah Mada 11 Universitas Negeri Gorontalo

3 Universitas Airlangga 12 Universitas Haluoleo

4 Universitas Pendidikan Indonesia 13 Universitas Diponegoro

5 Universitas Sumatera Utara 14 Universitas Brawijaya

6 Institut Teknologi bandung 15 Universitas Negeri Malang

7 Institut Pertanian Bogor 16 Universitas Jend Soedirman

8 Universitas Hasanuddin 17 Institut Teknologi 10 Nopember
9 Universitas Negeri Semarang 18 Universitas Sebelas Maret

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis "Sekurang-kurangnya
3 PT masuk peringkat 300 terbaik dunia dan sekurang-kurangnya 11 PT
(kumulatif) masuk dalam peringkat 600 terbaik dunia versi THES, sekurang-
kurangnya 12 PT masuk dalam terbaik Asia versi THES", diantaranya adalah :

1) Adanya moratorium dari Kementerian Keuangan untuk perubahan status BLU;

2) Sudah tidak adanya pengalokasian dana hibah WCU bagi perguruan tinggi
yang masuk 500 besar dunia dan 200 besar Asia;

3) Masih terdapat 8 Satuan Kerja dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum yang masih dalam proses audit oleh Kantor Akuntan Publik
(KAP) yaitu: 1) Universitas Negeri Surabaya; 2) Universitas Mulawarman; 3)
Universitas Lampung; 4) Universitas Bengkulu; 5) Universitas Sriwjaya; 6)
Universitas Negeri Jakart;a 7) Universitas Andalas;, dan 8) Universitas Riau.
Sampai laporan ini disusun belum dapat diinformasikan atas selesainya proses
audit tersebut karena di beberapa Satuan Kerja masih terdapat kendala
internal.
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Melihat hambatan dan kendala yang dihadapi di atas beberapa langkah ke depan

yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai dengan

baik di masa datang adalah :

1) Pembangunan laboratorium sains dan teknik untuk Perguruan Tinggi
Unggulan;

2) Pembangunan sarana dan prasarana PT;

3) Pemberian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN);

4) Pemberian belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran;

5) Pembinaan manajemen pengelolaan anggaran;

6) Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Permendikbud sebagai pelaksanaan
UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

d. Sekurang-kurangnya 94% dosen program S-1 dan program diploma
berkualifikasi minimal S-2.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui

beberapa IKU “Persentase Dosen Berkualifikasi S-2”. Adapun tingkat

pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sekurang-kurangnya Persentase Dosen 67,5% 57.13% 84,6 75% 66% 88
94% dosen program S-1  Berkualifikasi S2

dan program diploma

berkualifikasi minimal

S-2

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa Persentase Dosen
Berkualifikasi S2 sampai dengan tahun 2012 mencapai 66% masih dibawah target
yaitu 75%. Dari total dosen yang terdaftar sebanyak 174.875 ada 115.425 yang
berkualifikasi minimal S2.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran "Sekurang-kurangnya 94%
dosen program S-1 dan program diploma berkualifikasi minimal S-2" disebabkan
karena sebagian dosen tidak dapat menyelesaikan studi S2 nya dalam waktu 2
tahun. Ketidaktercapaian juga disebabkan oleh tidak terserapnya kuota beasiswa
pendidikan S2 pada tahun 2010 dan tahun-tahun sebelumnya tidak terserap.

Melihat hambatan dan kendala yang dihadapi di atas beberapa langkah ke depan
yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai dengan
baik di masa datang adalah dengan menambah kuota penerima beasiswa dosen
S2 baik dalam maupun luar negeri, dan meningkatkan penyerapan kuota
beasiswa dosen S2 terutama untuk perguruan tinggi swasta.
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e. Sekurang-kurangnya 15% dosen pasca sarjana (S-2, profesi, spesialis, dan
S-3) berkualifikasi S-3

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui
beberapa IKU “Persentase Dosen Berkualifikasi S-3”. Adapun tingkat
pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sekurang-kurangnya 15% Persentase Dosen 10,5% 8,7% 828 155% 10,03% 64,7
dosen pasca sarjana (S-2, Berkualifikasi S3

profesi, spesialis, dan S-3)

berkualifikasi minimal S-3

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa Persentase Dosen
Berkualifikasi S3 sampai dengan tahun 2012 mencapai 10,03% masih dibawah
target yaitu 15,5%. Dari total dosen yang terdaftar sebanyak 174.875 ada 17.542
yang berkualifikasi minimal S3.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran "Sekurang-kurangnya 15%
dosen pasca sarjana (S-2, profesi, spesialis, dan S-3) berkualifikasi minimal S-3"
disebabkan karena sebagian dosen tidak dapat menyelesaikan studi S3 nya dalam
waktu 3 tahun. Ketidaktercapaian juga disebabkan oleh tidak terserapnya kuota
beasiswa pendidikan S3 pada tahun 2009 dan tahun-tahun sebelumnya tidak
terserap.

Melihat hambatan dan kendala yang dihadapi di atas beberapa langkah ke depan
yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai dengan
baik di masa datang adalah dengan menambah kuota penerima beasiswa dosen
S3 baik dalam maupun luar negeri, dan meningkatkan penyerapan kuota
beasiswa dosen S3.

f. Sekurang-kurangnya 75% dosen PT telah bersertifikat profesi.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui
beberapa IKU “Persentase Dosen Bersertifikat”. Adapun tingkat pencapaiannya
adalah sebagai berikut.

Sekurang-kurangnya Persentase Dosen 36% 34,5% 95,8 50% 39,3% 78,6
75% dosen PT telah Bersertifikat
bersertifikat profesi
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Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa Persentase Dosen
Bersertifikat sampai dengan tahun 2012 mencapai 39,3% masih dibawah target
yaitu 50%. Dari total dosen yang terdaftar sebanyak 174.875 ada 68.793 yang
bersertifikat pendidik.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran "Sekurang-kurangnya 75%
dosen PT telah bersertifikat profesi” disebabkan sebagian kuota sertifikasi untuk
dosen PTS tidak terserap karena tidak memenuhi persyaratan sertifikasi dan
sebagian lain yang mengikuti proses sertifikasi dalam kenyataannya juga tidak
lulus sertifikasi.

Melihat hambatan dan kendala yang dihadapi di atas beberapa langkah ke depan
yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai dengan
baik di masa datang adalah dengan

1) Dilakukan pemutakhiran data dosen yang valid dan ter update setiap saat oleh
PTU untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam penetapan DYS;

2) Dibangun sistem data dosen yang terintegrasi, khususnya data dosen yang
terkait dengan data dosen yang telah tersertifikasi, belum lulus sertifikasi, dan
yang sedang studi lanjut;

3) Bila mekanisme penetapan data D-1 masih dipertahankan sebaiknya jumlah
data D-1 sesuai dengan alokasi yang ditetapkan DIKTI, walaupun cadangan
dapat dialokasikan lebih besar;

4) Sebaiknya mekanisme penetapan DYS dapat di lalukan secara langsung
menjadi data D-3 oleh DIKTI sebagaimana dilakukan pada sertifikasi dosen
2011 gelombang ke dua.

g. Meningkatkan persentase dosen dengan publikasi nasional menjadi
0.19%.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui

beberapa IKU berikut ini.

1) Persentase Dosen Dengan Publikasi Nasional;

2) Jumlah HAKI yang dihasilkan.

Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Meningkatkan Persentase Dosen 16% 27% 168,75 5,40% 6,38% 118.36
persentase dosen dengan Publikasi
dengan publikasi Nasional
nasional menjadi
0.19% Jumlah Hak Kekayaan 95 134 141. 110 212 193.63
Intelektual yang 1
dihasilkan
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Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa :

1) IKU “Persentase Dosen dengan publikasi nasional” pada tahun 2012
tercapai 6,38% dari target 5,4%. Pencapaian ini dihitung dari hasil jurnal, dosen
penulis yang melaksanakan publikasi, kontributor Karya Ilmiah Garuda,
penulisan buku ajar, pemenang insentif buku terbit.

2) IKU “Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan™ sifatnya
kumulatif, pada tahun 2012 terdapat 212 paten dari target 110 paten.
Pengertian HKi di sini hanya terhitung Paten. Padahal pengertian Hak
kekayaan Intelektual sebenarnya ada Hak Cipta, Hak Pemuliaan Varietas, Hak
Merk Industri, Hak Desain Logo, dan lain-lain. Jika hanya paten, maka ditinjau
dari segi proses tayangnya terdapat masa tunggu sanggah minimal 3 (tiga)
tahun, sehingga penyelesaiannya bisa melebihi 4 tahun anggaran, bahkan 7
atau 10 tahun karena terkait dengan lembaga yang berkompeten memproses
paten baik Dalam maupun Luar Negeri. Dit.Litabmas berkaitan dengan output
kinerja penelitian berbasis paten, sifatnya hanya memfasilitasi proses untuk
perolehan paten, sehingga perlu dipertimbangkan, mengenai indikator kinerja
secara proporsional

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran Meningkatkan

persentase dosen dengan publikasi nasional menjadi 0.19% di antaranya adalah:

1) Jumlah jurnal terakreditasi masih sangat kurang (total 141 jurnal). Hal ini
karena ada masa berlaku akreditasi (sesuai ketentuan baru 5 tahun). Sehingga
yang telah 5 tahun kalau tidak bisa menjaga konsistensi terbitan dan kualitas
substansinya tentu akan gugur akreditasinya. Masalah yang selalu dialami
pengelola jurnal adalah sulitnya mendapatkan naskah bermutu, dan
konsistensi terbit tepat waktu;

2) Publikasi pada jurnal yang belum terakreditasi, tidak dihitung sebagai hasil
kinerja, padahal sangat banyak jurnal nasional, namun mutu dan
konsistensinya kurang;

3) Penulis buku sangat banyak, namun yang benar-benar baru dan bermutu
sangat sedikit (Tahun 2012 ; 158 judul);

4) Jumlah dosen makin banyak (160000), dan selalu berganti dengan yang baru,
belum banyak perpengalaman melakukan publikasi ilmiah.

5) Prosedur publikasi di dalam negeri terkadang lebih sulit dari pada ke luar
negeri.
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Melihat hambatan dan kendala yang dihadapi di atas beberapa langkah antisipasi

yang akan dilakukan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai

dengan baik di masa datang adalah;

1) Memperbanyak program hibah kompetitif pembinaan jurnal;

2) Membangun publikasi elektronik/digital yang legal secara on-line;

3) Meningkatkan pembudayaan menulis artikel masuk dalm kurikulum
pembelajaran;

4) Memperbanyak kegiatan workshop penulisan artikel, jika perlu bekerjasama
dengan pengelola jurnal secara langsung;

5) Meningkatkan mutu penelitian sebagai sumber penulisan artikel ilmiah.

h. Meningkatkan persentase dosen dengan publikasi internasional menjadi
0.8%.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui

beberapa IKU “Persentase Dosen Dengan Publikasi Internasional”. Adapun tingkat

pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Meningkatkan Persentase Dosen 0,5% 0,7% 140 0,6% 0,68% 113
persentase dosen dengan Publikasi
dengan publikasi Internasional

internasional menjadi
0.8%

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa “Persentase Dosen
dengan Publikasi Internasional” mencapai 0.68% dari target 0.6%, capaian ini
dihitung dari:

1) Penginternasionalan Jurnal tahun 2012 dihasilkan 12 jurnal bereputasi
internasional. Jumlah dosen yang melakukan publikasi di dalamnya 504
penulis;

2) Insentif publikasi artikel pada jurnal internasional terdapat 34 judul, rata-rata
dengan 3 penulis, sehingga dosen yang terlibat terdapat 102 orang;

3) Insentif Seminar Internasional terdapat 168 orang dosen;

4) Jurnal Internasional Indonesia yang masih aktif terdapat 8 jurnal. Penulis yang
publikasi 336 orang.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran “Meningkatkan
persentase dosen dengan publikasi internasional menjadi 0.8% diantaranya
adalah:

1) Di Indonesia jurnal bertaraf Internasional amat kurang;
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2) Publikasi pada jurnal internasional; terbentur pada mutu substansi artikel yang
masih kurang, dan bahasa PBB yang masih lemah;

3) Prosedur publikasi pada jurnal internasional sulit ditembus penulis Indonesia;

4) Kesulitan mendapatkan asesor mitra bebestari internasional yang sebidang
dan konsisten/tulus dan akomodatif.

Melihat hambatan dan kendala yang dihadapi di atas beberapa langkah antisipasi
yang akan dilakukan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai
dengan baik di masa datang adalah:

1) Memperbanyak kegiatan workshop penulisan artikel internasional;

2) Kerja sama dengan provider jurnal internasional;

3) Meningkatkan program insentip publikasi artikel ke jurnal internasional;

4) Peningkatan program penginternasionalan jurnal bagi semua jurnal yang ada
dan berminat diinternasionalkan (baik yang telah terakreditasi maupun yang
belum terakreditasi);

5) Peningkatan mutu hasil penelitian, untuk drafting artikel internasional.

i. Menurunnya disparitas gender yang ditunjukkan dengan rasio kesetaraan
gender menjadi 104%.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui

beberapa IKU berikut ini.

1) Rasio Kesetaraan gender PT,

2) Rasio mahasiswa vokasi total mahasiswa vokasi dan S-1.

Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Menurunnya disparitas Rasio Kesetaraan Gender 107,9% 103,54% 104,2 104,6% 106,8% 97,9
gender yang

ditunjukkan dengan  pagio mahasiswa vokasi:  21% ~ 18,11% 862  24% 17,44 72,66

rasio kesetaraan total mahasiswa vokasi
gender menjadi 104% dan S1

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa:

1) IKU “Rasio Kesetaraan Gender” pada tahun 2012 adalah 106,8% dari target
104,6% artinya jumlah partisipasi mahasiswa perempuan jika dibandingkan
dengan mahasiswa laki-laki masih lebih tinggi, namun telah mulai mencapai
keseimbangan. Program studi yang menyumbangkan kontribusi terbesar
untuk kinerja ini berasal dari program studi kependidikan, sejalan dengan
program peningkatan kualifikasi guru dimana guru lebih banyak diminati
perempuan;
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2) IKU “Rasio mahasiswa vokasi : total mahasiswa vokasi dan S1” ditargetkan
mencapai 24% sedangkan realisasinya adalah 17,44% ini menunjukkan bahwa
sampai saat ini proporsi program studi sarjana masih lebih dominan
dibandingkan dengan program studi vokasi.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran “Menurunnya
disparitas gender yang ditunjukkan dengan rasio kesetaraan gender menjadi
104%" di antaranya adalah masih belum banyaknya program studi vokasi
dibandingkan dengan program studi sarjana.

Melihat hambatan dan kendala yang dihadapi di atas beberapa langkah antisipasi
yang akan dilakukan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai
dengan baik di masa datang adalah:

1) Pendirian dan pengembangan Akademi Komunitas

2) Pendiriaan politeknik baru

3) Penguatan pendidikan vokasi

5) CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Program pengembangan SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan
dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme
pendidik dan tenaga kependidikan serta menjamin terlaksanakannya standar
nasional pendidikan.

Program pengembangan SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan

dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan

Penjaminan Mutu Pendidikan Kemdikbud. Program ini dilaksanakan untuk

mendukung 4 (empat) tujuan strategis Kemdikbud, yaitu

a. Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di
semua provinsi, kabupaten, dan kota (T1);

b. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan
berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota (T2);

c. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang bermutu,
relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota (T3);

d. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan
yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (T5);
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Sasaran strategis maupun IKU untuk program pengembangan SDM Pendidikan
dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan pada tahun 2012 mengalami
perubahan baik target maupun nomenklaturnya. Adanya perubahan tersebut
merupakan bagian dari hasil reviu terhadap rencana strategis Kemdikbud tahun
2010-2014.

Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis untuk program pengembangan
sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan dan penjaminan mutu
pendidikan, dimana Ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur/dilihat dari
tingkat ketercapaian indikator kinerja utama-nya.

a. 84,9% guru yang memenuhi syarat (sesuai Undang-Undang Guru dan
Dosen) bersertifikat pendidik.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis di atas, dapat dilihat melalui

beberapa IKU “Persentase Guru Bersertifikat Pendidik”. Adapun tingkat

pencapaiannya adalah sebagai berikut.

84,9% guru yang Persentase Guru 44,8% 3484% 77,76 48,60% 59,32% 116,88
memenuhi syarat (sesuai Bersertifikat Pendidik

Undang-Undang Guru dan

Dosen) bersertifikat

pendidik

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU “persentase guru
bersertifikat pendidik” telah mencapai target yang ditetapkan. Persentase guru
yang mendapatkan sertifikat pendidik pada tahun 2012 mencapai 59.32%, dari
target yang ditetapkan sebesar 48,60%, dengan persentase capaian sebesar
116.88%.

Didukung dengan tersusunnya 100% dokumen perencanaan, pengendalian, dan
evaluasi terhadap peningkatan sertifikasi guru, sampai dengan tahun 2012
jumlah guru yang mengikuti sertifikasi adalah 1.327.048 dan jumlah guru yang
lulus sertifikasi adalah 1.242.145 atau 116,88% dari jumlah yang memenuhi syarat
untuk mengikuti sebanyak 2.094.315 guru.
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Kelulusan Sertifikasi Guru s.d. Tahun 2012

1.242.145
1.019.355
745.258

Kelulusan s.d. —

Tahun 2010 Kelulusan s.d.
Tahun 2011 Kelulusan s.d.
Tahun 2012

Sertifikasi guru adalah program utama yang menjadi amanat Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), UU
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, yaitu peningkatan kualitas profesionalitas
guru. Sampai dengan akhir tahun 2011, guru yang bersertifikat pendidik sebanyak
1.019.355 guru atau 34,84% dari total 2.925.676.

Penyelenggaraan sertifikasi guru pada tahun 2012 berbeda dibandingkan tahun
2011. Pada tahun 2012, semua guru yang akan mengikuti program sertifikasi
diwajibkan mengikuti uji kompetensi awal (UKA). Pelaksanaan UKA dimaksudkan
untuk meningkatkan dan memastikan kesiapan guru dalam mengikuti pendidikan
dan latihan profesi guru (PLPG). Pelaksanaan uji kompetensi awal melibatkan
berbagai instansi antara lain BPSDMP-PMP, LPTK, LPMP, dan dinas pendidikan
kabuaten/kota agar seluruh instansi yang terlibat mempunyai pemahaman yang
sama tentang mekanisme pelaksanaan UKA sertifikasi guru.

Guru yang dinyatakan lulus UKA dapat mengikuti pendidikan dan latihan profesi
guru (PLPG). Bagi mereka yang belum lulus UKA, wajib mengikuti diklat pasca
UKA sampai dinyatakan layak untuk mengikuti PLPG. Pemberian sertifikat
pendidik secara langsung (PSPL) diberlakukan bagi guru dalam jabatan yang
memiliki: 1) kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi
dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata
pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas, dan
guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-
kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan
golongan IV/b; 2) golongan serendah-rendahnya IV/c, atau memenuhi angka
kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.
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Uji kompetensi awal tahun 2012 dilaksanakan terhadap 286.077 guru. Dari jumlah
tersebut yang dinyatakan Ilulus sejumlah 249.055 guru. Selanjutnya untuk
saasaran sertifikasi tahun 2012, Badan PSDMPK-PMP menetapkan jumlah kuota
guru sebanyak 250.000 guru dan mendapat tambahan sejumlah 1.551 dari sisa
kuota tahun sebelumnya. Sehingga total jumlah guru yang mengikuti PLPG
adalah 251.551 guru. Dari total tersebut, jumlah yang dinyatakan lulus sertifikasi
sebanyak 222.790 orang, sedangkan 28.761 guru dinyatakan tidak lulus PLPG.
Berikut sebaran data kelulusan per LPTK sampai dengan Desember 2012.

per Desember 2012

Jumlah Guru yang Telah Mengikuti Sertifikasi Berdasarkan LPTK

101 Universitas Syiah Kuala 6.551 4538
102 Universitas Negeri Medan 17.917 15.233
103 Universitas Bengkulu 2529 2.102
104 Universitas Sriwijaya 7535 5.565
105 Universitas Riau 6.257 5.563
106 Universitas Negeri Padang 8.844 8.254
107 Universitas Lampung 5.876 5741
108 Universitas Jambi 3.891 3592
109 Universitas Negeri Jakarta 15.831 13.908
110 Universitas Pendidikan Indonesia 16.658 13.859
111 Universitas Negeri Yogyakarta 6.590 5.708
112 Universitas Negeri Semarang 13.371 12.237
113 Universitas Sebelas Maret 10.098 8.909
114 Universitas Negeri Surabaya 12.021 10.821
115 Universitas Negeri Malang 11.247 10.047
116 Universitas Jember 6.620 5.765
117 Universitas Lambung Mangkurat 2.960 2185
118 Universitas Palangkaraya 3.398 3.250
119 Universitas Mulawarman 3.829 3.733
120 Universitas Tanjungpura 4.208 3.398
121 Universitas Pendidikan Ganesha 6.682 6.465
122 Universitas Mataram 5.346 4.763
123 Universitas Nusa Cendana 2.364 2131
124 Universitas Negeri Makassar 9.510 8.125
125 Universitas Tadulako 2374 2157
126 Universitas Haluoleo 1.868 1.604
127 Universitas Negeri Manado 2.397 2.010
128 Universitas Negeri Gorontalo 1.056 999
129 Universitas Pattimura 1.347 941
130 Universitas Khairun Ternate 785 760
131 Universitas Cenderawasih 2324 2.042
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132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Universitas HKBP Nommensen
Universitas Pasundan Bandung
Universitas Pakuan

Universitas Siliwangi Tasikmalaya
Universitas Muhammadiyah Prof.

Universitas Sanata Dharma

Dr. Hamka

Institut Keguruan dan [Imu Pendidikan PGRI Semarang

Universitas Muhammadiyah Purw

okerto

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Universitas PGRI Adi Buana Surab
Universitas Nusantara PGRI Kediri

aya

Universitas Muhammadiyah Malang

Universitas Borneo Tarakan

Universitas Muhammadiyah Makassar

Grand Total

1.024

967
9.558
4.159
1.775
4.089
2.783
4478
3.367
3.815
5.401
4.659
1.554

480
1.158

926

949
9.251
3.829
1.751
3.867
2.100
4364
3216
3.383
5.087
4619
1.508

435
1.100

251.551 222.790

Berikut grafik Peta Kelulusan Sertifikasi Guru Berdasarkan Provinsi s.d. Tahun 2012

Sulawesi Barat
Papua Barat
Kepulauan Riau
Gorontalo

Bangka Belitung
Banten

Maluku Utara
Bengkulu

Papua

Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Bali

Maluku

Sulawesi Tenggara
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Utara
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Barat
Lampung
Sumatera Selatan
Jambi

Riau

Sumatera Barat
Sumatera Utara
NAD

Jawa Timur

DI Yogyakarta
JawaTengah

38.346

Jawa Barat \ 175.349
DKl Jakarta 52.041 174274

*Sumber data: Pusbang Prodik, Badan PSDMPK-PMP

BAB Il Akuntabilitas Kinerja Kemdikbud

91



Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012

Berikut grafik kelulusan sertifikasi guru dari tahun 2006 sampai dengan tahun
2012 berdasarkan jenjang satuan pendidikan.

200000

180000
160000 /)\\
140000 /
120000 \l—
100000 L
y —4—PENGAWAS
80000 -
60000 — — Sl & ‘ —&=5D
40000 @ 3 %MM
e y i =—i—SI1B
20000 &
0 ——%} i —3r = % = SMA
2006/200 2;;8 2009 2010 2011 2012
7 i SMIK
PENGAWAS 122 2 15.141 1.929 1.524 350 —8—SMP
SD 77.499 54.998 88.854 105.107 176.653 119.931 TK
SLB 1.045 1.008 1.195 1.371 1.543 2.356
SMA 30771 | 38531 | 24113 | 22787 | 20474 16.875
SMK 15.973 17.363 12.593 12.964 12.496 13.949
SMP 51.449 | 63.616 | 46286 | 40754 | 51374 | 47.156
TK 6.413 2.265 4915 6.193 10.033 22173

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis “84,9%

guru yang memenuhi syarat (sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen)

bersertifikat pendidik”, diantaranya adalah:

1) Keterbatasan dana terhadap kuota;

2) faktor geografis;

3) Rendahnya komitmen guru terhadap pentingnya sertifikasi;

4) Kewajiban mengajar yang masih di bawah 24 jam per minggu;

5) Pola rekrutmen di tingkat daerah yang belum sesuai dengan petunjuk teknis
pelaksanaan sertifikasi;

6) Latar belakang pendidikan guru yang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang
diampu;

7) Belum adanya peningkatan kinerja yang signifikan dari guru yang sudah
bersertifikat.

Melihat hambatan dan kendala yang dihadapi di atas beberapa langkah antisipasi

yang akan dilakukan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai

dengan baik di masa datang adalah:

1) Memperbaiki pola rekrutmen calon peserta sertifikasi secara online dengan
penetapan peserta berbasis NUPTK;

2) Menyelenggarakan program alih tugas berupa pelatihan selama 1 tahun yang
dilaksanakan oleh Ditjen Dikti bersama dengan LPTK;

3) Diterbitkannya SKB 5 menteri tentang mutasi guru PNS untuk pemenuhan
beban mengajar 24 jam/minggu.
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b. 100% guru (sesuai Permeneg PAN dan RB No. 16 tahun 2009) dinilai
kinerjanya.

Tingkat ketercapaian sasaran strategis di atas, dapat dilihat melalui KU

“Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkinerja Sesuai Standar”.

Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

100% guru (sesuai Persentase 20% - 30 0 0
Permeneg PAN dan RB  Pendidik dan Pembe_ntuka
No. 16 tahun 2009) Tenaga n T|m
dinilai kinerjanya Kependidikan Penilaian
Berkinerja Sesuai Kinerja Guru
(PKG)

Standar

Berdasarkan Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang
Jabatan Guru dan Angka Kreditnya dan Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010
tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru, Badan PSDMPK-PMP perlu
melakukan proses penilaian kinerja guru (PKG) terhadap guru yang sudah
bersertifikat sampai tahun 2011. Pelaksanaan PKG ini diawali dengan
pengembangan perangkat sistem penilaian sejak tahun 2009.

Pada tahun 2011, Badan PSDMPK-PMP melakukan pemantapan PKG dengan
membentuk Tim PKG, sosialisasi pedoman pelaksanaan PKG dan pelatihan
(training on trainers) dengan menggunakan mekanisme pelatihan dan secara
berjenjang yang dimulai dari tim inti nasional atau national core team (NCT)
sejumlah 263 orang, tim inti provinsi atau provincial core team (PCT) sejumlah
3.651 orang, dan tim inti kabupaten atau district core team (DCT) sejumlah 21.414
orang.

Terkait program PKG pada tahun 2012, Badan PSDMPK-PMP baru menetapkan
kebijakan. Sebelum pelaksanaan penilaian kinerja guru, perlu dilakukan uji
kompetensi guru (UKG) sebagai pembanding pelaksanaan PKG dan
penyempurnaan beberapa dokumen instrument penilaian, termasuk Permenneg
PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya. Sehingga program penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
sampai dengan tahun 2012 belum terlaksana.

c. 60% guru, kepala sekolah, pengawas, pendidik kesetaraan, laboran,
pustakawan, tenaga administrasi sekolah meningkat kompetensinya.

Tingkat ketercapaian sasaran strategis, dapat dilihat melalui beberapa IKU
“Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Profesional”. Adapun
tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.
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60% guru, kepala sekolah, Persentase Pendidik Guru Guru 34% 55.68%  116.
pengawas, pendidik dan Tenaga 45,93; 48,34%; 88
kesetaraan, laboran, Kependidikan yang Kepala Kepala
pustakawan, tenaga Profesional Sekolah Sekolah
administrasi sekolah 25; 14,42%;
meningkat kompetensinya Pengawas Pengawas

100 97,37%

Kebijakan Pemerintah melalui UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 menyatakan
bahwa pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri
yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan
berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan,
nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Selanjutnya, Pasal 20
menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru
berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan
kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni. Salah satu fungsi Badan PSDMPK-PMP
diamanatkan untuk memfasilitasi terlaksananya pengembangan profesionalisme
guru secara berkelanjutan agar kompetensi guru sejalan dengan perkembangan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Badan PSDMPK dan PMP menetapkan
pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) sebagai salah satu program
besarnya. PKB merupakan salah satu program yang diarahkan untuk memperkecil
jarak antara kompetensi profesional, pedagogis, sosial dan kepribadian yang
dimiliki guru dengan tuntutan peran guru sebagai jabatan profesi. Berdasarkan
PermenpanPAN dan RB Nomor 16 tahun 2009, PKB diakui sebagai salah satu
unsur utama yang diberikan angka kredit untuk pengembangan karir guru dan
kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru, selain kegiatan
pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan lain yang relevan dengan
fungsi sekolah/madrasah.

Selanjutnya, pelaksanaan PKB perlu dilakukan secara sistematis dan terstruktur
dengan melibatkan semua pihak terkait, maka pelaksanaan PKB belum dapat
dilaksanakan secara efektif pada tahun 2012. Program ini akan dimulai secara
efektif pada tahun 2013. Untuk pengembangan keprofesian pendidik dan tenaga
kependidikan secara berkelanjutan, diperlukan pemetaan kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan sebagai dasar (baseline) penetapan perbaikan dan
peningkatan kompetensi guru. Oleh karena itu pada tahun 2012, Badan PSDMPK-
PMP berfokus pada pelaksanaan uji kompetensi terhadap pendidik dan tenaga
kependidikan melalui Uji kompetensi Guru (UKG). Hasil uji kompetensi diharapkan
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dapat memberikan gambaran bentuk pengenbangan profesionalisme yang
diperoleh seorang pendidik atau tenaga kependidikan. Total peserta uji
kompetensi pada tahun 2012 yang terdaftar pada tempat uji kompetensi (TUK)
untuk seluruh jenjang tempat tugas dan provinsi adalah sebanyak 949.972 orang.
Sejumlah 63.989 orang (6.74%) dengan berbagai alasan tidak mengikuti UKG.
Dengan demikian, jumlah guru yang mengikuti UKG sebanyak 885.983 orang.

Dari seluruh provinsi, Provinsi Jawa Timur mempunyai peserta UKG terbanyak
yaitu 152.673 orang, diikuti Jawa Barat sebanyak 128.218 dan jawa tengah
sebanyak 123.044 orang sedangkan Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku Utara,
dan Provinsi Papua mempunyai peserta UKG paling sedikit dengan jumlah secara
berturut-turut 1.457, 2.993, dan 3.013 orang

Namun, sebagai organisasi yang memiliki mandat pengembangan sumber daya
manusia pendidikan dan kebudayaan dan penjaminan mutu pendidikan, Badan
PSDMPK-PMP tetap melaksanakan peningkatan kompetensi bagi PTK.

Para guru sedang mendapatkan materi Pemanfaatan Komputer dalam Pembelajaran Matematika dalam
Bimbingan Teknis Guru Matematika di PPPPTK Matematika Yogyakarta

Capaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional melalui
pendidikan dan pelatihan di PPPPTK, LPMP dan LPPKS sampai dengan akhir
tahun 2012, adalah sebagai berikut:

1) Guru yang mengikuti pengembangan kompetensi untuk seluruh jenjang
pendidikan adalah sejumlah 1.855.454 guru dari 2.925.676 guru dengan
capaian 63,42%
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2) Kepala sekolah yang mengikuti peningkatan kompetensi sampai dengan tahun
2012 berjumlah 53.412 (36.651 tahun 2010, 10.644 tahun 2011, dan 6.117
tahun 2012) dari 240.676 kepala sekolah dengan persentase capaian 22,19%;

3) Pengawas sekolah yang mengikuti diklat pengembangan keprofesian dan
kompetensi pada tahun 2010 sejumlah 21.588 pengawas sekolah, pada tahun
2011 sejumlah 10.472. Sedangkan untuk tahun 2012 sejumlah 5.825 dari 6.688
pengawas sekolah dengan capaian 87,10%;

4) Sejumlah 1.200 guru mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Dari jumlah
tersebut, 600 guru terpilih dan lulus menjadi kepala sekolah setelah mengikuti
diklat calon kepala sekolah. Capaian untuk kegiatan ini adalah 100%.

d. 30% SDM aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lulus diklat
teknis dan fungsional, serta telah dinilai kinerjanya.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis di atas, dapat dilihat melalui

beberapa IKU berikut:

1) Persentase SDM Aparatur Kemdikbud yang telah Meningkat Kinerjanya;

2) Persentase SDM Aparatur Kemdikbud yang telah Meningkat Kompetensi.

Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

30% SDM aparatur Persentase SDM -- -- 10 0 0

Kementerian Aparatur

pendidikan dan Kemdikbud yang

kebudayaan lulus telah Meningkat

diklat teknis dan Kinerjanya

fungsional, serta telah  Persentase SDM 5.725 4.348 75, 4.033 org 40890rg 10139 (SDM

dinilai kinerjanya Aparatur org org 95 (SDM Pendidikan;
Kemdikbud yang Pendidikan);
telah Meningkat 3.9% (SDM 39 (SDM
Kompetensi Kebudayaan) Kebudayaan)

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa:

1) IKU “Persentase SDM Aparatur Kemdikbud yang telah Meningkat
Kinerjanya” sebelumnya tidak menjadi bagian dari indikator kinerja Badan
PSDMPK-PMP. Indikator kinerja ini menjadi bagian IKU setelah terjadi
perubahan struktur organisasi dengan bergabungnya Pusat Diklat Pegawai
Diknas dan terbentuknya Pusat Pengembangan SDM Kebudayaan berdasarkan
Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012.

Target IKU “Persentase SDM Aparatur Kemdikbud yang telah Meningkat

Kinerjanya” tahun 2012 terkait penilaian kinerja aparatur Kemdikbud dalam
Renstra Badan ditetapkan sebesar 10% dari jumlah aparatur Kemdikbud.

96 BAB Il Akuntabilitas Kinerja Kemdikbud



Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012

Program ini baru ditetapkan pada tahun 2012 dan dana belum dialokasikan
dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2012. Dengan demikian,
capaian penilaian kinerja aparatur Kemdikbud masih belum dapat
direalisasikan.

2) IKU “Persentase SDM Aparatur Kemdikbud vyang telah Meningkat
Kompetensi”.
Sejak bergabungnya kembali fungsi kebudayaan, peningkatan kompetensi
sumber daya manusia tidak hanya berfokus pada pendidikan tetapi juga
kebudayaan sebagai bagian dari pendidikan. Untuk peningkatan kompetensi
aparatur, pada tahun 2011, jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan
latihan mencapai 4.348 orang dari target yang ditetapkan dalam penetapan
kinerja sebanyak 5.725 orang.

Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan terbatasnya anggaran yang
tersedia. Alokasi anggaran yang ada belum sepenuhnya mendukung
pencapaian target yang ditetapkan dan penetapan kinerja, dimana anggaran
yang dialokasikan dalam DIPA 2011 untuk pencapaian IKU ini hanya untuk
mencapai target sebanyak 4.348 orang.

Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur Kemdikbud melalui
pendidikan dan pelatihan. Jenis pelatihan peningkatan kompetensi aparatur,
antara lain:

a) Diklat Prajabatan

b) Diklat Kepemimpinan

c) Diklat Fungsional

d) Diklat Teknis

Pada tahun 2012, jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan
direncanakan 4.033 orang dan sampai dengan akhir Desember 2012 telah dicapai
sebanyak 4.089 orang. Sehingga, angka kinerja total adalah 101,39%. Angka
tersebut telah melebihi angka target yang telah ditetapkan untuk tahun 2012.
Berikut merupakan tabel realisasi dan capaian kinerja Peningkatan Kompetensi
Aparatur Kemdikbud tahun 2012,
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Realisasi dan Capaian Kinerja Peningkatan Kompetensi

Aparatur Kemdikbud Tahun 2012

Prajabatan 2.950 3.006 101
Kepemimpinan 365 365 100
Fungsional 140 140 100
Teknis 300 300 100
Tendik Lainnya 278 278 100
Total 4.033 4.089 101,39

Sedangkan peningkatan kompetensi untuk sumber daya manusia bidang
kebudayaan pada tahun 2012 telah berhasil dilaksanakan terhadap 166 pamong
budaya non-PNS/penyuluh budaya non-PNS dan duta museum dari 4.161 SDM
kebudayaan yang berhasil didata atau sebesar 3.9%. Sehingga capaian untuk
diklat SDM kebudayaan mencapai 3,9% dari 10% yang ditargetkan.

Hambatan yang dihadapi dalam proses pencapaian jumlah SDM kebudayaan

yang mengikuti peningkatan kompetensi adalah:

1) satuan kerja yang menangani peningkatan kompetensi bidang kebudayaan
(Pusat Pengembangan SDM Kebudayaan) merupakan satuan kerja baru yang
bergabung dengan Badan PSDMPK-PMP di sekitar akhir tahun 2012;

2) satuan kerja ini menerima anggaran pada September 2012 dan baru dapat
merealisasikan pada pertengahan Nopember 2012; dan

3) belum memadainya SDM dan sarana pendukung pelaksanaan program.

e. 95% satuan pendidikan telah terpetakan mutunya sesuai dengan standar
nasional pendidikan;

Guna melihat tingkat ketercapaian dua sasaran strategis di atas, dapat dilihat

melalui IKU “Persentase Satuan Pendidikan yang Telah Memenuhi Standar

Nasional Pendidikan”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

95% satuan Persentase Satuan PAUDNI, PAUDNI - 10%; 38.101 satuan 97,69

pendidikan telah Pendidikan yang Telah Dikdas, 0%, Dikdas (39.000 pendidikan
terpetakan mutunya Memenuhi Standar Dikmen, 10,92%, satuan

sesuai dengan Nasional Pendidikan dan Dikti Dikmen pendidika

standar nasional 40% 11,43%, n)

dan Dikti
0%

pendidikan

Pada tahun anggaran 2012, Badan PSDMPK-PMP melalui Pusat Penjaminan Mutu
Pendidikan mengembangkan instrumen evaluasi diri sekolah (EDS) secara online.
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Untuk pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil peta
mutu sampai dengan tahun 2012, telah terdapat 41.000 satuan pendidikan yang
telah mengikuti EDS dari target 39.000 satuan pendidikan. Namun, yang
mempunyai data benar dan dapat dianalisis adalah sebanyak 38.339 satuan
pendidikan.

Berikut ini data satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan yang
memberikan data bersih melalui EDS per Provinsi tahun 2012.

Jumlah satuan pendidikan per provinsi dan jenjang hasil EDS Tahun 2012

No Propinsi SD SMP SMA SMK JUMLAH
1 DKI Jakarta 456 286 128 130 1.000
2. Jawa Barat 1672 780 309 264 1,29
3. Jawa Tengah 2.265 306 141 101 2.813
4. DI Yogyakarta 981 158 50 53 1.242
5. Jawa Timur 2.407 306 298 162 3.173
6. Aceh 887 130 32 - 1.049
7. Sumatera Utara 1.054 568 41 35 1.698
8. Sumatera Barat 294 687 253 166 1.400
9. Riau 850 236 50 18 1.154
10. Jambi 853 170 32 9 1.064
11. Sumatera Selatan 672 296 184 66 1218
12. Lampung 922 399 209 152 1.682
13. Kalimantan Barat 705 213 23 6 947
14. Kalimantan Tengah 561 131 32 22 746
15. Kalimantan Selatan 900 160 63 34 1157
16. Kalimantan Timur 193 242 89 59 583
17. Sulawesi Utara 494 268 94 42 898
18. Sulawesi Tengah 647 101 49 29 826
19. Sulawesi Selatan 1.073 238 100 48 1.459
20. Sulawesi Tenggara 1.024 54 56 19 1.153
21 Maluku 612 210 34 14 870
22. Bali 1.001 174 91 86 1.352
23. Nusa Tenggara Barat 787 149 77 46 1.059
24, Nusa Tenggara Timur 983 302 138 60 1.483
25. Papua 173 30 8 9 223
26. Maluku Utara 362 98 44 9 513
27. Bengkulu 205 111 69 18 403
28. Banten - 260 120 83 463
29. Bangka Belitung 494 115 47 32 688
30. Gorontalo 1431 55 16 12 1514
31 Riau 850 236 50 18 1154
32. Kepulauan Riau 196 79 11 5 291
33. Papua Barat 24 5 6 4 39
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1) Pemetaan mutu untuk pendidikan dasar melalui EDS online telah dilaksanakan
terhadap 26.031 dari 165.578 sekolah dasar atau 15.72% dan sejumlah 7.553
dari 49.430 sekolah menengah pertama (SMP) atau 15,28%. Berikut merupakan
tabel hasil pemetaan dari SNP untuk tingkat SD dan SMP.

Hasil Pemetaan dari SNP Tingkat SD Tahun 2012

Provinsi . 8 St - e Total

Isi  Proses Lulusan PTK Sarpras Kelola Biaya Nilai Rata2
NASIONAL 1,19 1,35 0,87 0,79 1,05 1,35 1,26 1,36 115
Aceh 124 140 0,92 0,89 1,13 141 1,33 141 122
Bali 142 147 1,05 118 129 1,48 1,46 1,48 1,35
Bangka Belitung 114 123 0,84 092 1,09 124 1,23 1,26 1,12
Bengkulu 119 1,28 0,79 0,75 1,03 1,27 1,22 130 1,10
Di Yogyakarta 135 1,37 0,88 0,79 1,19 1,37 1,27 1,37 1,20
Dki Jakarta 151 151 1,04 130 139 151 154 151 141
Gorontalo 131 1,38 0,87 073 1,02 1,39 1,34 1,39 118
Jambi 1,08 1,26 0,80 073 0,96 1,22 1,17 1,27 1,06
Jawa Barat 133 1,36 0,87 081 0,99 1,39 1,26 1,37 117
Jawa Tengah 144 146 0,97 0,93 117 1,50 1,36 1,46 1,29
Jawa Timur 133 142 0,96 1,07 1,26 144 142 146 1,29
Kalimantan Barat 123 135 0,95 095 124 1,33 1,36 136 1,22

Kalimantan Selatan 0,73 1,30 0,82 064 1,02 1,28 1,26 131 1,04
Kalimantan Tengah 101 118 0,71 046 0,82 1,13 1,02 118 094

Kalimantan Timur 1,15 1,16 0,72 063 0,78 1,16 0,98 1,19 0,97
Kepulauan Riau 138 143 097 099 126 1,38 1,44 143 129
Lampung 126 134 0,89 093 119 1,33 1,35 136 121
Maluku 119 1,29 0,75 033 0,65 1,26 098 131 097
Maluku Utara 111 1,28 0,90 080 1,13 124 1,23 1,29 1,12
NTB 144 150 1,00 0,83 113 1,55 142 152 1,30
NTT 060 113 0,64 039 0,75 1,13 0,90 115 084
Papua 116 1,20 0,90 088 114 117 1,35 124 1,13
Papua Barat 119 131 0,93 0,95 1,13 1,23 1,36 1,33 1,18
Riau 122 126 0,80 0,71 097 1,25 121 127 1,09
Sulawesi Barat 072 135 0,70 041 067 1,29 1,00 1,36 0,93
Sulawesi Selatan 090 137 081 062 0,88 1,36 1,18 1,37 1,06
Sulawesi Tengah 126 1,35 0,87 061 092 1,32 1,29 1,38 1,13
Sulawesi Tenggara 061 111 0,67 039 0,73 1,10 1,01 112 084
Sulawesi Utara 139 146 0,97 0,63 1,05 150 131 151 1,23
Sumatra Barat 116 1,28 0,80 086 1,03 1,26 1,16 128 110
Sumatra Selatan 087 129 0,75 059 087 131 111 1,29 101
Sumatra Utara 123 139 0,89 083 1,05 1,38 1,25 140 118
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Pada tingkat sekolah dasar, secara keseluruhan belum ada satuan pendidikan
yang melampaui penilaian SNP. Rata-rata nilai tertinggi secara nasional
diperoleh oleh Propinsi DKI Jakarta dengan nilai 1,41, sedangkan rata-rata nilai
terendah 0,84 dicapai oleh Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi

Tenggara.
Provinsi . 8 SNP . L et
Isi  Proses Lulusan PTK Sarpras Kelola Biaya Nilai Rata2
NASIONAL 1,15 1,12 1,13 1,12 126 125 136 1,23 1,20
Aceh 126 1,29 1,49 145 148 141 153 1,40 141
Bali 133 124 1,25 154 146 1,37 1,65 1,35 1,40
Bangka Belitung 1,10 1,06 1,87 126 162 1,16 1,39 114 132
Banten 129 115 117 130 141 1,29 152 1,27 1,30
Bengkulu 1,09 098 111 086 1,18 114 112 1,08 1,07
DI. Yogyakarta 128 1,08 1,00 103 127 124 1,26 1,20 117
DKI Jakarta 138 1,22 1,28 149 161 1,34 1,57 1,33 1,40
Gorontalo 136 1,37 1,26 140 156 147 1,62 1,49 144
Jambi 113 1,05 1,19 109 131 1,18 1,35 1,16 1,18
Jawa Barat 125 113 1,02 1,08 1,23 1,25 1,36 124 1,20
Jawa Tengah 130 1,19 1,10 122 1,39 131 144 1,29 1,28
Jawa Timur 126 124 1,18 136 145 1,38 1,55 137 1,35
Kalimantan Barat 120 117 1,16 135 144 131 157 1,28 131

Kalimantan Selatan 102 1,08 1,00 232 1,23 1,23 1,40 117 131
Kalimantan Tengah 103 096 0,89 067 094 1,06 1,15 105 097

Kalimantan Timur 125 113 1,03 101 1,16 1,25 1,30 1,24 117
Kepulauan Riau 102 0,95 2,15 107 1,65 1,03 1,29 1,05 1,28
Lampung 122 1,09 1,30 130 144 1,23 1,41 120 1,27
Maluku 1,09 1,06 0,76 0,39 067 1,16 1,04 119 092
Maluku Utara 122 134 1,42 144 138 1,39 1,61 142 140
NTB 137 126 1,19 125 131 1,40 1,60 135 134
NTT 066 099 0,82 062 088 1,09 1,04 1,08 0,90
Papua 096 111 1,00 093 1,00 121 1,45 123 111
Papua Barat 146 147 1,38 168 1,68 1,56 1,75 153 157
Riau 106 098 1,50 094 130 1,09 1,18 1,08 114
Sulawesi Barat 113 1,15 1,06 130 1,25 1,25 152 126 124
Sulawesi Selatan 0,76 114 0,98 0,92 1,09 1,27 1,36 1,23 1,09
Sulawesi Tengah 119 111 0,97 065 1,06 1,22 1,32 121 1,09
Sulawesi Tenggara 096 1,09 0,93 104 111 1,20 1,25 1,19 1,10
Sulawesi Utara 120 1,20 1,05 096 114 131 1,43 135 1,20
Sumatera Barat 092 091 1,14 096 1,15 1,03 112 1,00 1,03
Sumatera Selatan 096 116 0,94 086 111 1,32 1,27 125 111
Sumatera Utara 119 117 1,05 110 121 1,28 1,32 1,26 1,20
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Pada tingkat SMP, rata-rata nilai tertinggi secara nasional diperoleh oleh
Propinsi Gorontalo dengan nilai 1,44, sedangkan rata-rata nilai terendah 0,90
dicapai oleh Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pendidikan tingkat menengah dibedakan dalam dua satuan pendidikan,
yaitu jenjang SMA telah mencapai 2.944 sekolah dari jumlah keseluruhan
18.545 sekolah atau 15.87% dan SMK telah mencapai 1.811 sekolah dari total
keseluruhan 10.234 sekolah atau 17.69%.

2) Secara nasional hasil dari pencapaian penjaminan mutu jenjang SMA dam SMK
dilihat dari per standar sesuai SNP, sebagai berikut.

Hasil Pemetaan dari SNP Tingkat SMA Tahun 2012

Provinsi . 8 St - e Total

Isi  Proses Lulusan PTK Sarpras Kelola Biaya Nilai Rata2
NASIONAL 1,50 1,20 0,96 125 1,24 1,39 1,33 1,44 1,29
Aceh 149 1,18 1,02 149 126 1,29 1,37 1,35 131
Bali 179 138 1,24 163 152 151 1,65 1,60 154
Bangka Belitung 132 101 0,85 113 112 1,14 1,09 1,20 111
Banten 164 094 0,98 134 126 1,43 147 1,46 131
Bengkulu 173 091 0,79 118 121 143 1,29 148 1,26
DI. Yogyakarta 125 1,00 058 0,78 093 1,10 0,86 1,15 0,96
DKI Jakarta 171 134 1,04 140 142 1,50 144 1,56 143
Gorontalo 1,79 150 1,34 151 159 1,61 1,50 1,64 1,56
Jambi 149 119 1,00 117 122 1,35 1,26 141 1,26
Jawa Barat 162 1,26 0,96 134 128 1,43 1,36 1,46 1,34
Jawa Tengah 167 137 1,05 149 142 150 1,55 154 145
Jawa Timur 156 1,35 111 141 143 147 149 154 142
Kalimantan Barat 159 129 1,14 164 147 140 1,58 148 145

Kalimantan Selatan 106 1,10 0,88 107 1,19 1,28 1,28 1,35 1,15
Kalimantan Tengah 155 0,78 0,66 0,74 1,04 1,29 1,09 1,30 1,06

Kalimantan Timur 160 1,18 0,95 124 124 1,39 1,38 142 1,30
Kepulauan Riau 177 118 0,75 100 112 144 1,14 152 124
Lampung 164 121 1,05 154 134 1,39 141 144 1,38
Maluku 178 134 0,84 0,71 0,80 153 1,06 1,57 1,20
Maluku Utara 165 145 1,27 143 125 1,49 1,49 1,55 145

Nusa Tenggara Barat 169 1,38 1,08 126 1,20 1,56 151 154 1,40
Nusa Tenggara Timur 0,86 1,00 0,67 0,73 0,85 112 0,94 1,19 0,92

Papua 175 138 111 156 1,16 149 1,27 1,58 141
Papua Barat 147 1,09 1,23 138 125 153 152 155 1,38
Riau 149 1,02 0,69 098 1,07 131 112 1,34 1,13
Sulawesi Barat 154 121 1,02 121 113 141 149 148 131
Sulawesi Selatan 100 1,26 0,93 095 1,09 142 1,22 1,48 117
Sulawesi Tengah 1,70 1,23 0,83 086 114 1,43 1,10 1,44 1,22
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8 SNP Total
Isi  Proses Lulusan PTK Sarpras Kelola Biaya Nilai Rata2
Sulawesi Tenggara 103 112 0,86 104 1,05 1,25 1,01 1,26 1,08

Provinsi

Sulawesi Utara 151 111 084 089 1,03 1,36 1,08 1,39 1,15
Sumatera Barat 149 101 0,94 135 1,27 1,29 1,32 1,37 1,26
Sumatera Selatan 119 121 0,88 103 1,08 1,35 1,20 142 117
Sumatera Utara 1,73 145 1,05 145 1,37 152 1,25 1,60 143

Hasil Pemetaan dari SNP Tingkat SMK Tahun 2012

Provinsi . 8 SNP . . Ueie!

Isi Proses Lulusan PTK Sarpras Kelola Biaya Nilai Rata2

NASIONAL 1,63 1,28 066 1,32 127 167 223 149 144
Bali 176 137 1,16 176 149 1,48 1,60 152 152
Bangka Belitung 122 0,90 0,62 271 228 6,62 20,17 256 464
Banten 174 134 0,68 143 1,30 150 1,29 151 1,35
Bengkulu 166 117 0,96 125 124 134 124 137 1,28
DI. Yogyakarta 166 124 0,32 121 1,20 1,36 1,23 141 121
DKI Jakarta 172 144 0,74 161 150 1,55 1,55 1,56 1,46
Gorontalo 165 124 0,79 199 162 2,79 6,33 182 228
Jambi 161 121 0,52 186 153 335 8,06 191 251
Jawa Barat 158 127 0,85 122 118 1,38 123 139 126
Jawa Tengah 167 146 0,69 135 132 1,55 142 154 137
Jawa Timur 170 132 0,61 137 124 1,55 1,75 1,48 137
Kalimantan Barat 180 146 0,00 1,75 153 1,60 1,49 1,59 1,40

Kalimantan Selatan 1,71 1,26 0,27 113 117 1,39 121 143 1,19
Kalimantan Tengah 145 1,07 0,21 0,79 110 1,99 3,75 1,45 1,48

Kalimantan Timur 167 1,25 0,27 129 115 1,77 2,27 1,46 1,39
Kepulauan Riau 179 132 0,70 174 127 149 1,73 148 144
Lampung 167 130 0,91 147 144 1,90 2,94 1,58 1,65
Maluku 179 138 0,48 0,74 098 1,46 114 1,55 1,19
Maluku Utara 161 136 112 141 127 143 147 140 1,38

Nusa Tenggara Barat 1,68 1,33 0,80 144 113 1,45 1,40 1,49 1,34
Nusa Tenggara Timur 1,17 0,95 0,16 048 0,73 0,96 0,73 1,04 0,78

Papua 152 139 0,82 114 134 1,23 1,03 1,30 122
Papua Barat 177 127 0,86 173 148 1,36 1,66 144 145
Riau 139 1,07 0,66 190 171 4,01 11,13 202 299
Sulawesi Barat 162 1,20 043 1,09 110 1,96 3,42 142 153
Sulawesi Selatan 1,72 136 0,20 093 113 1,42 1,22 149 118
Sulawesi Tengah 166 1,30 0,28 089 111 1,39 1,30 1,45 1,17
Sulawesi Tenggara 168 113 0,80 140 119 1,39 1,37 136 129
Sulawesi Utara 164 1,39 0,39 096 117 1,90 2,66 1,63 147
Sumatera Barat 155 114 0,82 137 117 154 2,25 1,35 1,40
Sumatera Selatan 163 1,30 0,19 074 112 144 1,25 143 1,14
Sumatera Utara 176 141 0,98 153 143 2,07 314 1,65 1,75
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3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dalam bidang PAUD, PPMP
melakukan pemetaan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Lembaga
Kursus dan Pelatihan (LPK).

Pemetaan pada PAUD terutama untuk TK mengacu pada 4 SNP yaitu : 1)
Standar tingkat pencapaian perkembangan (STP), 2) Standar pendidik dan
tenaga kependidikan (SPTK), 3) Standar Isi, Proses dan Penilaian (SIPP), dan 4)
Standar Sarana, Prasarana, pengelolaan dan pembiayaan (SSPP).

Sedangkan dalam pemetaan mutu untuk LPK digunakan standar pengelola,
standar pembimbing, standar penguiji, standar teknisi dan standar kompetensi
lulusan (SKL). Untuk LPK Bahasa Inggris pada tahun 2012 berjumlah 91
lembaga yang dimonitor, LPK Komputer 156 lembaga dan 93 LKP Kursus
Menjahit.

Dapat dilihat dari rata-rata skor pemenuhan standar mutu dari LKP Bahasa
Inggris secara nasional, maka terlihat bahwa Standar Penguji menunjukkan
skor tertinggi (skor rata-rata = 2,74). Skor rata-rata terendah diperoleh SKL
(skor rata-rata = 2,38). Untuk hasil selengkapnya dapat dilihat di grafik berikut
ini:

Pemenuhan Standar Nasional

| ' l i ‘ ]
PENGE! LOLA '

PEMBIMBING —
PENGUII i

TEKNISI e
SKL

Pemenuhan setiap standar dari lembaga kursus dan pelatihan kecantikan
rambut dihitung secara nasional. Adapun hasil rata-rata nasional untuk seluruh
kompetensi adalah sebagai berikut.

Pemenuhan Standar Nasional
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Berdasarkan tabel rata-rata nasional di atas, jika diurutkan berdasarkan rata-
rata tertinggi, maka standar Penguji memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu 2.75,
kemudian SKL dengan nilai rata — rata 2.68, standar Pembimbing sebesar 2.46,
standar Pengelola dengan nilai 2.37 dan terakhir standar Teknisi sebesar 2.30.

Dapat dilihat juga dari rata-rata skor pemenuhan standar mutu secara
nasional, maka terlihat bahwa Standar SKL menunjukkan skor tertinggi (skor
rata-rata = 3,23). Skor rata-rata terendah diperoleh Standar Pembimbing (skor
rata-rata = 2,38). Untuk hasil selengkapnya dapat dilihat di grafik di bawah ini.

Pemenuhan Standar Nasional

2 66 323
Pengelola ' '
SKL o

Pemblmblng PEI‘IgU]I
Teknisi

Pada tahun 2012, sejumlah 30 perguruan tinggi, baik PTN dan PTS telah
mengikuti penjaminan mutu pendidikan melalui evaluasi mutu internal dan
telah dimonitor oleh Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan. Sedangkan untuk
LPTK 89 lembaga telah melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Dalam pelaksanaan EDS 2012 secara keseluruhan ada beberapa tantangan

yang dihadapi dan masih perlu perbaikan, diantaranya:

1) Pembenahan data

2) Beberapa rumus yang digunakan dalam EDS online masih memerlukan
kajian lebih lanjut karena dapat menimbulkan kesimpulan yang salah dalan
rekapitulasi

3) Beberapa pertanyaan dalam angket masih terdapat multi tafsir dan
multiinterprestasi

Untuk mengatasi tantangan seperti yang diuraikan diatas, diambil langkah

antisipasi berikut :

1) Untuk pembenahan data, pada saat pengisian data dalam excel sebaiknya
dilengkapi dengan data lain sebagai penunjang;

2) Rumus yang digunakan dikaji ulang dan diuji validasi dalam rekapitulasi;

3) Memberikan keterangan pada pertanyaan dan pernyataan yang dapat
menyebabkan multi tafsir dan multi interprestasi.
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Rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir hambatan atau
kendala yang terjadi didalam pelaksanaan EDS online adalah penyusunan
pedoman manual pengisian instrumen EDS tersebut baik untuk guru dan
siswa, juga untuk kepala sekolah dan pengawas sekolah. Sehingga analisis
yang diperoleh dari EDS dapat digunakan oleh dinas pendidikan propinsi
terkait.

6) CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Program penelitian dan pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan
kemdikbud dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Penelitian. Program ini
dilaksanakan untuk mendukung lima tujuan strategis Kemdikbud, antara lain:
a. Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di
semua provinsi, kabupaten dan kota (T1);
b. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu
dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota (T2);
c. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang bermutu,
relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota (T3);
d. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan,
berdaya saing internasional dan berkesetaraan di semua provinsi (T4);
e. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa
berkelanjutan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
(T5).
Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis untuk program penelitian dan
pengembangan, dimana Ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur/dilihat
dari tingkat ketercapaian indikator kinerja utama-nya.

a. Meningkatnya Kualitas Kurikulum, Sistem Pembelajaran dan Perbukuan
Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui
beberapa IKU “Persentase Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran, dan
Perbukuan”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Meningkatnya kualitas ~ Persentase 80% 90,62% 113 80% 88,42% 110,53
kurikulum, sistem penyempurnaan

pembelajaran dan kurikulum, sistem
Perbukuan pembelajaran dan

perbukuan

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU Persentase
Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran, dan Perbukuan untuk tahun
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2012 realisasi capaian kinerjanya telajh melebihi target, yaitu sebesar 88.42%,
dengan persentase capaian sebesar 110,53%. Pencapaian IKU tersebut didukung
oleh beberapa pencapaian kinerja berikut ini.

1)

2)

3)

4)

5)

Tersusunnya Bahan Kebijakan Teknis Kurikulum, Pembelajaran & Perbukuan,
dengan capaian 100%, yaitu sebanyak 66 bahan. Bahan kebijakan ini meliputi:
satu bahan standar kompetensi pendidikan, satu laporan penelitian kurikulum,
51 Bahan Kebijakan Kurikulum dan Perbukuan, satu Rekomendasi Buku Bebas
PPN dan satu peta profil variabel karakter bangsa.

Tersusunnya model Kurikulum dan Perbukuan, dengan capaian 96,52%, yaitu
sebanyak 51 model. Jumlah ini merupakan angka ekivalen pencapaian yang
terdiri atas: dua model kurikulum dengan realisasi 100%, 44 Model Bahan Ajar
dengan realisasi 79,11%, satu model sarana pembelajaran dengan realisasi
100%, dan 332 sekolah rintisan kurikulum dengan realisasi 99,40%.

Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kurikulum dan Perbukuan dicapai
51,05%, yaitu sebanyak 11 paket. Jumlah ini merupakan angka ekivalen
pencapaian yang terdiri atas: Pengembang Kurikulum Provinsi (33 tim
pengembang) dengan realisasi 100%, Pengembang Kurikulum Kab/Kota (125
tim pengembang) dengan realisasi 62,68%, Fasilitator Kurikulum daerah (165
orang) dengan realisasi 78.57%, Lembaga Pengembang Kurikulum (5 lembaga)
dengan realisasi 100%, Hak Cipta Buku (50 buku) dengan realisasi 100%,
Penulis Naskah Buku Pendidikan (100 penulis) dengan realisasi 100%, Buku
yang Diterjemahkan (3 judul/buku) dengan realisasi 67,37%, Buku Braille yang
telah dialihaksarakan (10 buku) dengan realisasi 100%, Buku Hasil Pengadaan
(319.703 eksemplar) dengan realisasi 51.10%, Penulis Buku Pendidikan Yang
kompeten (60 penulis) dengan realisasi 100%, dan Daerah Rintisan
Pengembangan Buku Murah (0 daerah) dengan realisasi 10%.

Efektifitas Pengembangan & Penerapan Kurikulum/Perbukuan Melalui
Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian dicapai 100%. Jumlah ini
merupakan angka ekivalen pencapaian yang terdiri atas: 693 Satuan
Pendidikan Dievaluasi dengan realisasi 100%, 100 Buku Teks Pelajaran
Terstandar dengan realisasi 100%, 1000 Buku Non Teks Pelajaran Terstandar
dengan realisasi 100%, dan 774 Naskah Hasil Sayembara dengan realisasi
100%.

Peningkatan sistem manajemen pengembangan kurikulum dan perbukuan
dicapai 94,53%, yang terdiri atas: 3 Publikasi Kurikulum dan Perbukuan dengan
realisasi 100%, dua Sertifikat ISO dengan realisasi 100%, lima Dokumen
Manajemen Puskurbuk dengan realisasi 85%, 5 Dokumen Informasi Kurikulum
dan Perbukuan dengan realisasi 100%.
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Meskipun target kinerja telah tercapai, namun dalam pelaksanaanya masih
dijumpai beberapa hambatan dan Kendala diantaranya adalah:

1)

3)

4)

5)

6)

Untuk mengkaji, menelaah, mengembangkan, dan menyusun perangkat
kurikulum 2013 yang hasilnya digunakan sebagai materi utama kegiatan
bantuan teknis profesional pengembangan kurikulum kepada Pengembang
Kurikulum;

Untuk menghasilkan buku pendidikan yang diterjemahkan harus mendapat ijin
pengalinbahasaan dan penggandaan terbatas dari penerbit buku sehingga
jumlah judul buku pendidikan yang bisa dibeli hak copy-nya dan digandakan
terbatas;

Untuk menghasilkan buku yang dicetak, digandakan dan pengirimannya
menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan sebagai
daerah khusus, bencana, konflik serta keadaan khusus lainnya

Keterlambatan Penerbitan bulletin diakibatkan kurangnya kesiapan dan waktu
yang cukup bagi penulis artikel dan kurangnya tenaga SDM yang berkualitas;
serta adanya ketentuan prosedur penilaian yang telah ditetapkan,

Perintisan pengadaan buku murah di daerah yang batal dilaksanakan karena
tidak adanya kesiapan bagi daerah untuk pengalihan aset mesin cetak dari
pihak kementerian, penyediaan tenaga profesional di daerah di bidang
percetakan;

Persetujuan APBN-P baru disetujui pada tanggal 11 Oktober 2012 yang
mengakibatkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Melihat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan di atas beberapa langkah
antisipasi yang akan dilakukan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat
tercapai dengan baik dimasa depan adalah:

a. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menjadi prasyarat
untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya;

b. Mengoptimalkan koordinasi dan sistem perencanaan dan penganggaran di
tingkat internal dan dengan eksternal (mitra kerja) sehingga apabila
terdapat proses revisi target kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan
beban kerja dan sumber daya serta waktu penyelesaian. Dengan demikian,
pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja hasil revisi dapat
dikerjakan dengan waktu yang cukup dan berkualitas;
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c. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan mitra kerja (perguruan
tinggi, penyedia barang/jasa, kementerian terkait, atau stakeholders lainnya)
serta penyiapan bahan pendukung secara lengkap sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku maupun ketentuan yang berlaku dalam
organisasi mitra kerja dalam rangka mencapai target kinerja yang telah
ditetapkan. Misalkan dalam program “pembelian copyright buku yang akan
diterjemahkan” perlu memperhatikan ketentuan pembelian copyright mitra
kerja dari penerbit asing;

b. Meningkatnya Hasil Penelitian untuk Perumusan Kebijakan Nasional.
Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui IKU
“Persentase Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Penelitian dan
Pengembangan”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Meningkatnya Hasil Persentase Rekomendasi 100% 100% 100 100%  118.19% 118.19

penelitian untuk Kebijakan Pendidikan
perumusan Berbasis Penelitian dan
kebijakan nasional Pengembangan

Berdasarkan data kinerja kegiatan di atas dapat dijelaskan bahwa IKU Persentase
Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Penelitian dan Pengembangan
capaian kinerja melebihi target, yaitu 118.19%, namun secara daya serap (realisasi)
keuangan belum mencapai 100%, hal disebabkan antara lain oleh adanya
penghematan penggunaan dana anggaran belanja perjalanan lainnya dalam
rangka pengumpulan data; beberapa anggaran honorarium terkait output
kegiatan yang masih dibintangi atau diblokir, dan ada dua komponen kegiatan,
yaitu Seminar Laporan tidak terlaksana.

Pencapaian IKU di atas didukung oleh pencapaian beberapa pencapaian kinerja

berikut ini:

1) Rekomendasi Kebijakan PAUD Berbasis Penelitian dan Pengembangan, dengan
persentase target Kinerjanya mencapai 100%, Laporan Evaluasi Model-Model
Penyelenggaraan PAUD dan Laporan Kajian Akses dan Mutu PAUD.

2) Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Dasar Berbasis Penelitian dan
Pengembangan, dengan persentase target Kinerjanya mencapai 142.86%,
melampaui target output yang telah ditetapkan yaitu tujuh dokumen, menjadi
sebanyak 10 dokumen, hal ini terjadi karena adanya penambahan dana melalui
revisi anggaran untuk kegiatan BERMUTU, yakni luncuran kegiatan 2011 dan
percepatan tahun 2013 yang persetujuan keluar revisinya tanggal 5 november
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3)

4)

5)

2012. Sepuluh dokumen tersebut yaitu terdiri dari Dokumen: (1) Laporan
Evaluasi Mutu Pelayanan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan Dasar (SSN
dan SBI); (2) Laporan Kajian Mutu Guru Pendidikan Dasar; (3) Laporan Kajian
Model-Model Penyelenggaraan ESD Jenjang Dikdas; (4) Laporan Kajian
Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan Jenjang Dikdas; (5) Laporan Kajian
Model-Model Pendidikan Inklusif (Pelayanan Anak Cerdas); (6) Laporan
Evaluasi Dampak Bantuan BERMUTU Kepada KKG/MGMP dan Sertifikasi Guru
Terhadap Kinerja Guru; (7) Laporan Studi Tentang Tingkat Kemangkiran Guru;
(8) Laporan Evaluasi Dampak Bantuan Bermutu Kepada KKG/MGMP Terhadap
Kinerja Guru; (9) Laporan Evalusi Dampak Bantuan BERMUTU Kepada
KKG/MGMP dan Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru; (10) Evaluasi Dampak
Bantuan BERMUTU Kepad KKG/MGMP Terhadap Kinerja Guru.

Kebijakan Pendidikan Menengah Berbasis Penelitian dan Pengembangan,
dengan persentase target Kinerjanya mencapai 100%, yang berupa Evaluasi
Mutu Pelayanan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan Menengah (SSN dan
SBI); dan Kajian Mutu Guru Pendidikan Menengah, masing-masing satu
dokumen.

Kebijakan Pendidikan Tinggi Berbasis Penelitian dan Pengembangan, dengan
persentase target Kinerjanya mencapai 200%, melampaui target output yang
telah ditetapkan yaitu tiga dokumen, menjadi sebanyak 6 dokumen, hal ini
terjadi karena adanya penambahan dana melalui revisi anggaran untuk
kegiatan BERMUTU, yakni luncuran kegiatan 2011 dan percepatan tahun 2013
yang persetujuan keluar revisinya tanggal 5 November 2012. Keenam
dokumen tersebut yaitu terdiri dari Dokumen: (1) Laporan Evaluasi Pola-Pola
Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi; (2) Kajian Relevansi
Peraturan Perundang-Undangan Pendidikan Tinggi; (3) Efektivitas Perubahan
Status Kelembagaan LPTK ke Universitas; (4) Evaluasi Dampak Pemberian
Beasiswa Untuk Mahasiswa Dari Perguruan Tinggi; (5) Evaluasi Dampak
Peningkatan Kesejahteraan Guru Terhadap Mutu Input LPTK dan Dampak
Pemberian Bantuan Dana Insentif Akreditasi Kepada LPTK Terhadap
Kemampuan Lulusannya; (6) Evaluasi Dampak Peningkatan Kesejahteraan
Guru Terhadap Mutu Input LPTK dan Dampak Pemberian Bantuan Dana
Insentif Akreditasi Kepada LPTK Terhadap Kemampuan Lulusannya
(merupakan kegiatan Luncuran tahun 2011, yaitu: kegiatan Seminar Laporan).
Rekomendasi Kebijakan Tentang Manajemen Pendidikan.

Pencapaian target tersebut belum sesuai dengan target renstra yaitu sepuluh
yang ditargetkan hanya empat yang tercapai, (1) Kajian Pendanaan
Implementasi Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar; (2) Kajian
Pendanaan Implementasi Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Menengah;
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(3) Kajian Mekanisme Pendanaan Pendidikan, dan (4) Kajian Perintisan Bos
Pendidikan Menengah.

6) Kebijakan Pendidikan Non Formal dan Informal Berbasis Penelitian dan
Pengembangan, dengan persentase target Kinerjanya mencapai 200%,
melampaui target yang telah ditetapkan. Kedelapan kebijakan tersebut yaitu
terdiri dari : (1) Pengkajian Tentang Kebijakan Otonomi Pendidikan; (2) Peran
PEMDA, LPMP dan P4TK Dalam Pembinaan Karier dan Profesionalisme PTK; (3)
Payung Dan Isu-Isu Strategis Penelitian 10 Tahun Ke Depan; (4) Kajian
Efektivitas Sertifikasi Guru; (5) Pengkajian Pendidikan Di Daerah Khusus Dan
Daerah Perbatasan (Termasuk Daerah Pinggiran); (6) Kajian Tentang
Keterlaksanaan Pendidikan Inklusif Dalam Penuntasan Wajar DIKDAS 9 Tahun;
(7) Kajian Efektivitas Dan Efesiensi Layanan Pendidikan Orang Dewasa
Berkelanjutan Yang Berkesetaraan, Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan
Masyarakat; (8) Efektivitas Penyelenggaraan Prigram Keaksaraan Fungsional.

7) Jaringan Penelitian dan Pembinaan, capaian kinerjanya belum sesuai dengan
target yaitu 9599%, dengan output sebagai berikut 1) percepatan
pembentukan jaringan penelitian hanya diikuti oleh 23 daerah dari 25 daerah
yang menjadi target, hal ini terjadi karena ada 2 provinsi yang belum
membentuk jaringan penelitian yaitu Sulawesi Barat dan Papua Barat, dan 2)
pelatihan analisis dan penelitian kebijakan telah diikuti oleh 207 orang sesuai
target.

Meskipun target kinerja yang ditetapkan telah tercapai, namun dalam usaha
pencapaian sasaran strategis masih dijumpai beberapa hambatan dan kendala,
diantaranya adalah:

1) Masih adanya ketidaksinkronan antara jadwal/waktu pelaksanaan penelitian
dengan ketersediaan dang;

2) Masih adanya hambatan di beberapa Daerah yang akan dijadikan sampel
kegiatan penelitian dalam berkoordinasi untuk mempersiapkan pelaksanaan
penelitian di lapangan, khususnya pada tahapan kegiatan Pengumpulan data;

3) Terbatasnya jumlah SDM Peneliti yang ada;

4) Penerbitan Jurnal Penelitian sering terhambat oleh kesulitan memperoleh
artikel karena tidak adanya kesiapan dan waktu yang cukup bagi penulis artikel
dan terbatasnya petugas Editor yang memiliki komitmen dalam menyelesaikan
tugasnya sesuai dengan ketentuan dan prosedur (SOP) yang telah ditetapkan;

5) Adanya revisi anggaran, termasuk untuk kegiatan BERMUTU, yakni luncuran
kegiatan 2011 dan percepatan tahun 2013 yang persetujuan revisinya selesai
tanggal 5 November 2012. Sehingga tidak cukup waktu untuk menyelesaikan
seluruh tahapan kegiatan yang sudah direncanakan.
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Melihat hambatan dan kendala yang dihadapi di atas beberapa langkah antisipasi
yang akan dilakukan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai
dengan baik dimasa depan diantaranya:

1) Membuat jadwal perencanaan pelaksanaan kegiatan dengan lebih cermat.

2) Agar melakukan koordinasi lebih awal dengan pihak Daerah yang akan
dijadikan sampel penelitian, agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan
dengan baik dan lancar.

3) Perlu dibuat daftar kebutuhan tenaga (SDM) dengan cermat dan
mempertimbangkan kompetensinya serta membuat program peningkatan
kemampuan bagi para staf peneliti dengan terencana.

c. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui
beberapa IKU “Persentase pengembangan soal akademik dan non akademik,
model penilaian pendidikan, analisis hasil penilaian dan survey pendidikan serta
penyebaran informasi penilaian pendidikan”. Adapun tingkat pencapaiannya
adalah sebagai berikut.

Meningkatnya Persentase Pengembangan  100% 100% 100 100% 100% 100
Kualitas Penilaian Soal Akademik dan Non
Pendidikan Akademik, Model Penilaian

Pendidikan, Analisis Hasil
Penilaian dan Survey
Pendidikan Serta
Penyebaran Informasi
Penilaian Pendidikan

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU “Persentase
Pengembangan Soal Akademik dan Non Akademik, Model Penilaian Pendidikan,
Analisis Hasil Penilaian dan Survey Pendidikan Serta Penyebaran Informasi
Penilaian Pendidikan” dapat tercapai 100%. Pencapaian IKU ini didukung oleh
pencapaian kinerja berikut ini:

1) Soal/Kaset Penilaian Akademik Untuk Peserta Didik dan PTK.
Pencapaian fisik yang melampaui target dicapai pada output Soal Ujian untuk
Peserta Didik dan Kaset Kemampuan Mendengarkan Bahasa Inggris SMP, SMA
dan SMK. Pada awal penentuan target kebijakan untuk paket Ujian Nasional
per kelas (20 anak) adalah 5 paket soal dimana dalam satu kelas ujian akan
tersebar 5 paket soal yang berbeda, dengan paket soal sejumlah tersebut
maka jumlah soal yang dibuat untuk bank soal UN dicukupkan dengan 29.100
soal saja. Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menyebutkan
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2)

3)

4)

bahwa paket Ujian Nasional tahun 2013 adalah 20 paket per kelas
menyebabkan Pusat Penilaian Pendidikan memutuskan untuk menambah
jumlah soal melalui APBNP 2012 sejumlah 11.640 soal sebagai bentuk
pemenuhan kebijakan menteri. Capaian Fisik Indikator Kinerja pertama untuk
output Kaset juga melampaui target dengan realisasi fisik 107,81%. Target fisik
untuk kaset pada tahun 2012 adalah sejumlah 180.000 kaset sedangkan
realisasi fisiknya adalah sebanyak 194.060 buah kaset. Penambahan jumlah
kaset melampaui target semula karena adanya penambahan jumlah peserta
ujian Nasional terutama untuk listening atau Mendengarkan Bahasa Inggris
untuk jenjang SMP, SMA dan SMK.

Soal Penilaian Non Akademik Untuk Peserta Didik dan PTK;

Pencapaian indikator kinerja Jumlah Soal Penilaian Akademik Untuk Peserta
Didik dan PTK masih dibawah renstra akan tetapi pemenuhan target fisik untuk
tahun 2012 ini sudah tercukupi yaitu 100%. Dalam Renstra target indikator
kinerja ini adalah 6000 soal, karena adanya efisiensi anggaran pada tahun 2012
ini maka Pusat Penilaian Pendidikan mencukupkan untuk mentargetkan
pembuatan soal Non Akademik 2500 soal sesuai dengan anggaran yang
tersedia. Untuk pemenuhan renstra akan ditambahkan jumlah penulisan soal
pada tahun-tahun mendatang.

Analisis Hasil Penilaian Pendidikan dan Survey Tingkat Nasional dan
Internasional;

Target fisik untuk indikator kinerja Analisis Hasil Penilaian Pendidikan dan
Survey Tingkat Nasional dan Internasional adalah 24 dokumen hasil analisis
yang didukung oleh 5 output. Target ini terpenuhi 95.83%, satu output yaitu
Dokumen Analisis Studi Nasional dan Internasional dengan target awal
sejumlah 10 dokumen mendapatkan penambahan target sejumlah 6 dokumen
dalam APBNP, sehinggal totalnya adalah 16 dokumen, dalam pelaksanaannya
hanya 15 dokumen yang dapat terpenuhi, satu dokumen tidak dapat
dilaksanakan karena adanya pemblokiran dana pengadaan pada APBNP 2012.

PTK (Guru) yang Terlibat Pengembangan Jaringan dan Peningkatan
Kompetensi di Bidang Penilaian Pendidikan;

Target fisik indikator kinerja Jumlah PTK (guru) yang terlibat Pengembangan
Jaringan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Penilaian Pendidikan adalah
450 PTK didukung 1 output yaitu Jaringan Penilaian. Target output Jaringan
Penilaian untuk tahun 2012 sebesar 350 PTK. Target yang ditetapkan tidak
tercapai karena pagu yang tersedia untuk melaksanakan target output 350 PTK.
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5) Model Penilaian Pendidikan
Pencapaian fisik untuk indikator kinerja di atas dengan target renstra 17 model
memang hanya dapat dilaksanakan sebanyak 5 model, hal ini sesuai dengan
penentuan target tahunan yaitu 5 model penilaian pendidikan. Pencapaian
fisik untuk indikator kinerja ini 100% sesuai dengan target awalnya, untuk
pemenuhan renstra maka akan dilakukan pada tahun tahun mendatang.

Meskipun target kinerja yang ditetapkan telah tercapai, namun dalam usaha
pencapaiannya masih dijumpai hambatan dan Kendala diantaranya adalah
perubahan kebijakan percetakan yang direncanakan 33 titik menjadi 4 titik;

d. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penelitian dan Pengembangan
Kebudayaan yang Bermanfaat untuk Merumuskan Bahan Kebijakan dan
Masyarakat.

Sasaran Strategis ini baru mulai dimasukan dalam revisi renstra Balitbang bulan

Oktober 2012, yang merupakan dampak dari masuknya kebudayaan dalam

lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis diatas, dapat dilihat melalui
IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan Kebudayaan Berbasis Penelitian dan
Pengembangan. Akan tetapi untuk pencapaian 2011 tidak dapat diukur karena
Kebudayaan belum bergabung dengan Balitbang. Adapun tingkat pencapaiannya
adalah sebagai berikut :

Meningkatnya Kualitas Persentase 0 0 0 100% 90% 90
dan Kuantitas Penelitian Rekomendasi

dan Pengembangan Kebijakan Kebudayaan

Kebudayaan yang Berbasis Penelitian

Bermanfaat untuk dan Pengembangan

Merumuskan Bahan
Kebijakan dan
Masyarakat Luas

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU “Persentase

Rekomendasi Kebijakan Kebudayaan Berbasis Penelitian dan Pengembangan”

capaian kinerjanya mencapai 90%. Ketercapaian IKU tersebut melalui

ketercapaian pencapain kinerja berikut ini :

1) Terususunnya rekomendasi Kebijakan Penelitian Kebudayaan menghasilkan
tiga rekomendasi.
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2) Tersusunnya program dan kerjasama kebudayaan yang menghasilkan tujuh
program dan kerjasama

Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran “Meningkatnya
Kualitas dan Kuantitas Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan yang
Bermanfaat untuk Merumuskan Bahan Kebijakan dan Masyarakat Luas” di atas
adalah:

1) Proses pemindahan DIPA dari Kemen Parekraf ke Kemdikbud cukup memakan
waktu, berdampak APBN-P untuk melaksanakan sasaran ini baru turun akhir
bulan Oktober 2012;

2) Terbatasnya SDM, SDM yang ada hanya terdiri dari: peneliti 13 orang, staf
administrasi 4 orang, struktural 8 orang;

3) Waktu yang tersedia 2 bulan efektif sehingga untuk menyelesaikan 4 IKK
dirasakan kurang memadai.

Melihat hambatan dan kendala yang dihadapi di atas beberapa langkah antisipasi

yang akan dilakukan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai

dengan baik dimasa depan adalah :

1) Melakukan perencanaan program dan anggaran secara optimal dan
terkoordinasi

2) Penambahan SDM yang sesuai dengan kualifikasi baik melalui rekrutmen
CPNS maupun mutasi pegawai dari pusat-pusat di lingkungan Balitbang
maupun dari unit utama lainnya.

e. Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis di atas, dapat dilihat melalui

beberapa IKU berikut ini.

1) Persentase program/satuan pendidikan PNF, sekolah/madrasah, prodi dan
institusi PT, LPTK yang diakreditasi;

2) Peningkatan standar nasional mutu pendidikan.

Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Meningkatnya Standar Persentase Program/ Satuan 100% 100% 100 100% 100% 100
Mutu pendidikan dan Pendidikan PNF, Sekolah/
pelaksanaan akreditasi Madrasah, Prodi dan

Institusi PT, LPTK yang di

Akreditasi

Peningkatan Standar

Nasional Mutu Pendidikan 100% 100% 100 100% 100% 100
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Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa :

1) IKU “Persentase Program/Satuan Pendidikan PNF, Sekolah/Madrasah,
Prodi dan Institusi PT, LPTK yang di Akreditasi”’, Capaian kinerja IKU
tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

a) Akreditasi Sekolah/Madrasah (S/M) telah dilaksanakan sesuai prinsip-
prinsip pelaksanaan akreditasi di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh
BAP-S/M, capaian akreditasi S/M yang dihasilkan pada tahun 2011 adalah
sebanyak 57.757 S/M sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 51.450 S/M.

Berikut rincian capaian jumlah sekolah/madrasah yang telah diakreditasi
selama tahun 2012.

Jumlah Sekolah/Madrasah

Yang Telah Diakreditasi Selama Tahun 2012

1. TK/RA 9.052 3.694
2. SD/MI 11.337 33.697
3. SMP/MTs 3.221 6.257
4., SMA/MA 1.103 3171
5. SMK 1.554 4.382
6. SLB 86 204

JUMLAH 26.353 51.450

Berikut rincian capaian jumlah sekolah/madrasah yang telah diakreditasi
selama tahun 2007-2012.

Jumlah Sekolah/Madrasah Yang Telah Diakreditasi Selama

Tahun 2007-2012

TK/RA 28.553 38.411 40.580 94,66
SD/MI 108.003 143.062 149.661 95,59
SMP/MTs 24.925 32.240 34.010 94,80
SMA/MA 15.329 18.904 19.955 94,73
SMK/MAK* 16.707 19.253 19.755 97,46
SLB 801 1.163 1.224 95,02
Jumlah 194.318 253.033 265.185

b) Akreditasi Perguruan Tinggi (PT) telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip
pelaksanaan akreditasi PT yang dilakukan oleh BAN PT, Target Program
Studi diakreditasi tahun 2011 adalah 2.900 Prodi, ditambah 445 Prodi
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(APBN-P) dapat direalisasikan sebanyak 3.345 Prodi sehingga tercapai 100%
sesuai yang telah direncanakan. Target Program Studi diakreditasi tahun
2012 adalah 2.200 Program Studi, mendapat tambahan APBN-P sebanyak
2.150 Program Studi, sehingga realisasi menjadi 4.350 Program Studi.

Capaian Prodi Perguruan Tinggi Diakreditasi Tahun 2012

1 NEGERI 174 422 271 92 0 959
2 SWASTA 940 1902 195 15 0 3052
3 KEAGAMAAN 4 269 29 4 0 306
4 KEDINASAN 30 1 2 0 0 33
JUMLAH 1148 2594 497 111 0 4350

1 NEGERI 9 3 0 0 0 12
2 SWASTA 16 0 0 0 0 16
3 KEAGAMAAN 1 1 0 0 0 2
4 KEDINASAN 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 26 4 0 0 0 30

c) Capaian kinerja Program/Satuan PNF Diakreditasi belum mencapai target
yang ditetapkan yaitu 2.000 program/satuan PNF. Hal ini disebabkan karena
pagu anggaran yang tersedia pada DIPA 2012 hanya dapat memenuhi
untuk 800 program/satuan PNF. Sehingga capaian kinerja Program/Satuan
PNF Diakreditasi hanya mencapai sebesar 40%. Capaian Program/Satuan
PNF diakreditasi tahun 2012 secara rinci dapat dilihat di bawah ini.

Capaian Program/Satuan Diakreditasi Tahun 2012

1 paup 488 Prog/Satuan
2. Paket A 5 Prog

3. PaketB 2.000 800 22 Prog

program/ program/

4. Paket C Satuan PNF Satuan PNF 43 Prog

5. LKP 237 Prog/Satuan
6. PKBM 5 Satuan

JUMLAH 800 Prog/Satuan
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Beberapa hambatan dan kendala yang dijumpai terkait dengan pelaksanaan
akreditasi pada Program/Satuan Pendidikan PNF, Sekolah/Madrasah, Prodi dan
Institusi PT, LPTK.

Beberapa hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan akreditasi S/M antara lain:
1) Keterbatasan Pagu Anggaran BAN S/M;

2) Masih terbatasnya jumlah assesor di BAP-S/M,;

3) Perlu adanya standar kompetensi yang dimiliki assesor ;

4) Pengelola teknis administrasi pendukung akreditasi masih perlu mendapat
bimbingan;

Beberapa hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan akreditasi PT antara lain:
1) Kegiatan rekomendasi strategi aliansi didasarkan pada undangan dari pihak

Asosiasi Badan Akreditasi Internasional mengingat BAN PT hanya sebagai
anggota asosiasi;

2) Perjalanan luar negeri hanya dilaksanakan ke lima (5) negara, sesuai undangan
yang diterima dari Pihak Asosiasi;

3) Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena turunnya DIPA APBN-P pada
bulan Oktober 2012.

Beberapa hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan akreditasi PNF antara lain:
1) Lembaga PNF yang mengajukan permohonan akrediatasi belum maksimal, hal

ini dikarenakan belum semua lembaga PNF mengerti pentingnya akreditasi;

2) Belum terjadi sinergi yang antara BAN PNF dengan Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagai institusi pembina
dari program/satuan PNF;

3) Dukungan dan peran serta dari dinas pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota
sebagai pembina yang langsung kepada program/satuan PNF belum maksimal
dalam hal memotivasi program/satuan PNF untuk menyelenggarakan atau
melaksanakan proses pembelajaran yang dituntut oleh standar nasional
pendidikan dan pelaksanaan akreditasi sebagai bentuk penjaminan mutu
pendidikan khususnya pendidikan nonformal.

Langkah antisipasi yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam

pelaksanaan akreditasi BAN S/M adalah sebagai berikut:

1) Memperbanyak dan atau meningkatkan kualitas assesor baik di tingkat pusat
maupun daerah;

2) Memyempurnakan materi TOT sehingga dihasilkan pelatih yang dapat
memberikan standar kompetensi assessor;

3) Memberikan bimbingan teknis pengelola teknis administrasi akreditasi BAP-
S/M;
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Langkah antisipasi yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam
pelaksanaan akreditasi BAN PT adalah dengan mengkoordinasikan dengan pihak-
pihak yang terkait Program/kegiatan BAN-PT.

Langkah antisipasi yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam

pelaksanaan akreditasi BAN PNF adalah sebagai berikut:

1) Perlu adanya sosialisasi menyeluruh kepada seluruh stakeholders yang ada di
Indonesia mengenai penjaminan mutu pendidikan melalui akreditasi sesuai
dengan amanat UU RI No 20 Tahun 2003 dan PP RI No. 19 Tahun 2005;

2) Perlu adanya sinergi serta kerjasama antara BAN PNF dengan Direktorat
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal untuk bersama-
sama dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya pendidikan nonformal;

3) Keterlibatan dinas pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota dalam pembinaan
program/satuan PNF yang bermutu berdayaguna dan berdayasaing dalam
pelaksanaan akreditasi khususnya akreditasi pendidikan nonformal.

2) IKU “Peningkatan Standar Nasional Mutu Pendidikan”. Realisasi IKU ini
telah mencapai 100%. Ketercapaian IKU tersebut didukung oleh ketercapaian
kinerja, berikut ini:

a) SNP dikembangkan dan disempurnakan tercapai sesuai dengan target yang
telah direncanakan yaitu 9 hasil pemantauan dan evaluasi standar yang
terdiri dari : 1) Standar Sarana dan Prasarana; 2) Standar Biaya Pendidikan
Dasar dan Menengabh; 3) Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 4)
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 5) Standar Pengelolaan
Pendidikan Dasar dan Menengah; 6) Standar Penilaian Pendidikan Dasar
dan Menengah; 7) Standar Buku Teks Pelajaran Pendidikan Dasar dan
Menengah; 8) Standar Pendidikan Non formal; 9) Dokumen Layanan
Manajemen BSNP.

b) Peserta Didik yang dinilai Kompetensinya sesuai SNP capaian pada tahun
2012 sejumlah 11.660.425 peserta didik, jumlah ini belum sesuai dengan
target yang telah direncanakan dalam renstra 13.356.659 peserta didik,
tetapi capaian ini melebih dari target RKAKL 11.576.816 peserta didik.

Hambatan yang ditemui dalam pencapaian dengan IKU Peningkatan Standar

Nasional Mutu Pendidikan adalah adanya penghitungan target renstra untuk
“peserta didik yang dinilai kompetensinya sesuai SNP” setiap tahunnya
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diperkirakan naik 3% ternyata target tersebut tidak tercapai karena ada 2 provinsi
yang tidak ikut ujian paket AB,C tahap 2 yaitu Papua Barat dan Kalimantan Timur.

7) CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
BAHASA

Program pengembangan dan pembinaan bahasa merupakan program yang
bertujuan untuk melestarikan bahasa dan sastra Indonesia. Program ini
dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Pelaksanaan
program ini bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan strategis (T6)
Kemdikbud, yaitu Terwujudnya bahasa Indonesia sebagai jati diri dan martabat
bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, sarana
komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah, serta wahana pengembangan
IPTEKS.

Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis untuk program pengembangan dan
pembinaan bahasa, dimana Ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur/dilihat
dari tingkat ketercapaian indikator kinerja utama-nya.

a. Sekurang-kurangnya 80% bahasa daerah di Indonesia terpetakan.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui IKU
“Persentase bahasa daerah yang terpetakan di Indonesia”. Adapun tingkat
pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sekurang-kurangnya  Persentase bahasa 65% 73,06% 1124  80% 78,29 97,9
80% bahasa daerah daerah yang terpetakan

di Indonesia di Indonesia

terpetakan

Sasaran strategis ini dicapai melalui kegiatan pemetaan bahasa daerah di
Indonesia. Pemetaan bahasa dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan
Pelindungan melalui Bidang Pengkajian dan beberapa Balai/Kantor Bahasa di
daerah. Capaian atas sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja
persentase bahasa daerah terpetakan. Berdasarkan capaian kinerja hingga tahun
2011, bahasa daerah di Indonesia telah terpetakan sebanyak 557 bahasa daerah.
Namun sesungguhnya pada capaian yang disampaikan pada LAKIP tahun 2012
seharusnya sebanyak 545 bahasa terpetakan. Target kinerja awal yang telah
ditetapkan dalam Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2010--
2014 telah mengalami pergeseran target—penambahan target, yang semula
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pada tahun 2014 ditetapkan persentase bahasa daerah terpetakan sebesar 80%
menjadi persentase bahasa daerah terpetakan 83% hingga 2014. Dengan
demikian diprediksikan sejumlah 619 bahasa daerah di Indonesia akan terpetakan.

Capaian kinerja pada tahun 2012 untuk bahasa daerah terpetakan hingga akhir
tahun anggaran telah dihasilkan sejumlah 39 bahasa daerah dengan perincian 20
bahasa di Papua dari 26 daerah pengamatan, 15 bahasa di Maluku dari 16 daerah
pengamatan, dan 4 bahasa di Nusa Tenggara Timur dari 6 daerah pengamatan.

Berdasarkan data realisasi kinerja di atas, untuk tahun 2012 dengan target kinerja
tahun 2012 sebesar 6,94% bahasa terpetakan, menunjukkan capaian kinerja
sebesar 97,9% dengan perolehan bahasa sebanyak 39 (5,23%) bahasa dari yang
ditargetkan sebanyak 58 bahasa (6,94%). Oleh karena itu, capaian Kkinerja
berdasarkan bahasa daerah terpetakan hingga tahun 2012 tidak dapat mencapai
target.

Berdasarkan capaian kinerja yang dihasilkan untuk pencapaian sasaran strategis
dengan indikator *“Sekurang-kurangnya 80% bahasa daerah di Indonesia
terpetakan”, mengalami kendala yang disebabkan oleh kemampuan pengambilan
sampel bahasa daerah (daerah pengamatan lebih rendah dari target yang
ditetapkan). Hal ini terjadi karena telah terjadi kekeliruan dalam perhitungan
bahasa terpetakan hingga tahun 2011, yang seharusnya 545 bahasa terpetakan,
tetapi tertulis 557 bahasa daerah terpetakan. Sementara itu, penetapan Kontrak
Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun Anggaran 2012,
juga mempertimbangkan capaian kinerja tahun 2011. Oleh karena kesalahan
perhitungan tersebut, target yang harus dicapai pada tahun 2012 menjadi cukup
tinggi. Langkah antisipasi yang kami lakukan adalah pada pengambilan data
kebahasaan yang akan dilakukan pada tahun 2013 sebagai kelanjutan dari proses
pemetaan bahasa daerah di Indonesia perlu mempertimbangkan jumlah daerah
pengamatan dengan kemungkinan ketercapaian target yang harus di capai.

b. Sekurang-kurangnya 20% guru bahasa Indonesia memiliki kemahiran
berbahasa Indonesia sesuai standar nasional.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui

beberapa IKU “Persentase guru bahasa Indonesia memiliki kemahiran berbahasa

Indonesia sesuai standar nasional’. Adapun tingkat pencapaiannya adalah

sebagai berikut.
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Sekurang-kurangnya Persentase guru 5% 6,49% 129,8 10% 10,03% 100,7
20% guru bahasa bahasa Indonesia

Indonesia memiliki memiliki kemahiran

kemahiran berbahasa berbahasa Indonesia

Indonesia sesuai sesuai standar nasional

standar nasional

Pemetaan kemahiran berbahasa Indonesia guru bahasa Indonesia dalam rangka
standarisasi kemahiran berbahasa Indonesia guru bahasa Indonesia dilaksanakan
melalui tes Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). Jumlah keseluruhan guru
bahasa Indonesia yang telah menjalani tes UKBI pada tahun 2012 adalah 3.104
orang. Pelaksanaan tes UKBI tersebut tidak hanya dialokasikan dalam APBN dan
APBNP 2012 Badan Bahasa dan Balai Bahasa, tetapi juga diagendakan atas kerja
sama Badan Bahasa dengan PPPPTK Bahasa.

Data Pelaksanaan Tes UKBI bagi Guru Bahasa Indonesia Tahun 2012

1. Bengkulu 41 APBN Badan Bahasa 2012

2.  Lampung 62 APBN Badan Bahasa 2012

3.  Sumatra Selatan 52 APBN Badan Bahasa 2012

4.  Sumatra Barat 60 APBN Badan Bahasa 2012

5. Gorontalo 60 APBN Badan Bahasa 2012

6.  Sulawesi Selatan 52 APBN Badan Bahasa 2012

7.  Sulawesi Utara 48 APBN Badan Bahasa 2012

8.  Kalimantan Tengah 55 APBN Badan Bahasa 2012
9. Kalimantan Barat 61 APBN Badan Bahasa 2012
10. Papua 104 APBN Badan Bahasa 2012
11. NTT 51 APBN Badan Bahasa 2012
12. Maluku 47 APBN Badan Bahasa 2012
13. Jawa Barat 54 APBN Badan Bahasa 2012
14. Jawa Tengah 55 APBN Badan Bahasa 2012
15. Banten 74 APBN Badan Bahasa 2012
16. Jawa Timur 60 APBN Badan Bahasa 2012
17. DI Yogyakarta 53 APBN Badan Bahasa 2012
18. Kalimantan Selatan 55 APBN Badan Bahasa 2012
19. NTB 78 APBN Badan Bahasa 2012
20. DKl Jakarta 261 APBN-P Badan Bahasa 2012
21. Sumatra Barat 95 APBN-P Balai Bahasa Prov. Sumbar 2012
22. Jawa Tengah 387 APBN-P Balai Bahasa Prov. Jateng 2012
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23. Kalimantan Selatan 96 APBN-P Balai Bahasa Prov. Kalimantan Selatan 2012
24. Papua 84 APBN-P Balai Bahasa Prov. Papua & Papua Barat 2012
25. Kalimantan Barat 201 APBN-P Balai Bahasa Prov. Kalbar 2012
26. Jawa Timur 102 APBN-P Balai Bahasa Prov. Jatim 2012
27. Sumatra Utara 86 APBN-P Balai Bahasa Prov. Sumut 2012
28. Sulawesi Utara 46 APBN-P Balai Bahasa Prov. Sulut 2012
29. Bali 182 APBN-P Balai Bahasa Prov. Bali 2012
30. Jakarta, Jawa Tengah, 442 Kerja sama Badan Bahasa dengan PPPPTK Bahasa
Sulawesi Selatan
Jumlah 3.104

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan pada tahun 2011 dan 2012 dalam hal
capaian persentase guru bahasa Indonesia memiliki kemahiran berbahasa sesuai
standar nasional, menunjukkan adanya penurunan kinerja tahunan sebesar -
29,1% hal ini ditunjukkan dengan selisih persentase capaian tahun 2012 dengan
persentase capaian tahun 2011 (100,7%-129,8%). Namun akumulasi hingga tahun
2012 sebesar 10% guru bahasa Indonesia memiliki sertifikat standar kemahiran
berbahasa Indonesia berhasil dicapai sebesar 10,03%. Dengan demikian capaian
hingga tahun 2012 telah melampaui target sebesar 0,03% dari target yang
ditetapkan. Oleh karena itu kinerja tahunan yang berkaitan dengan sasaran
strategis ini menunjukkan capaian kinerja sebesar 100,7%.

Untuk pencapaian target “Sekurang-kurangnya 20% guru bahasa Indonesia

memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sesuai standar nasional* tidak

mengalami kendala, tetapi untuk upaya optimalisasi dan percepatan standardisasi
kemahiran berbahasa Indonesia guru bahasa Indonesia, perlu dilakukan langkah-
langkah sebagai berikut.

1) Peningkatan jumlah dan mutu tenaga terampil pelaksana tes UKBI;

2) Kerja sama atau sinergi program dan anggaran pelaksanaan tes UKBI dengan
instansi lain di dalam dan di luar lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, pemerintah daerah, serta lembaga swasta;

3) Peningkatan jumlah anggaran pelaksanaan tes UKBI.

c. Sekurang-kurangnya 35% provinsi tertib dalam penggunaan bahasa
Indonesia di ruang publik.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui

beberapa IKU “Persentase provinsi tertib dalam penggunaan bahasa Indonesia di

ruang publik”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.
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Sekurang-kurangnya Persentase provinsi 12% 13,68% 133 30% 54,5% 180
35% provinsi tertib tertib dalam

dalam penggunaan penggunaan bahasa

bahasa Indonesia di Indonesia di ruang

ruang publik publik

Sasaran strategis ini merupakan sasaran strategis pendukung dalam pencapaian
20% guru bahasa Indonesia memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sesuai
standar nasional. Indikator keberhasilan kinerja untuk sasaran strategis ini adalah
"Persentase provinsi tertib dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik”.
Namun demikian telah terjadi pergesaran target, pada tahun 2011 target capaian
diukur dari jumlah kabupaten kota sedangkan pada tahun 2012 target capaian
diukur dari jumlah provinsi. Perbedaan ini secara substansi tidak terlalu
berpengaruh, karena pada tataran eksekusi pemantauan, baik tahun 2011
maupun 2012 dilakukan pada tingkat kabupaten/kota.

Ketertiban penggunaan bahasa ini, selain dapat menjadi teladan, juga dapat
menjadi penanda sikap masyarakat di daerah tersebut. Dengan demikian jika
bahasa di ruang publiknya sudah tertib, diasumsikan masyarakat telah dapat
menggunakan bahasa Indonesia dengan tertib. Jika penggunaan bahasa
Indonesia di ruang publik sudah tertib, tentu saja penggunaan Bahasa Indonesia
masyarakatnya pun baik, terlebih lagi penggunaan Bahasa Indonesia kaum
terdidik. Aktivitas yang dilakukan untuk pencapaian target ini di antaranya melalui
pemantauan dan fasilitasi pembinaan penggunaan bahasa Indonesia pada media
luar ruang/ruang publik. Tahun 2012 telah dilakukan pemantauan di 18 provinsi
dengan cakupan wilayah pemantauan hingga kabupaten/kota sebanyak 54
kabupaten/kota.

Penilaian penggunaan bahasa di ruang publik dilakukan pada lingkup wilayah
kabupaten/kota. Hasil pengolahan yang dilakukan atas data pemantuan
penggunaan bahasa pada tahun ini, diperoleh hasil 16 Kabupaten/Kota ( 29,6%)
berada di peringkat IV dan V dan sebanyak 38 kabupaten/kota (70,4%) lainnya
berada di peringkat Ill, I, atau I.

Dengan demikian, angka persentase 29,6% dari 54 kabupaten/kota, menunjukkan

bahwa:

1) Wilayah tersebut penggunaan bahasa asingnya sangat terkendali, dengan
sangat mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia, dan pelestarian bahasa
daerah yang sangat menguatkan bahasa nasional;
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2) Wilayah yang penggunaan bahasa asingnya luar biasa terkendali, dengan
pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia yang luar biasa, dan pelestarian
bahasa daerah sebagai penguat utama bahasa nasional.

Sementara itu, sebesar 70,4% dari 54 kabupaten/kota menunjukkan bahwa:

1) Wilayah yang penggunaan bahasa asingnya cukup terkendali, dengan lebih
mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia, dan pelestarian bahasa daerah
yang cukup menguatkan bahasa nasional, yang ditunjukkan dengan
penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik;

2) Wilayah yang penggunaan bahasa asingnya kurang terkendali, dengan kurang
mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia, dan pelestarian bahasa
daerah yang kurang menguatkan bahasa nasional;

3) Wilayah yang penggunaan bahasa asingnya sangat kurang terkendali, tanpa
mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia, dan tanpa pelestarian bahasa
daerah.

Dengan demikian, berdasarkan pemantauan yang sudah dilakukan jika
dibandingkan antara kinerja pada tahun 2011 dan 2012 dalam hal pemantauan
penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, terjadi peningkatan kinerja
sebesar 53%. Peningkatan ditunjukkan dengan selisih persentase capaian tahun
2012 dengan persentase capaian tahun 2011 (180%-133%). Jumlah provinsi yang
terpantau dalam hal penggunaan bahasa di ruang publik hingga tahun 2012
menunjukkan kinerja sebesar 54,5% (n=33 provinsi) dari target hingga tahun
2012 sebesar 30% (n=33 provinsi). Berdasarkan hasil kategorisasi dari 18 provinsi
yang dipantau, dalam hal terkendalinya penggunaan bahasa di ruang publik
menunjukkan hasil persentase yang sama dengan pemantauan secara kuantitatif,
yaitu sebesar 53% dari 33 provinsi di Indonesia. Artinya bahwa berdasarkan
pemantauan dan kategorisasi keterkendaliannya menunjukkan hasil yang sama,
yaitu sebesar 53% dari target sebesar 30% provinsi di Indonesia terkendali dalam
penggunaan bahasa di ruang publik.

Dengan demikian capaian hingga tahun 2012 telah melampaui target sebesar
54,5%. Oleh karena itu untuk kinerja tahunan telah melampaui target sebesar
80% dengan persentase sebesar 180%. Dalam hal urutan keterkendalian, ada
empat provinsi (22,2%) masuk dalam kategori penggunaan bahasa Indonesia
sangat terkendali, yaitu (1) Provinsi Kalimantan Barat; (2) Provinsi Bali; (3) Provinsi
Sulawesi Tenggara; dan (4) Provinsi Sulawesi Utara.

Sedangkan sebanyak 14 provinsi (77,8%) masuk dalam kategori cukup terkendali
yaitu (1) Provinsi Lampung; (2) Provinsi Kepulauan Riau; (3) Provinsi Riau; (4)
Provinsi Nusa Tenggara Barat; (5) Provinsi Sulawesi Selatan; (6) Provinsi Jawa
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Timur; (7) Provinsi Jawa Tengah; (8) Provinsi Jawa Barat; (9) Provinsi Sumatera
Utara; (10) Provinsi Bangka Belitung; (11) Provinsi Kalimantan Timur; (12) Provinsi
Kalimantan Selatan; (13) Provinsi Sumatera Selatan; dan (14) Provinsi Sulawesi
Tengah. Selain daerah-daerah tersebut, masih ada beberapa daerah yang belum
diketahui ketertiban penggunaan bahasanya. Namun demikian di antara 18
provinsi yang dipantau dalam penggunaan bahasanya, di antara sekian
kabupaten yang dipantau di setiap provinsi tidak selalu sama hasil
kategorisasinya. Hal ini dapat terlihat pada tabel di bawah.

Indek kategorisasi penggunaan Bahasa di Ruang Publik

1 Sumatera Utara Kota Medan Terkendali Il
Kota Binjai Terkendali 11l
Kota Tebing Tinggi Terkendali 11l
2  Sumatera Selatan Kota Prabumulih Terkendali Il
Kabupaten Muaraenim Terkendali 11l
Kabupaten Banyuasin Terkendali 11l
3 Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa Terkendali IV
Kota Tomohon Terkendali IV
Kabupaten Minahasa Utara Terkendali V
4 Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe Terkendali IV
Kabupaten Konawe Selatan Terkendali IV
Kabupaten Konawe Utara Terkendali IV
5 Sulawesi Tengah Kabupaten Parigi Terkendali 11l
Kabupaten Donggala Terkendali 11l
Kabupaten Sigi Terkendali 11l
6 Sulawesi Selatan Kabupaten Gowa Terkendali Il
Kabupaten Enrekang Terkendali 11l
Kabupaten Pare-Pare Terkendali 11l
7 Riau Kota Dumai Terkendali Il
Kabupaten Siak Terkendali 11l
Kabupaten Bengkalis Terkendali 11l
8 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat Terkendali 11l
Kabupaten Lombok Tengah Terkendali 11l
Kota Mataram Terkendali 11l
9 Lampung Kota Metro Terkendali 11l
Kabupaten Pringsewu Terkendali 11l
Kabupaten Pesawaran Terkendali IV
10 Kepulauan Riau Kabupaten Bintan Terkendali 111
Kabupaten Karimun Terkendali 11l
Kabupaten Lingga Terkendali IV
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11 Kalimantan Timur Kota Balikpapan Terkendali 11l
Kabupaten Paser Terkendali 11l
Kabupaten Panajam Terkendali 11l
12 Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru Terkendali Il
Kabupaten Banjar Terkendali 11l
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terkendali IV
13  Kalimantan Barat Kabupaten Bengkayang Terkendali IV
Kota Singkawang Terkendali IV
Kabupaten Pontianak Terkendali IV
14 Jawa Timur Kota Malang Terkendali Il
Kabupaten Sidoarjo Terkendali 11l
Kabupaten Pasuruan Terkendali IV
15 Jawa Tengah Kabupaten Sukoharjo Terkendali Il
Kabupaten Klaten Terkendali 11l
Kota Surakarta Terkendali Il
16  Jawa Barat Kabupaten Cirebon Terkendali 11l
Kabupaten Kuningan Terkendali 11l
Kabupaten Indramayu Terkendali 11l
17  Bali Kabupaten Badung Terkendali Il
Kabupaten Bangli Terkendali IV
Kabupaten Buleleng Terkendali IV
18 Bangka Belitung Pangkal Pinang Terkendali Il
Bangka Tengah Terkendali Il
Bangka Terkendali IV

Secara umum dalam pencapaian target tidak mengalami kendala, tetapi sebagai

upaya menuju optomalisasi dan percepatan pengendalian penggunaan bahasa di

Indonesia perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut.

1) Sosialisasi UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara Serta Lagu Kebangsaan di setiap kabupaten/kota;

2) Kerja sama pembinaan bahasa Indonesia yang intensif dengan pemerintah
daerah kabupaten/kota; dan

3) Pemberian penghargaan/apresiasi terhadap pemerintah daerah
kabupaten/kota.

d. Sekurang-kurangnya 1 provinsi memiliki satu Tempat Uji Kemahiran
(TUK) bahasa.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui

beberapa IKU “Jumlah provinsi yang memiliki tempat uji kemahiran (TUK)

bahasa”.
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Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sekurang-kurangnya 1 Jumlah provinsi yang - - - 1 1 100
provinsi memiliki satu memiliki tempat uji

Tempat Uji Kemahiran kemabhiran (TUK)

(TUK) bahasa bahasa

Di samping penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, sasaran strategis
sekurang-kurangnya 1 provinsi memiliki Tempat Uji Kemahiran (TUK) berbahasa
Indonesia juga sangat mendukung terhadap pencapaian sasaran strategis (S2).
Pada tahun 2012, karena keterbatasan alokasi anggaran, Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa tidak mengalokasikan untuk pembentukan TUK. Namun
demikian melalui alokasi APBN-P 2012 akhirnya Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa dapat mengalokasikan anggaran untuk pembentukan TUK
tersebut. Dalam pengalokasian APBN-P telah disediakan untuk pembentukan tiga
TUK, yaitu, di Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Akan
tetapi karena dalam proses realisasinya mengalami kendala sehingga alokasi
untuk pembentukan tiga TUK hanya dapat terealisasi di satu provinsi, yaitu
Provinsi Sulawesi Selatan dengan penyediaan TUK di Balai Bahasa Provinsi
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat melalui alokasi APBN-P. Dua diantara tiga
yang direncanakan, yaitu alokasi di Balai Bahasa Sumatera Selatan dan Jawa
Timur, diantaranya terkendala oleh data dukung yang kurang saat pembahasan di
Direktorat Jenderal Anggaran dan waktu yang tersedia untuk pengadaan TUK
yang tidak mencukupi sejak disetujuinya alokasi anggaran untuk pembentukan
TUK. namun demikian secara kuantitatif dari satu yang berhasil dibentuk telah
memenuhi target untuk tahun 2012, yaitu satu TUK.

Dalam pencapaian target tidak mengalami kendala, namun sebagai upaya
percepatan dan optimalisasi layanan kebahasaan dan kesastraan perlu dilakukan
percepatan penambahan TUK di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Untuk itu
perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut.

1) Penambahan jumlah TUK; dan

2) Penambahan alokasi anggaran untuk TUK.

e. Sekurang-kurangnya 2 jurnal ilmiah kebahasaan dan kesastraan
terakreditasi secara internasional.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui

beberapa IKU, yaitu:

1) Jumlah majalah bahasa dan sastra nasional diterbitkan secara berkala;

2) Jumlah jurnal ilmiah kebahasaan dan kesastraan terakreditasi secara
internasional.
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Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sekurang-kurangnya Jumlah majalah bahasa dan 2 2 100 3 4 133
2 jurnal ilmiah sastra nasional diterbitkan

kebahasaan dan secara berkala

kesastraan Jumlah jurnal ilmiah - - - 2 2 100
terakreditasi secara kebahasaan dan kesastraan

internasional terakreditasi secara

internasional

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan 30 balai/kantor bahasa
yang tersebar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya
telah menghasilkan banyak bahan bacaan khususnya dalam bentuk majalah dan
jurnal. Penyusunan majalah kebahasaan dan kesastraan yang dilakukan di Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat) sudah tersusun sebanyak 4
majalah, yaitu terdiri atas majalah Pusat, majalah anak-anak Kokikata, remaja
Nuansa, dan umum esensi. Majalah ini dibuat untuk menyediakan ruang kreatif
dalam rangka pengembangan budaya tulis dan baca di bidang bahasa dan sastra.
Di samping itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, melalui Pusat
Pengembangan dan Pelindungan tengah menyusun jurnal ilmiah kebahasaan dan
kesastraan yang terdiri atas jurnal, yaitu jurnal sastra Jentera dan jurnal bahasa
Ranah. Hal ini merupakan upaya strategis dalam mendukung penelitian bahasa
dan sastra.

Selain majalah dan jurnal yang dihasilkan di Pusat, beberapa Balai/Kantor bahasa
juga telah banyak menghasilkan majalah dan jurnal ilmiah kebahasaan. Berikut
daftar majalah dan jurnal yang dihasilkan di lingkungan Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa. Selain itu, terdapat 5 Majalah dan 16 Jurnal lImiah (11
jurnal telah memiliki sertifikasi nasional, 5 jurnal dalam proses pengajuan
sertifikasi) Kebahasaan dan Kesastraan yang dihasilkan di balai/kantor bahasa.

Daftar Jurnal limiah dam Majalah Kebahasaan dan Kesastraan

1 Badan Pengembangan dan 1. Jantera Belum 1. Pusat 2
Pembinaan Bahasa 2. Ranah Terakrediasi 2. Kokita 3
3. Nuansa 3
4. Esensi 3
Balai Bahasa Yogyakarta Widyaparwa Nasional 2
Balai Bahasa Ujung Pandang 1. Sawerigading Nasional 3
2. Mozaik Nasional 2
4 Balai Bahasa Padang Palingka Nasional
5 Balai Bahasa Prov. 1.Undas Nasional Sambilu 3
Kalimantan Selatan 2.Bunga Rampai Nasional
Bahasa

3.Bunga Rampai Sastra  Nasional
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6 Balai Bahasa Prov. Jawa 1. Atavisme (Jurnal Nasional 1. Jokotole 2
Timur kegiatan sastra) (Berbahasa
Madura)
2. Jembatan Merah Belum 2. Tisis Basa 2
(Jurnal Terakrediasi (Berbahasa Jawa
Pengkajian halus)
Bahasa dan
Sastra)
3. Medan Bahasa Belum 3. Lontor Using 2
(Jurnal Linguistik) ~ Terakrediasi (Berbahasa
Using)
4. Ajisaka (Berhuruf 2
Jawa)
7 Balai Bahasa Prov. Jawa 1. Metalingua Nasional 2
Barat
2. Metasastra Nasional 2
8 Balai Bahasa Prov. Riau Madah Belum
Terakrediasi
9 Balai Bahasa Provinsi Tuah Talino Belum
Kalimantan Barat Terakrediasi

10 Balai Bahasa Provinsi
Sulawesi Tengah

11 Balai Bahasa Provinsi Suar Betang Belum
Kalimantan Tengah Terakrediasi
12 Balai Bahasa Provinsi Kadera Bahasa Belum 4
Sulawesi Utara Terakrediasi
13 Kantor Bahasa Provinsi Loa Nasional 8
Kalimantan Timur
14 Kantor Bahasa Provinsi Ntb Mabasan (Majalah Belum
Bahasa dan Sastra Terakrediasi
Nusantara)

Secara kuantitatif jumlah majalah dan jurnal ilmiah telah banyak dihasilkan,
sebagaimana terlihat pada tabel di atas, kecuali delapan kantor baru yang baru
akan merintis penyusunan majalah/jurnal pada tahun 2013. Dari sejumlah majalah
dan jurnal ilmiah yang dihasilkan, diantaranya ada yang sudah terakreditasi dan
beberapa belum terakreditasi (masih dalam pengurusan akreditasi). Namun
demikian dari keseluruhan jurnal yang ada baru mencapai akreditasi secara
nasional, dan hingga tahun 2012 belum memiliki jurnal yang terakreditasi secara
internasional. Hal ini dikarenakan perolehan akreditasi jurnal internasional
memiliki persyaratan yang cukup ketat. oleh karena itu, target dua jurnal
terakreditasi secara internasional di tahun 2012 belum dapat direalisasikan.

Dengan demikian, jika dibandingkan antara kinerja kegiatan pada tahun 2011 dan
2012 dalam hal penyusunan majalah, telah terjadi peningkatan kinerja sebesar
33% hal ini ditunjukkan dengan selisin persentase capaian tahun 2012 dengan
persentase capaian tahun 2011 (133%-100%). Dengan demikian hingga tahun
2012 capaian kinerja telah melampaui target sebesar 33%. Oleh karena itu untuk
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kinerja tahunan telah melampaui target sebesar 33% dengan capaian kinerja
tahunan sebesar 133%.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran “Sekurang-

kurangnya 2 jurnal ilmiah kebahasaan dan kesastraan terakreditasi secara

internasional®, di atas adalah:

1) sulitnya memperoleh naskah tulisan ilmiah yang berkualitas sesuai dengan
standar LIPI;

2) lamanya proses pemerolehan akreditasi tingkat nasional (wajib terbit 2
voleme/tahun selama 3 tahun terbit);

3) rendahnya minatnya para peneliti menulis karena status jurnal yang belum
terakreditasi;

4) kelangkaan tulisan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan; dan

5) belum memadainya sumber daya yang tersedia.

Melihat hambatan dan kendala yang dihadapi di atas beberapa langkah antisipasi

yang akan dilakukan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai

dengan baik di masa datang adalah:

1) melakukan pencarian naskah melalui seminar, asistensi/bimbingan penulisan
artikel ilmiah dalam kegiatan FGD; dan sayembara penulisan;

2) mempertahankan konsistensi penerbitan;

3) menyebarluaskan informasi tentang keberadaan jurnal;

4) melakukan pencarian naskah ke lapangan langsung;

5) mengusulkan penambahan sumber daya yang diperlukan sehingga dapat
memenuhi kebutuhan standar.

f. Sekurang-kurangnya 50 negara memiliki pusat pembelajaran Bahasa
Indonesia.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui

beberapa IKU “Jumlah negara memiliki pusat pembelajaran bahasa Indonesia”.

Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sekurang-kurangnya Jumlah negara 38 38 100 42 44 150
50 negara memiliki memiliki pusat

pusat pembelajaran pembelajaran bahasa

Bahasa Indonesia Indonesia

Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) adalah bahasa Indonesia yang
khusus ditujukan untuk orang asing, bukan penutur asli bahasa Indonesia. BIPA
ini merupakan salah satu produk yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan
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dan Pembinaan Bahasa dalam kerangka menginternasionalkan Bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) terutama berkaitan dengan
pengajaran dan pembelajaran bahasa Indonesia untuk orang asing yang ingin
mempelajari dan memiliki kemahiran atau keterampilan berbahasa Indonesia.

Keterampilan berbahasa yang dipelajari meliputi bahasa lisan dan bahasa tulis
yang terdiri atas empat aspek, yaitu mendengar, berbicara, menulis, dan
membaca. Keempat keterampilan berbahasa tersebut terintegrasi dengan
penguasaan kosakata dan tata bahasa. Sasaran pengajaran BIPA adalah penutur
asing bahasa Indonesia, baik di dalam negeri (Indonesia) maupun di luar negeri.
Sasaran pemanfaatan produk ini dilakukan melalui pengajaran bahasa Indonesia
di lembaga pengajaran yang ada di luar negeri. Dengan demikian yang menjadi
target Badan Bahasa adalah negara memiliki pusat pembelajaran bahasa
Indonesia.

Namun demikian, saat ini upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa adalah pembinaan untuk pengembangan Pusat Pembelajaran
Bahasa Indonesia. Upaya ini tentunya tidak selalu dilakukan dengan cara
penambahan Pusat Pembelajaran, namun dapat juga salah satunya dilakukan
melalui pembinaan dengan cara fasilitasi pembelajaran BIPA terhadap
Penyelenggaran pengajaran Bahasa Indonesia. Hal ini juga dilakukan pada
lembaga pembelajaran BIPA di dalam Negeri.

Program dan kegiatan yang terkait dengan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing
(BIPA) telah mulai dilaksanakan secara terprogram oleh Pusat Bahasa (yang
merupakan embrio dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa) sejak
awal tahun 2000-an. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada masa itu
masih difokuskan pada penyusunan dan penyediaan modul dan bahan ajar BIPA
serta pelatihan bagi para pengajar BIPA. Dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 24
Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan disebutkan bahwa (1) Pemerintah meningkatkan fungsi bahasa
Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan
berkelanjutan; (2) Peningkatan fungsi dan peran bahasa Indonesia menjadi
bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh
lembaga kebahasaan; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi
bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian, sejak berlakunya undang-undang tersebut maka BIPA tidak
sekadar mengandung misi mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing,
tetapi BIPA meningkat perannya dan merupakan bagian sangat penting dan
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strategis dalam upaya menginternasionalkan bahasa Indonesia. Selanjutnya,
dalam Permendiknas No. 36 Tahun 2010 yang diperbarui dengan Permendikbud
Nomor 1 Tahun 2012 yang mengatur organisasi dan tata kerja di lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan bahwa salah satu tugas
Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan (Pusbinmas), Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa adalah melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis,
peningkatan fungsi dan peran bahasa dan sastra, serta koordinasi dan fasilitasi
peningkatan mutu bahasa dan sastra Indonesia untuk orang asing. Oleh karena
itu, sudah menjadi tugas Badan Bahasa untuk meningkatkan fungsi dan peran
bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional melalui koordinasi dan fasilitasi
peningkatan mutu BIPA.

Berdasarkan data yang ada saat ini terdapat 46 negara yang memiliki pusat
pembelajaran bahasa Indonesia dan tersebar di 192 lembaga penyelenggara
pengajaran BIPA. Di antara negara-negara tersebut adalah: Amerika Serikat (14
lembaga), Australia (33 lembaga), Arab Saudi (3 lembaga), Azerbaijan (1 lembaga),
Belanda (6 lembaga), Bulgaria (1 lembaga), Cina (4 lembaga), Filipina (4 lembaga),
Hong Kong (1 lembaga), India (1 lembaga), Inggris (2 lembaga), Irak (1 lembaga),
Italia (10 lembaga), Jepang (46 lembaga), Jerman (13 lembaga), Kanada (1
lembaga), Kaledonia Baru (1 lembaga), Korea Selatan (5 lembaga), Malaysia (1
lembaga), Mesir (1 lembaga), Myanmar (2 lembaga), Pakistan (1 lembaga), Papua
Nugini (3 lembaga), Polandia (4 lembaga), Prancis (2 lembaga), Rusia (4 lembaga),
Selandia Baru (3 lembaga), Singapura (4 lembaga), Srilanka (1 lembaga), Suriname
(1 lembaga), Suriah (1 lembaga), Thailand (7 lembaga), Ukraina (3 lembaga),
Vatikan (3 lembaga), dan Vietnam (3 lembaga).

Sedangkan lembaga penyelenggara program BIPA di dalam negeri mencapai 92
lembaga. Lembaga-lembaga tersebut dapat disebutkan antara lain adalah: BIPA
Ul, BIPA UGM, BIPA Unesa, BIPA UMM, UPT Pelatihan Bahasa Unand, Lembaga
Bahasa USD, Australian International School Bali, Pusat Bahasa Universitas Trisakti,
Ubaya Language Centre, LTC UKSW, BIPA LIA, Sekolah Bahasa Polri, Newmont
NTB, BIPA Undip, Pusat Bahasa UPH, IALF, BIPA PT Chevron, ELTC Unsrat, BIPA
USU, BIPA UK Petra. Adapun untuk organisasi profesi pengajar BIPA terdapat
lima organisasi, yaitu: Consortium of Teachers of Indonesian (COTIM) Amerika
Serikat, Australian Society of Indonesian Language Educators (ASILE) Australia,
Westralian Indonesian Language Teachers Association (WILTA) Australia,
Himpunan Penguiji Bahasa Indonesia (HIPUBI) Jepang, dan Asosiasi Pengajar BIPA
(APBIPA) Indonesia.
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Jumlah negara memiliki pusat pembelajaran bahasa Indonesia dicapai melalui
kegiatan fasilitasi pembelajaran BIPA di luar negeri. Pencapaian atas sasaran
strategis ini direncanakan dilakukan ke enam negara, namun dalam
pelaksanaannya telah berhasil sebanyak delapan negara, yaitu Australia, Perancis,
India, Cina, Papua Nugini, Korea, Jepang, dan Italia.

Di samping itu, upaya lain yang dilakukan dalam rangka peningkatan fungsi
bahasa Indonesia menjadi bahasa internasiona dan dalam rangka pengembangan
dan pembinaan Bahasa Indonesia di luar negeri, Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa juga melakukan fasilitasi pengajaran bahasa Indonesia bagi
penutur asing. Pada tahun 2012 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
telah melakukan fasilitasi ke 36 lembaga BIPA di Indonesia. Aktivitas lain yang
dilakukan ke beberapa kedutaan asing di Indonesia, diantaranya: Kedutaan Besar
Asing di Jakarta (berupa kursus pengenalan); Kedutaan Besar Iran; Kedutaan Besar
India; Kedutaan Besar Serbia; Kedutaan Besar Pakistan; rintisan pengembangan
dan pembinaan balai bahasa di Canbera, dan penguatan bahasa Indonesia di
korea dalam kerangka keberagaman bahasa di dunia.

Dengan demikian, berdasarkan data yang ada, jika dibandingkan antara kinerja
kegiatan pada tahun 2011 dan 2012 dalam hal pengembangan pusat
pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri, telah terjadi peningkatan kinerja
sebesar 50% dari tahun sebelumnya, hal ini ditunjukkan dengan selisih persentase
capaian tahun 2012 dengan persentase capaian tahun 2011 (150%-100%). Namun
sesungguhnya pada tahun 2012 tidak terjadi pembentukan pusat yang baru,
melaikan pengembangan dan pembinaan dari pusat yang sudah ada dengan
fasilitasi pembelajaran BIPA pada lembaga yang ada di dalam dan luar negeri.

Dari sisi kuantitas penanganan/fasilitasi pusat/lembaga pengajaran bahasa

Indonesia di luar negeri tidak mengalami kendala yang berarti, tetapi dari sisi

kualitas dan pengembangan pusat pembelajaran terdapat beberapa kendala,

yaitu diantaranya:

1) keterbatasan kewenangan dalam pembentukan lembaga/pusat pembelajaran
di luar negeri;

2) kesulitan dalam penanganan dalam hal pembinaan, terutama fasilitasi yang
berkaitan dengan penganggaran untuk pengembangan dan pembinaan pusat
pembelajaran di luar negeri, baik yang sudah ada, maupun untuk perintisan
pembukaan pusat pembelajaran;

Oleh karena itu, upaya yang akan kami lakukan adalah:
1) pengembangan dan optimalisasi kerja sama dengan KBRI dan KJRI yang ada di
belahan dunia;
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2) penyiapan sumber daya manusia dan pemanfaatan lembaga instansi yang ada
di dalam negeri termasuk berbagi sumber daya sehingga dapat membangun
sinergi dan berintegrasi proses dalam hal pembangunan pencitraan
bangsa melalui program peningkatan peran dan fungsi Bahasa Indonesia,
yang salah satunya dengan cara fasilitasi pembelajaran BIPA di luar negeri.

g. Tersedianya akses layanan minimal informasi kebahasaan dan kesastraan
di 31 provinsi.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui

beberapa IKU “Jumlah provinsi yang memiliki akses layanan informasi kebahasaan

dan kesastraan”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Tersedianya akses Jumlah provinsi yang - - - 31 31 100
layanan minimal memiliki akses layanan

informasi kebahasaan informasi kebahasaan

dan kesastraan di 31 dan kesastraan

provinsi

Target layanan minimal ini diukur dengan indikator "jumlah provinsi yang
memiliki akses layanan informasi kebahasaan dan kesastraan". Sampai dengan
tahun 2012, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah memiliki 30
balai/kantor bahasa di 30 provinsi. Pemenuhan kebutuhan layanan kebahasaan
dan kesastraan yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa dilakukan oleh Badan Bahasa untuk provinsi DKI Jakarta dan melalui
optimalisasi peran 30 balai/kantor bahasa yang ada di 30 provinsi untuk layanan
di daerah.

Layanan informasi ini dilakukan dalam rangka menunjang terpenuhi kebutuhan

guru untuk mendapatkan informasi kebahasaan dan kesastraan, khususnya untuk

membantu pencapaian standar kemahiran berbahasa Indonesia guru bahasa

Indonesia. Dengan terpenuhinya kebutuhan layanan minimal di 31 provinsi

diharapkan kemampuan dan akses informasi bagi guru tidak menjadi kendala. Di

samping itu, layanan ini diberikan juga untuk siswa dan mahasiswa, serta

masyarakat umum yang merupakan pelanggan Badan Bahasa yang memerlukan
informasi kebahasaan dan kesastraan. Beberapa yang disediakan untuk
pemenuhan layanan minimal ini diantaranya melalui:

1) Penyebarluasan hasil pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra;

2) Kerja sama dan fasilitasi teknis kebahasaan dan kesastraan dengan berbagai
instansi di pusat dan daerah seperti bantuan tenaga teknis kebahasaan dan
kesastraan, tenaga ahli bahasa, dan pendamping bahasa dalam penyelesaian
kasus-kasus hukum;
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3) Layanan kebahasaan dan kesastraan melalui media cetak dan elektronik di
seluruh wilayah Indonesia, seperti penyiaran binar melalui TVRI, siaran
pembinaan bahasa melalui radio, dan penyediaan layanan informasi
kebahasaan melalui laman;

4) Penyediaan bahan bacaan referensi kebahasaan dan kesastraan melalui

layanan perpustakaan.

Akses layanan minimal kebahasaan dan kesastraan di 31 provinsi dilakukan oleh
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui dua Eselon I, yaitu Pusat
Pengembangan dan Pelindungan dan Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan
untuk wilayah DKI Jakarta. Layanan minimal kebahasaan dan kesastraan di daerah
dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui optimalisasi
peran 30 Balai/Kantor Bahasa di 30 provinsi.

Daftar Unit Kerja yang memberikan Akses Layanan Minimal

1 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Prov. DKI Jakarta
2 Balai Bahasa Yogyakarta Prov. DIY Yogyakarta
3 Balai Bahasa Provinsisulawesi Selatan Prov. Sulawesi Selatan
4 Balai Bahasa Denpasar Prov. Denpasar
5 Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat Prov. Sumatera Barat
6 Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan
7 Balai Bahasa Provinsi Papua Provinsi Papua
8 Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur
9 Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat
10 Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah
11 Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara
12  Balai Bahasa Provinsi Riau Provinsi Riau
13  Balai Bahasa Provinsi Banda Aceh Provinsi Banda Aceh
14  Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan
15 Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat
16  Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah
17  Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah
18  Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara
19  Kantor Bahasa Provinsi Lampung Provinsi Lampung
20 Kantor Bahasa Provinsi Jambi Provinsi Jambi
21  Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur
22  Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat
23  Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara
24  Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung Provinsi Bangka Belitung
25  Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu
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26  Kantor Bahasa Provinsi Banten Provinsi Banten

27  Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo

28 Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara Provinsi Maluku Utara

29  Kantor Bahasa Provinsi Maluku Provinsi Maluku

30 Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau

31 Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pencapaian target untuk “Tersedianya akses layanan minimal informasi

kebahasaan dan kesastraan di 31 provinsi “, tidak mengalami kendala, karena

secara kuantitatif Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah memiliki 30

UPT di 30 provinsi, dan 2 Eselon Il yang menangani teknis kebahasaan dan

kesastraan di Pusat/ Jakarta, namun masih terdapat 2 provinsi yang belum

terbentuk UPT untuk menangani kebahasaan dan kesastraan, tetapi untuk

sementara penanganan kedua provinsi tersebut ditugaskan ke UPT yang terdekat,

yaitu Papua Barat ke Balai Bahasa Papua dan Sulawesi Barat Ke Balai Bahasa

Sulawesi Selatan. namun demikian dari sisi kuantitas terdapat beberapa kendala

sehingga kurang optimalnya penerimaan layanan yang kami berikan. Hal ini

disebabkan, yaitu diantaranya:

1) tidak semua provinsi atau daerah dapat menangkap siaran melalui media
elektronik dengan baik;

2) frekuensi penayangan yang terbatas;

3) keterbatasan akses dan ketersediaan bahan kebahasaan dan kesastraan untuk
disebarluaskan;

4) belum meratanya akses jaringan internet ke seluruh penjuru tanah air;

5) delapan kantor baru belum memiliki ruang perpustakaan dengan memadai
karena belum memiliki gedung kantor.

Beberapa hambatan dan kendala Beberapa hambatan dan kendala dari sisi

kualitatif di atas beberapa langkah antisipasi yang akan dilakukan agar target

kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan lebih baik dan menunjukkan

hasil serta manfaat lebih optimal adalah:

1) melakukan penyiaran tentang kebahasaan dan kesastraan melalui berbagai
stasiun televisi yang memiliki jangkauan lebih jauh;

2) menambah frekuensi penayangan/penyiaran;

3) optimalisasi penyebarluasan hasil pengembangan kebahasaan dan kesastraan;

4) penyediaan alternatif bentuk layanan sebagai pengganti layanan melalui
internet untuk wilayah yang belum terjangkau dengan jaringan internet;

5) segera mengusulkan untuk pembangunan gedung kantor di delapan kantor
baru.
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8) CAPAIAN KINERJA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

Program ini dilaksanakan dalam rangka untuk pemberian dukungan manajemen
dan koordinasi sehingga program-program teknis yang ada dapat berjalan
dengan lancar dan program yang dijalankan dapat mencapai hasil yang
diharapkan.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya merupakan
program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dalam rangka mencapai
tujuan strategis Kemdikbud yang ke tujuh (T7), yaitu Tersedianya sistem tata
kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan
nasional.

Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis untuk program dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, dimana Ketercapaian sasaran
strategis tersebut diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian indikator kinerja utama-
nya.

a. Opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui

beberapa IKU berikut ini.

1) Opini BPK terhadap laporan keuangan Kemdikbud;

2) Persentase realisasi anggaran Kemdikbud.

Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Opini audit BPK RI Opini BPK terhadap WTP Disclaimer - WTP Belum ada -
atas laporan laporan keuangan opini dari BPK
keuangan adalah Kemdikbud
Wajar Tanpa Persentase realisasi 95,5 95,5 100 96% 85.66 89.23
Pengecualian (WTP) anggaran

Kemdikbud

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa:

1) IKU ”Opini BPK terhadap laporan keuangan Kemdikbud” pada tahun 2012
belum dapat diketahui tingkat ketercapaiannya, hal ini dikarenakan BPK belum
mengeluarkan secara resmi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan
Kemdikbud untuk tahun tersebut.
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2) IKU "Persentase realisasi anggaran Kemdikbud” capaian realisasinya belum
mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2012 realisasi anggaran
Kemdikbud hanya sebesar 85.66% (Rp. 67.528.013.625.509,- dari pagu
anggaran sebesar 78.828.566.744.000,-) dari target yang ditetapkan sebesar
96%.

Rendahnya daya serap anggaran Kemdikbud pada tahun 2012 tersebut

dikarenakan antara lain:

a) Operasional pelaksanaan DIPA Kementerian baru dimulai awal bulan
Maret 2012;

b) Minimnya waktu pelaksanaan kegiatan terkait DIPA APBN-P, diterima awal
akhir bulan Oktober 2012;

¢) Adanya efisiensi dari pengadaan barang/jasa.

Salah satu indikator bahwa keuangan telah dikelola secara akuntabel adalah
laporan keuangan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-
Rl. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat diperoleh jika laporan
keuangan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a) laporan keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai;

b) laporan keuanagan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

c) laporan keuangan bebas dari salah saji material,

d) pengungkapan atas laporan keuangan telah dilakukan dengan memadai
atau penjelasan penting telah dibuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK);

e) Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku (Taat Kepada Aturan).

Melihat beberapa permasalahan yang dihadapi untuk mencapai sasaran strategis
Opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP), pada tahun 2011 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan
Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2011 Tanggal 6 Oktober
2011 Tentang Rencana Aksi Kementerian Pendidikan Nasional Untuk
Mewujudkan Laporan Keuangan Dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Tahun Anggaran 2011. Beberapa rencana aksi yang diinstruksikan Mendikbud
adalah:

a) Setiap unit utama beserta jajajarannya harus membangun Sistem

Pengendalian Intern (SPI);
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b) Membangun komitmen bersama untuk meraih opini WTP;

c) Inspektorat Jenderal beserta seluruh unit utama dan jajarannya harus
berupaya menuntaskan semua temuan audit BPK RI;

d) Inspektorat Jenderal mewujudkan peningkatan kualitas akuntabilitas
laporan keuangan yaitu melalui Pendampingan Penyusunan Laporan
Keuangan, Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) baik yang bersifat
reguler maupun khusus dan Reviu atas Laporan Keuangan; dan

e) Pembentukan tim pendamping pemeriksaan.

b. Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang-
kurangnya 79.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui IKU

“Skor Lakip Kemdikbud”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Skor Laporan Akuntabilitas  Skor Lakip 77 70.22 912 77 72.88 94.6
Kinerja Instansi Pemerintah ~ Kemdikbud “B” “B”

(LAKIP) sekurang-

kurangnya 79

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU ”Skor Lakip
Kemdikbud” belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 77
poin. Sesuai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang
dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokasi, pada tahun 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat
nilai 72.88 dengan predikat penilaian “B”. Adapaun rincian hasil penilaian adalah
sebagai berikut.

Daftar Unit Kerja yang memberikan Akses Layanan Minimal

1 Perencanaan Kinerja 35 25.59 27.40
2 Pengukuran Kinerja 20 14.70 14.03
3 Pelaporan Kinerja 15 10.63 11.87
4 Evaluasi Kinerja 10 6.12 7.67
5 Capaian Kinerja 20 13.18 11.92
Nilai Hasil Evaluasi 100 70.22 72.88
Tingkat Akuntabilitas Kinerja B B
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Sesuai data hasil penilaian di atas, secara keseluruhan nilai yang diperoleh
Kemdikbud mengalami peningkatan nilai sebesar 2,66 poin yaitu dari 70,22 pada
tahun 2011 menjadi 72,88 pada tahun 2012. Dari data tersebut ada tiga
komponen yang mengalami peningkatan yaitu komponen perencanaan kinerja,
pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Sedangkan dua komponen yang
mengalami penurunan nilai adalah komponen pengukuran kinerja dan capaian
kinerja.

Beberapa kekurangan/permasalahan yang dihadapi Kemdikbud dalam
pencapaian sasaran strategis “Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) sekurang-kurangnya 79 antara lain:

1) Perencanaan Kinerja

Kekurangan/permasalahan yang dihadapi pada komponen ini, antara lain:

a) Rencana strategis di lingkungan Kemdikbud belum seluruhnya menyajikan
tujuan/sasaran strategis yang berorientasi kepada hasil/outcome dan
dilengkapi dengan indikator kinerja outcome yang relevan dan terukur.

b) Penetapan kineja belum seluruhnya menyajikan suatu perjanjian

hasil/kinerja yang akan dicapai.

2) Pengukuran Kinerja

Kekurangan/permasalahan yang dihadapi pada komponen ini, antara lain:

a) Indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagian masih bersifat output dan
belum menggambarkan ukuran keberhasilan/outcome organisasi;

b) Indiaktor kinerja yang telah ditetapkan masih perlu direview/ditingkatkan
agar dapat menjadi dasar untuk mengukur Kkinerja organisasi yang
sesungguhnya;

c) Belum dimilikinya indikator kinerja individu yang mengacu pada IKU unit
kerja organisasi.

3) Pelaporan Kinerja

Kekurangan/permasalahan yang dihadapi pada komponen ini, antara lain:

a) LAKIP di lingkungan Kemdikbud belum seluruhnya menyajikan informasi
pencapaian sasaran yang berorientasi hasil/outcome berdasrkan hasil
evaluasi dan analisis dengan dilengkapi perbandingan data kinerja;

b) LAKIP belum dimanfaatkan secara optimal terutama untuk peningkatan
kinerja selanjutnya.
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4)

5)

Evaluasi Kinerja

Kekurangan/permasalahan yang dihadapi pada komponen ini, antara lain:

a) Belum secara optimal melakukan pemantauan tentang kemajuan
pencapaian kinerja beserta hambatannya;

b) Evaluasi program belum sepenuhnya memberikan rekomendasi perbaikan
perencanaan kinerja;

c) Hasil evaluasi kinerja belum secara optimal dimanfaatkan untuk perbaikan
penerapan manajemen Kinerja.

Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja dinilai dari aspek pencapaian target, keandalan data kinerja
dan keselarasan antara kinerja output dengan kinerja outcome. Selain itu
capaian kinerja juga mencakup kinerja pencatatan keuangan, transparansi,
kinerja dari stakeholder, termasuk penghargaan yang diperoleh. Capaian
kinerja output cukup baik, namun capaian outcome masih perlu diperbaiki dan
ditingkatkan. Rendahnya capaian outcome terutama disebabkan oleh
indikator-indikator kinerja outcome yang belum relevan dan tidak cukup untuk
menggambarkan keberhasilan.

Melihat kekurangan/permasalahan yang dihadapi di atas beberapa langkah
antisipasi yang perlu dilakukan Kemdikbud agar sasaran strategis yang telah
ditetapkan dapat tercapai dengan baik di masa datang adalah:

1) Unit kerja di lingkungan Kemdikbud perlu meningkatkan kualitas rencana
strategis, yaitu dengan merumuskan tujuan/sasaran strategis yang
berorientasi pada hasil/outcome dengan dilengkapi dengan indikator
kinerja yang relevan dan terukur;

2) Menyusun penetapan kinerja dengan menyajikan suatu perjanjian kinerja
yang menggambarkan hasil/kinerja yang akan dicapai;

3) Unit kerja agar menyelaraskan indikator kinerja yang dirumuskan dengan
indikator kinerja Kementerian;

4) Unit kerja perlu menetapkan indikator kinerja individu yang mengacu pada
IKU:

5) Unit kerja perlu meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil pengukuran kinerja
sebagai media untuk pengendalian dan pemantauan kinerja;

6) LAKIP yang disusun di lingkungan Kemdikbud perlu menyajikan informasi
pencapaian sasaran yang berorientasi pada hasil/outcome melalui evaluasi
dan analisis yang memadai dengan dilengkapi perbandingan data kinerja;

7) Perlu meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja; dan

8) Meningkatkan kualitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen
kinerja.
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9) CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN
AKUNTABILITAS APARATUR

Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur merupakan yang
pelaksanaannya berada di bawah tanggungjawab Inspektorat Jenderal. Program
ini bertujuan untuk mendukung tujuan strategis yang ketujuh (T7), yaitu
Tersedianya sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya
layanan prima pendidikan nasional.

Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis untuk program pengawasan dan
peningkatan akuntabilitas aparatur, dimana Ketercapaian sasaran strategis
tersebut diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian indikator kinerja utama-nya.

a. Opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui

beberapa IKU berikut ini.

1) Persentase penyelesaian temuan audit;

2) Persentase satker di lingkungan kemdikbud memiliki SPI yang berfungsi sesuai
dengan tugasnya.

Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Opini audit BPK RI atas Persentase 75,1 63,56 84,6 76,9 65,42 85.07
laporan keuangan penyelesaian

adalah Wajar Tanpa temuan audit

Pengecualian (WTP) Persentase satker di 80 79,85 99,8 100 92,86 92,86
mulai tahun 2012 lingkungan

kemdikbud memiliki
SPI

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa:

1) IKU "Persentase penyelesaian temuan audit” belum mencapai target yang
ditetapkan. Sampai dengan akhir tahun 2012, total temuan audit (Itjen, BPKP
dan BPK-RI) adalah sebanyak 42.976 temuan senilai Rp.1.497.926.823.791, dan
telah ditindaklanjuti sebanyak 22.476 temuan senilai Rp. 1.176.359.344.649
yaitu sebesar 65,42%. Ketidaktercapaian sebesar 14,93% dari 76,9% yang
ditargetkan terjadi karena masih belum cepatnya penyelesaian rekomendasi
temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh auditan. Kondisi ini utamanya
terjadi pada satuan kerja di daerah otonomi yang kerap melakukan proses
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mutasi dan promosi, sehingga aparat yang bertanggungjawab untuk
menangani tindak lanjut tidak mampu melaksanakan kewajibannya secara
optimal. Pada tahun 2012 dalam hal ini, khususnya Sekretariat Itjen untuk
melakukan intensifikasi penyelesaian tindak lanjut melalui program
monitoring, rapat koordinasi, dan penyelesaian kasus khusus atas tindak lanjut
rekomendasi temuan hasil audit Itjen, BPK-RI, dan BPKP.

2) IKU “Persentase satker di lingkungan Kemdikbud memiliki SPI” memiliki
capaian sebesar 92,86%. Capaian IKU tersebut lebih kecil 7,14% dari yang
ditargetkan yaitu sebesar 100%. Dari seluruh satuan kerja Kemdikbud, Jumlah
SPI Satker Pusat yang telah Diberikan Layanan Fasilitasi oleh Itjen sampai
dengan akhir tahun 2012, sebanyak sepuluh unit utama pusat di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak delapan SPI unit utama pusat telah
membentuk SPI. Sedangkan persentase Jumlah SPI Satker UPT yang telah
membentuk SPI, sampai dengan akhir tahun 2012, sebanyak 104 SPI satker
UPT dari 112 SPI satker UPT di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Inspektorat Jenderal Kemdikbud telah mengupayakan untuk terus
mensosialisasikan dan membina satuan kerja agar dapat mempercepat
pembentukan unit SPI. Keberadaan SPI pada satuan kerja sangat penting
dalam memacu upaya percepatan perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
atas laporan keuangan Kemdikbud karena salah satu rekomendasi BPK untuk
memperbaiki kinerja laporan keuangan adalah dengan meningkatkan
efektifitas Sistem Pengendalian Intern.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian dua IKU di atas dalam
mendukung tercapainya sasaran strategis “Opini audit BPK Rl atas laporan
keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012” adalah:

1) Satuan kerja di daerah otonomi yang kerap melakukan proses mutasi dan
promosi, sehingga aparat yang bertanggungjawab untuk menangani
tindaklanjut tidak mampu melaksanakan kewajibannya secara optimal;

2) Terbatasnya jumlah SDM yang kompeten dari satuan kerja Kemdikbud untuk
membentuk unit fungsional Satuan Pengawasan Intern.

Melihat hambatan dan kendala yang dihadapi di atas beberapa langkah antisipasi

yang akan dilakukan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai

dengan baik di masa datang adalah

1) Melakukan intensifikasi penyelesaian tindak lanjut melalui program
monitoring, rapat koordinasi, dan penyelesaian kasus khusus;
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2) Dibangunnya sistem monitoring Itjen atas tindak lanjut rekomendasi temuan
hasil audit Itjen, BPK-RI, dan BPKP yang lebih efektif, sehingga dapat
mempercepat proses penyelesaian temuan audit;

3) Mengembangkan inovasi-inovasi program pengawasannya  untuk
meningkatkan efektivitas dan kualitas audit internal;

4) Meningkatkan proses pembinaan teknis kepengawasan internal kepada SPI
satuan kerja Kemdikbud melalui workshop, pelatihan, serta monitoring dan
evaluasi.

b. Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang-
kurangnya 79.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui

beberapa IKU “Persentase unit di lingkungan Kemdikbud diaudit manajemen

berbasis kinerja”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Skor Laporan Persentase unit di 75 100 133,3 100 100 100
Akuntabilitas Kinerja lingkungan

kemdikbud di audit

manajemen berbasis

kinerja

Instansi Pemerintah
(LAKIP) sekurang-
kurangnya 79

Berdasarkan data kinerja diatas dapat dijelaskan bahwa IKU ”Persentase unit di
lingkungan Kemdikbud diaudit manajemen berbasis kinerja” telah mencapai
target sebesar 100% yang sesuai dengan rencana yang ditargetkanya itu sebesar
100%. Keterjangkauan audit Itjen yang berfokus pada pembenahan manajemen
kantor auditan dengan berbasis pada kinerja merupakan faktor pendukung
tercapainya skor LAKIP Kemdikbud sekurang-kurangnya sebesar 75 poin. Audit
Itjen akan sangat membantu auditan dalam mengidentifikasi hal-hal yang masih
dinilai lemah dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang
mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi. Hal ini benar
adanya mengingat skor SAKIP diberikan tidak hanya sekedar kepada menariknya
tampilan dan penyajian sistematika LAKIP tetapi sudah sejaunmana SAKIP dapat
diimplementasikan secara utuh dan efektif.

Ke depan diharapkan Itjen Kemdikbud dapat mempertahankan dan
mengembangkan daya jangkau pengawasannya melalui inovasi audit yang
bersifat intensifikasi. Audit berbasis teknologi informasibisa menjadi salah satu
alternative solusi yang memungkinkan Itjen untuk menjangkau seluruh satuan
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kerja Kemdikbud tanpa perlu melakukan visitasi. Namun demikian beberapa jenis
audit masih tetap memerlukan metode visitasi untuk menguji akuntabilitas kinerja
auditan misalnya audit kinerja dan audit investigasi.

10) CAPAIAN KINERJA PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA

Program pelestarian budaya pelaksanaannya teknisnya berada di bawah
tanggungjawab Direktorat Jenderal Kebudayaan. Program ini bertujuan untuk
melestarikan, melindungi dan menumbuhkan budaya yang ada di Indonesia
sebagai suatu identitas milik bangsa Indonesia.

Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis untuk program pelestarian budaya,
dimana Ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur/dilihat dari tingkat
ketercapaian indikator kinerja utama-nya.

a. Peningkatan pelestarian cagar budaya di Indonesia, kualitas museum di
Indonesia, dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan
museum.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui IKU
berikut ini:

1) Cagar budaya yang dilestarikan;

2) Jumlah pengunjung pada museum yang direvitalisasi.

Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Peningkatan pelestarian Jumlah Cagar Budaya 3400 3,758 110 6,470 0 0
cagar budaya di Yang Dilestarikan

Indonesia, kualitas
museum di Indonesia. dan Jumlah Pengunjung  1.575.000 2.005.276 127 3,000,000 5,754,884 192

apresiasi masyarakat Pada Museum Yang
terhadap cagar budaya Direvitalisasi
dan museum

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa:

1) IKU "Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan" Pelestarian cagar budaya
adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya,
bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan
kawasan cagar budaya baik di darat maupun hasil pengangkatan di air,
meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya, seperti yang
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diamanatkan dalam Undang-Undang Rl Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya.

Pelestarian cagar budaya saat ini harus menyesuaikan dengan paradigma baru
yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat,
desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan
hukum dalam masyarakat. Salah satu kebijakan yang dilaksanakan oleh
Kemdikbud melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah melestarikan cagar
budaya.

Pada tahun 2012 Kemdikbud melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan
mentargetkan sebanyak 6.470 Cagar Budaya yang dilestarikan. Dari target
sebanyak 6.470 tidak dapat terealisasi atau persentase capaian sebesar0%.

Target pelestarian cagar budaya ini meliputi:
a) Jumlah cagar budaya yang didaftarkan secara nasional sebanyak 1000 cagar

budaya;

b) Jumlah cagar budaya yang didokumentasi sebanyak 5000 cagar budaya;
¢) Jumlah koleksi museum yang dikelola sebanyak 470 koleksi.

Ketidaktercapaian target kinerja tersebut disebabkan karena :

a)

b)

c)

Belum selesainya pembuatan system registrasi nasional cagar budaya secara
on-line;

Belum dilaksanakan pembinaan teknis petugas pendaftaran cagar budaya di
daerah;

Belum terfasilitasi pendaftaran cagar budaya di daerah.

Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa
berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan luar negeri (Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Program Registrasi Nasional Cagar
Budaya bertujuan untuk menyusun daftar / data cagar budaya nasional, dengan
alur pendaftaran hingga penetapan sebagai berikut :
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DATA
TIDAK VALID

Verifikasi & DATA Konsep Tanda
Input data —-I
Penilalan I Vallﬁasi_ Data VALID Bukti Kepemilikan Kopala Dinas
ry Kepemilikan Kebodiyaen
Kablkota

———
PENETAPAN
Nomor & Tanggal

SK Penetapan

SK PENETAPAN TANDA BUKTI
CAGAR BUDAYA KEPEMILIKAN

]

DATABASE
Pm"nrs?n REGISTER NASIONAL
CAGAR BUDAYA

NOMOR REGISTER
CAGAR BUDAYA

PEMERINTAH
PUSAT

Catatan:

Untuk proses pendaftaran di PROVINSI dan PUSAT, mekanismenya secara umum sama dan LOGIN sampai keluar SK PENETAPAN CAGAR
BUDAYA, hanya di Provinsi yang menetapkan Gubernur dan di Pusat oleh Mendikbud

Di Pusat ada proses PENGHAPUSAN, prinsipnya sama mulai dari VERIFIKASI - PENILAIAN TIM AHLI - SK PENETAPAN

Pelestarian warisan budaya Indonesia, padatahun 2012 telah berhasil
diakui oleh Unesco sebagai warisan budaya dunia yaitu :

1) Penominasian warisan budaya nasional menjadi warisan budaya
dunia bendawi (UNESCO).

Sistem pengairan Subak, Bali
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Subak sebagai warisan dunia telah ditetapkan pada sidang ke-36 Komite Warisan
Dunia Unesco di St. Petersburg, Federasi Rusia pada tanggal 29 Juni 2012. Komite
telah menetapkan “The Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a
Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy” untuk dimasukan dalam daftar
warisan dunia (UNESCO World Heritage List).

Hakikat mendasar Tri Hita Karana mengandung pengertian tiga penyebab
kesejahteraan itu bersumber pada keharmonisan hubungan antara Manusia
dengan TuhanNya, Manusia dengan alam lingkungannya, dan Manusia dengan
sesamanya. Dengan menerapkan falsafah tersebut diharapkan dapat
menggantikan pandangan hidup modern yang lebih mengedepankan
individualisme dan materialism. Membudayakan Tri Hita Karana karena akan
dapat memupus pandangan yang mendorong konsumerisme, pertikaian dan
gejolak.

Subak sebagai warisan budaya dunia, terdiri atas empat kawasan dalam satu

kesatuan pengelolaan:

a) Pura Ulun Danu Batur dan Danau Batur (Kabupaten Bangli), sebagai pura suci
untuk pengelola Subak di Bali;

b) Subak dan Pura pada DAS Pakerisan (Kabupaten Gianyar), sebagai kawasan
arkeologi yang membuktikan adanya tradisi subak sejak abad 9M;

c) Subak dan Pura Caturangga batukaru (Kabupaten Buleleng dan Tabanan)
sebagai gambaran utuh ekosisten subak di provinsi Bali;

d) Pura Taman Ayun (Kabupaten Badung), pura kerajaan yang berperan pula
sebagai pura subak bagi kawasan Mengwi-Badung.

2) Penominasian warisan budaya nasional menjadi warisan budaya
dunia tak benda.
Setelah wayang, keris, Batik, Angklung dan Tari Saman, selanjutnya pada
tanggal 4 Desember 2012 di Paris, Perancis melalui sidang ke-7
Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible
Cultural Heritage telah menetapkan Noken, Papua masuk dalam daftar
Warisan Budaya Takbenda-UNESCO.
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Seorang asli Papua tengah merajut Noken. Noken adalah aksesori pakaian tradisional
yang digunakan dalam upacara adat atau perayaan

Awal tahun 2011, Noken dinominasikan sebagai warisan budaya
takbenda-UNESCO oleh pemerintah Indonesia, dengan kriteria “in
need of wurgent safeguarding” atau warisan budaya yang
membutuhkan perlindungan mendesak.

Noken merupakan kantong tradisional masyarakat Papua
serbaguna yang dibuat dengan teknik anyam dan rajut. Dibuat dari
serat kayu, daun atau batang anggrek yang dipilin hingga menjadi
benang kemudian dianyam. Setidaknya ada 250 kelompok etnis di
Papua dan Papua Barat yang mengenal Noken dengan penamaan
yang berbeda-beda dan variasi bentuknya.

Meskipun Nampak sangat sederhana, kemahiran menjalin benang
ini pada dasarnya hanya boleh dilakukan oleh perempuan Papua
sebagai tanda kedewasaan. Seorang perempuan Papua yang belum
bisa membuat noken dianggap belum dewasa dan tidak layak untuk
menikah. Noken juga melambangkan kesuburan seorang
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perempuan. Pembuatan noken memerlukan keterampilan yang
digjarkan secara turun temurun dari orang tua kepada anak-
anaknya.

2) IKU "Jumlah Pengunjung Pada Museum Yang Direvitalisasi "

Presiden Indonesia menetapkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan, khususnya prioritas 11:
Kebudayaan, Kreatifitas, Inovasi, dan Teknologi, diantaranya adalah Revitalisasi
Museum di Indonesia. Guna mendukung Instruksi Presiden tersebut, revitalisasi
museum dijadikan salah satu program unggulan Kemdikbud dalam bidang
Kebudayaan. Revitalisasi museum ini merupakan sebuah upaya untuk
meningkatkan kualitas museum dalam melayani masyarakat sesuai dengan
fungsinya, sehingga museum dapat menjadi tempat yang dirasakan sebagai
kebutuhan untuk dikunjungi.

Ada enam aspek dalam revitalisasi museum vyaitu fisik, manajemen, jejaring,
program, kebijakan, dan pencitraan. Keenam aspek ini diimplementasikan di
museum-museum seluruh Indonesia tahun 2010- 2014. Pelaksanaan keenam
aspek tersebut mengacu pada tiga pilar kebijakan permuseuman di Indonesia
yaitu mencerdaskan bangsa, membentuk kepribadian bangsa (karakter bangsa),
serta menanamkan konsep ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara.

g
o,

‘y SITUSTRQUULANS &,

- ﬁ :4 SITUS PENGASINGAN BUNG KARNO
1. SITUS PERCANDIAN MUARO Jampl - OF ENDE - FLORES —
Beberapa museum yang telah direvitalisasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengunjung
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Realisasi target kinerja Jumlah pengunjung pada museum yang direvitalisasi
adalah sebanyak 5.754.884 dari target sebanyak 3.000.000 pengunjung dengan
persentase capaian sebesar 192%.

Jumlah pengunjung Museum tersebut terdiri dari:

a) Pengunjung Umum sebanyak 2.762.344 orang atau 48%

b) Pengunjung Mahasiswa sebanyak 2.877.442 orang atau 50%
¢) Pengunjung Wisata Manca Negara 115.098 orang atau 2%

Ketercapaian IKU “Jumlah Pengunjung Pada Museum Yang Direvitalisasi” tersebut
dapat tercapai melalui dukungan beberapa kegiatan:

a) Revitalisasi fisik museum;

b) Sosialisasi Gerakan Nasional Cinta Museum;

c) Gelar Museum Nusantara;

d) Pemilihan duta museum 2012.

Aktivitas yang dilakukan hingga untuk capaian realisasi kinerja melebihi target di
antaranya melalui :

Gelar Museum Nusantara

Gelar Museum Nusantara merupakan kegiatan pameran bersama yang diikuti
oleh seluruh museum di 33 Provinsi yang bertujuan untuk menampilkan museum
kepada publik dengan warna yang berbeda agar dapat meningkatkan apresiasi
masyarakat terhadap museum.

Banyaknya Museum yang berpartisipasi pada pameran ini berjumlah 126 museum,
partisipasi dapat berupa penyajian koleksi dan alat-alat publikasi seperti leaflet
karena keterbatasannya untuk menampilkan koleksi.Kegiatan Gelar Museum
Nusantara ini berlangsung dengan penuh atusiasisme dari masyarakat dan pelajar,
berikut beberapa foto dari kegiatan Gelar Museum Nusantara 2012;

e

Peresmian Gelar Museum Nusantara oleh Ibu Wakil Menteri Bidang Kebudayaan dan kegiatan Talkshow dengan
Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman
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Gelar Museum Nusantara

Pemilihan Duta Museum 2012
Direktorat Jenderal Kebudayaan telah menyelenggarakan Pemilihan Duta

Museum dari Public Figure, terpilihlah Sigi Wimala sebagai Duta Museum
Nasional. Sebagai tindak lanjut dan kontinuitas dalam kegiatan ini, diperlukan
sebuah gerakan nyata dalam bentuk
aktivitas Pemilihan Duta Museum Daerah
yang berfungsi sebagai wakil pendamping
Duta Museum yang telah ada untuk aktif
dalam menginformasikan dan
mengkomunikasikan perkembangan dan
perubahan-perubahan yang terjadi di
museum dalam rangka pencitraan
museum ke masyarakat dan sekaligus mencari Duta-Duta Museum dari daerah.

Atas dasar tersebut di atas, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal
Kebudayaan telah menetapkan sebuah program pada tahun 2012 ini
menitikberatkan pada sosialisasi dan
kampanye publik tentang museum yang
bertujuan untuk mencari Duta-Duta
Museum dari daerah di seluruh Provinsi
Indonesia dalam rangka membantu
Duta Museum untuk mensosialisasikan
dan mengkomunikasikan  gerakan
nasional masyarakat Indonesia untuk

mencintai museum.
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Sasaran program Pemilihan Duta
Museum  Daerah  dalam  rangka
mensosialisasikan dan kampanye ini
adalah terpilihnya pasangan Duta
Museum Daerah dari seluruh provinsi di
Indonesia yang akan turut mendorong
- terbangunnya paradigma baru tentang
——— : = -' peran dan fungsi museum, dengan
menjadikan Putra Putri Daerah sebagai ujung tombak akan pencitraan museum
dimasa mendatang maupun sebagai ajang edukasi dan kompetisi gobal. Pada
tahun ini telah terpilih 65 Duta Museum yang berasl dari 33 Provinsi di Indonesia

Sosialisasi Gerakan Nasional Cinta Museum

Saat ini kesadaran masyarakat berkunjung ke museum masih dinilai rendah.
Untuk menarik minat masyarakat berkunjung ke museum, diperlukan sosialisasi
tentang museum. Sosialisasi ini telah berjalan sejak tahun 2010 dengan
dilaksanakannya program Visit Museum Year serta Gerakan Nasional Cinta
Museum. Media kampanye ini dilanjutkan dengan sosialisasi dan kampanye
publik tentang museum melalui media.

Pemasyarakatan Museum Melalui Media memiliki tujuan dan sasaran yang akan
dicapai demi terciptanya minat masyarakat untuk berkunjung ke museum. Melalui
Pemasyarakatan Museum Melalui Media ini diharapkan dapat, memberikan
informasi kepada masyarakat dan meningkatkan serta memupuk rasa cinta
museum di kalangan masyarakat melalui media elektronik seperti televisi dan
radio sehingga membangun komunikasi aktif antara museum dan masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan berupa produksi dan penayangan film dokumenter
tentang permuseuman di media televisi, program talkshow di media televisi dan
radio, iklan layanan masyarakat di televisi dan radio.

b. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya.
Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui IKU*“
Jumlah orang yang mengapresiasi sejarah dan karya budaya”. Adapun tingkat
pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Meningkatnya apresiasi Jumlah orang yang - - - 12,500,000 13,117,149 105
masyarakat terhadap mengapresiasi
sejarah dan nilai budaya sejarah dan karya

budaya
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Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa IKU “Jumlah orang
yang mengapresiasi sejarah dan karya budaya”telah mencapai target yang
ditetapkan. Hal itu dapat dilihat dari capaian realisasi sebanyak 13,117,149 orang
dari target yang diitetapkan sebanyak 12,5000,000 orang, dengan persentase
capaian kinerja mencapai 105%. Pencapaian kinerja melebihi target yang
ditetapkan yaitu mencapai 105% dikarenakan adanya kegiatan dari anggaran
APBNP dalam rangka peningkatan apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan
nilai budaya.

Pencapaian target Jumlah peserta tersebut dicapai dalam pelaksanaan beberapa
kegiatan diantaranya:
1) Lawatan Sejarah Nasional,

2) Pekan Nasional Cinta Sejarah;

3) Kemah Wilayah Perbatasan;

4) Arung Sejarah Bahari;

5) Persemaian Nilai Budaya sebagai Pembentuk Karakter Bangsa;
6) Konferensi IAHA;

7) Dialog Keragaman Budaya;

8) Dialog Budaya Rumpun Melayu;

9) Kongres Kebudayaan Pemuda Indonesia;

10) Kongres Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi;

11) Pra Kongres Kebudayaan;

12) Publikasi Kesejarahan;

13) Jumlah Peserta Internalisasi Cagar Budaya;

14) Jumlah Bimbingan Teknis Bidang Pelestarian Sejarah dan Purbakala;

15) Jumlah Pengunjung Situs Cagar Budaya;

16) Jumlah Pengunjung Museum;

17) Rembuk Nasional Kebudayaan;

18) Anugerah Kebudayaan dan Maestro;

19) UNESCO Training Workshop on Nomination of World Heritage;

20) Penyelenggaraan Sosialisasi Media dalam rangka GN Pembangunan
Karakter Bangsa melalui Kebudayaan;

21) Penyelenggaraan Internalisasi Nilai dalam rangka GN Pembangunan
Karakter Bangsa melalui Kebudayaan;
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c. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku seni dan film, inspirasi dan
penciptaan kreatifitas dalam membuat karya seni dan film, serta
apresiasi masyarakat terhadap seni dan film.

Guna melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini, dapat dilihat melalui tiga
IKU berikut ini:

1) Jumlah sekolah yang difasilitasi sarana budaya;

2) Jumlah fasilitasi film yang berkarakter;

3) Jumlah komunitas budaya yang difasilitasi.

Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Peningkatan kualitas Jumlah sekolah yang - - - 1400 951 67
dan kuantitas pelaku Difasilitasi Sarana

seni dan film, inspirasi Budaya

dan penciptaan Jumlah Fasilitasi Film 20 20 100
kreatifitas dalam yang Berkarakter

membuat karya seni dan Jumlah Komunitas 200 125 63
film, serta apresiasi Budaya yang

masyarakat terhadap Difasilitasi

seni dan film

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa:

1) IKU “Jumlah sekolah yang difasilitasi sarana budaya”.

Sekolah yang difasilitasi sarana budaya meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah
Menengah Pertama (SMP). Realisasi capaian IKU ini belum mencapai target yang
ditetapkan. Dari 1400 sekolah yang ditargetkan hanya terealisasi 951 sekolah
dengan persentase capaian sebesar 67%.

Hambatan/permasalahan dialami sehingga menyebabkan target yang telah
ditetapkan tidak tercapai adalah karena tidak semuanya sekolah sebagai sasaran
fasilitasi sarana budaya dapat mengirimkan proposal tepat waktu dan belum
optimalnya komunikasi kepada pihak sekolah khususnya didaerah Indonesia
timur, baik melalui telepon/fax/surat/email. Kendala lain yang dialami adalah
waktu yang cukup sempit untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

2) IKU “Jumlah film yang berkarakter yang difasilitasi”.

Capaian IKU ini telah mencapai 100%. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya target
yang telah ditetapkan. Dari target sebanyak 20 film telah terealisasi sebanyak 20
film, yaitu:
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1.  Alangkah Lucunya Negeri Ini.
2. Ayah Mengapa Aku Berbeda.
3. Catatan Ahir sekolah

4, Darah Garuda

5. Garuda Didadaku

6. Hafalan Shalat Delisa

7. Hati Merdeka

8. Kiamat Sudah Dekat

9. Laskar Pelangi

10. Lima Elang

11. Menebus Impian

12.  Merah Putih

13. Naga Bonar

14. Petualangan Sherina

15. Sang Pencerah

16. Semesta Mendukung

17.  Surat Kecil Untuk Tuhan

18. 3 Hari 2 Dunia 1 Cinta

19. Tendangan Dari Langit

20. Untuk Rena

3) IKU*Jumlah komunitas budaya yang difasilitasi”
Capaian IKU ini telah mencapai 63%. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya target
yang telah ditetapkan. Dari target sebanyak 200 komunitas telah terealisasi

sebanyak 125.

Capaian target pelaksanaan kegiatan hanya
mencapai 63%  dikarenakan  beberapa
komunitas tidak memenuhi persyaratan
untuk diberikan fasilitasi.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam
pencapaian sasaran strategis tersebut adalah:

1) Penetapan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan tentang Bantuan Sosial
untuk Komunitas Budaya.

Penyusunan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan tentang Bantuan Sosial
untuk Komunitas Budaya sebagai dasar

"
-

FASILITASI PEMBELIAN FILM RIGHT
UNTUK PEMUTARAN BIOSKOP RAKYAT
DAN FILM KELILING a—

20 JuDuL FiLm
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2)

3)

4)

hukum kegiatan Fasilitasi Sarana untuk Sanggar/Komunitas Adat/Sarana
Sarasehan dilakukan dari bulan Juli hingga September 2012. Namun Peraturan
Menteri dimaksud baru ditetapkan pada pertengahan November 2012. Hal ini
berpengaruh pada kelancaran tahap-tahap kegiatan Fasilitasi Sarana untuk
Sanggar/Komunitas Adat/Sarana Sarasehan, terutama pada tahap pencairan
dana. Pencairan dana untuk kegiatan ini baru dilakukan pada awal Desember
2012, menjelang tutup tahun anggaran.

Informasi Kegiatan Fasilitasi Sarana untuk Sanggar/Komunitas Adat/Sarana
Sarasehan.

Belum terbitnya dasar hukum kegiatan Fasilitasi Sarana untuk
Sanggar/Komunitas Adat/Sarana Sarasehan berdampak pada tahap
penerimaan proposal dari komunitas budaya. Informasi kepada komunitas-
komunitas budaya yang ada di Indonesia tidak merata dan baru dilakukan
belakangan, sehingga terjadi ketimpangan persebaran jumlah proposal
komunitas budaya berdasar wilayah administratif (Kabupaten/Kota dan
Provinsi).

Kelengkapan Administrasi Komunitas Budaya

Komunitas-komunitas Budaya yang menjadi bidang tugas dan fungsi
Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan
Tradisi tidak memiliki kelengkapan administrasi formal sebagai
organisasi/komunitas. Ketiadaan kelengkapan administrasi ini berkaitan
dengan kondisi sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial komunitas-
komunitas budaya tersebut.

Komunitas-komunitas budaya mengalami kesulitan untuk melengkapi syarat
administrasi sesuai persyaratan Petunjuk Teknis Fasilitasi dalam waktu singkat.
Teknisnya, komunitas budaya memerlukan pendampingan untuk melengkapi
syarat administrasi dimaksud.

Proposal tidak langsung dari Komunitas Budaya

Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Bantuan Sosial untuk Komunitas Budaya dan Petunjuk Teknik Fasilitasi
mensyarakat bahwa proposal pengajuan harus berasal dari Komunitas Budaya.
Namun, beberapa proposal pengajuan bantuan yang dikirimkan ke Direktorat
Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi bukan
langsung berasal dari Komunitas Budaya dimaksud.

Proposal berupa rekomendasi pemberian bantuan kepada Komunitas Budaya
yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi. Selain itu,
proposal pengajuan juga bukan berasal dari komunitas yang menjadi bidang
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tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa dan Tradisi. Sehingga proposal-proposal tersebut tidak ditindaklnjuti
atau tidak ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.

5) Pendampingan tidak maksimal
Pendampingan Komunitas Budaya oleh Penyuluh dilakukan dalam rangka
pemberdayaan Komunitas Budaya dimaksud kurang maksimal. Pemberdayaan
dalam hal ini meliputi kepemilikan syarat-syarat formal sebagai
organisasi/komunitas yang diakui oleh Negara, kemampuan melakukan
pembukuan transaksi serta penyusunan laporan kegiatan.

Melihat hambatan dan kendala yang dihadapi di atas langkah antisipasi yang
akan dilakukan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai
dengan baik di masa datang adalah:

1. Kegiatan bantuan sosial harus dipersiapkan dengan waktu yang cukup.
2. Perlu dukungan instrumen teknis untuka mendukung kegiatan bantuan
sosial.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pagu belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam DIPA 2012 dibagi
dalam 4 (empat) pos pengeluaran, yaitu (1) Pegawai, (2) Barang, (3) Modal, (4)
Bantuan Sosial (Bansos). Pos pengeluaran belanja pegawai yaitu pos yang
dikhususkan untuk belanja pegawai, misalnya gaji dan tunjangan-tunjangan. Pos
pengeluaran belanja barang yaitu pos pengeluaran yang meliputi belanja untuk
keperluan sehari-hari perkantoran, pemeliharaan dan perjalanan dinas sebagai
penunjang kegiatan. Pos pengeluaran belanja modal yaitu pos pengeluaran yang
meliputi kegiatan pengadaan sarana prasarana yang merupakan aset tetap. Pos
pengeluaran belanja bansos yaitu pos pengeluaran yang meliputi kegiatan
bantuan sosial kepada penyelenggaraan pendidikan berupa dana 1) Imbal
Swadana; 2) Bantuan Kegiatan Mengajar (BKM); 3) Safe Guarding; 4) Lembaga; 5)
Beasiswa; 6) Rehabilitasi; 7) Taman Bacaan Masyarakat; 8) Perpustakaan; dan 9)
Kursus-kursus, dll.

Berikut grafik persentase pengalokasian anggaran untuk empat pos pengeluaran
pegawai, barang, modal dan bansos.
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TEELTE]

Pegawai

Belanja 12%

Bansos -
42%

Belanja
Barang

31%

Total pagu belanja pada DIPA Kemdikbud tahun 2012 sebesar
Rp.78.828.566.744.000,- Dari jumlah tersebut Belanja Bantuan Sosial
mendapatkan alokasi sebesar 42% atau Rp. 32.712.489.886.000-; Belanja Pegawai
mendapatkan alokasi 12% atau RP. 9.374.680.642.000,-; Belanja Barang
mendapatkan alokasi 31% atau RP. 24.652.168.283.000,-; dan Belanja Modal
mendapatkan alokasi 15% atau RP. 12.116.227.933.000,- Dari empat pos belanja
tersebut belanja bansos memperoleh alokasi terbesar. Besarnya alokasi belanja
bansos tersebut karena Kemdikbud memiliki kebijakan yang memihak pada
upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya pada mereka yang berkontribusi
pada memajukan dunia pendidikan dan kebudayaan di Indonesia.

Berikut grafik pengalokasian anggaran pada masing-masing program yang
tersebar kesepuluh unit utama.

Badan Bangbin Ditjen Kebudayaan
Bahasa 1,43%
0,33%__ BPSDMP dan PMP

3,63% _\

Itjen

Ditjen Dikmen
11,50%

Balitbang
.. 163%
Ditjen
PAUDNI
3,73%
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Anggaran Kemdikbud tahun 2012 sebesar Rp. 78.828.566.744.000,- yang tersebar
ke sepuluh unit utama seperti terlihat dalam grafik di atas digunakan untuk
membiayai sepuluh program pembangunan pendidikan dan kebudayaan.
Kesepuluh program tersebut antara lain 1) program pendidikan anak usia dini,
nonformal dan informal;, 2) program pendidikan dasar; 3) program pendidikan
menengah; 4) program pendidikan tinggi; 5 program pengembangan SDM
pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan; 6) program penelitian dan
pengembangan; 7) program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra; 8)
program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; 9) program
pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur, dan 10) program pelestarian
budaya

1. Realisasi Anggaran
Total anggaran Kemdikbud yang ada dalam DIPA tahun 2012 berjumlah Rp.
78.828.566.744.000,- Realisasi pengeluaran DIPA sampai bulan Desember
tahun 2012 adalah Rp. 67.528.013.625.509,-. Sehingga daya serap anggaran
Kemdikbud sampai Desember 2012 adalah

67.528.013.625.509,- x 100% = 85.66%
78.828.566.744.000,-

Berikut ini grafik realisasi daya serap DIPA 2012 di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan pada masing-masing pos pengeluaran.

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Belanja Bansos

Pagu

9.374.680.642.000

24.625.168.283.000

12.116.227.933.000

32.712.489.886.000

Realisasi

8.960.543.020.777

19.538.365.441.949

8.832.535.519.240

30.196.569.643.443

%

95,58

79,34

72,90

92,31
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Dari empat pos anggaran tersebut baru belanja pegawai dan belanja bansos
yang daya serap anggaran relatif baik. Daya serap untuk pos belanja pegawai
tersebut relatif stabil sepanjang tahun sepanjang tahun 2012. Sedangkan daya
serap anggaran untuk pos belanja modal dan belanja barang masih kurang baik,
hal ini terlihat dari persentase penyerapan anggaran yang relatif kecil.

Rendahnya daya serap anggaran Kemdikbud pada tahun 2012 tersebut

dikarenakan antara lain:

a. Operasional pelaksanaan DIPA Kementerian dimulai awal bulan Maret 2012;

b. Minimnya waktu pelaksanaan kegiatan terkait DIPA APBN-P, diterima awal
akhir bulan Oktober 2012;

c. Adanya efisiensi dari pengadaan barang/jasa.

Berikut grafik daya serap anggaran untuk sepuluh program yang dilaksanakan
oleh sepuluh unit utama selama tahun 2012.

T 642.874.366.881
Ditjen Kebudayaan 1127 100.000.000
2.650.690.182.197
BPSDMP dan PMP 7.863.343.446.000
. 165.673.871.439
Badan Bangbin Bahasa 357.759.014.000
8.094.955.499.695
9.064.730.435.000

1.144.650.807.902

Ditjen Dikmen

Balitbang 1.288.399.951.000
o 2.739.991.384.614
Ditjen PAUDNI 2.936.773.089.000
o 32.835.880.227.080
Ditjen Dikti 40.116.057.420.000
. 18.126.982.207.366
Ditjen Dikdas 19.659.207.194.000
ftjen | 122.421.936.902
184.715.142.000
setjen M 1.003.893.161433

1.330.481.053.000

realisasi M pagu

Melihat beberapa hambatan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran tersebut
beberapa langkah antisipasi yang dilakukan antara lain memperbaiki proses
penyusunan RKAL sehingga akan mempercepat proses pembahasan anggaran
dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan memperpendek proses
pertanggungjawaban dan pencairan anggaran dengan membentuk satuan kerja
baru, dengan adanya satker baru ini diharapkan pencairan anggaran bisa lebih
cepat dan tidak bergantung dengan satuan kerja lain.
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C. LAYANAN PENDIDIKAN DI DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL
DAN DAERAH TERDEPAN/DAERAH PERBATASAN

Guna menyediakan ketersediaan akses layanan pendidikan diseluruh wilayah
Indonesia khususnya di daerah tertinggal, terpencil, dan daerah terdepan/daerah
perbatasan serta untuk mempercepat penuntasan wajib belajar sembilan tahun.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama tahun 2012 telah melakukan
pembangunan pada daerah-daerah tersebut. Berikut salah satu program yang
dilakukan Kemdikbud khususnya dalam penyediaan guru pada daerah tertinggal,
terpencil dan terdepan.

PPG SM-3T

Program SM-3T adalah Program Pengabdian Sarjana Pendidikan untuk
berpartisipasi dalam percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T selama
satu tahun sebagai penyiapan pendidik profesional yang akan dilanjutkan dengan
Program Pendidikan Profesi Guru.

Rekrutmen calon peserta Program SM-3T Tahun 2012 dilakukan oleh LPTK
penyelenggara dengan tahapan sebagai berikut.

1) Pendaftaran calon peserta.

2) Seleksi Administratif sesuai dengan persyaratan peserta.

3) Tes Potensi Akademik.

4) Tes Kompetensi Akademik Kependidikan dan Akademik Bidang Studi.

5) Penelusuran minat dan bakat melalui wawancana.

6) Asesmen kepribadian melalui wawancara atau instrumen asesmen lainnya.

7) Penetapan dan pengumuman peserta yang dinyatakan lulus seleksi.

Adapun capaian per LPTK untuk program ini adalah berikut ini:

a. Capaian Gelombang |
Lulusan SM3T angkatan pertama ini berjumlah sekitar 2.400-an orang, dan
mereka semua sudah ditarik kembali, dan digantikan oleh angkatan II, 2.714
sarjana pendidik. Pada angkatan pertama jumlah kabupaten sasaran ada 17,
pada gelombang 2 jumlah kabupaten bertambah 34.

b. Capaian Gelombang I
Saat ini peserta SM-3T angkatan |l sudah berada di daerah sasaran (17 provinsi)
dan aktif melaksanakan tugas pengabdian. Sebagian besar mereka tetap
dalam kondisi sehat dan bersemangat tinggi melakukan tugas di daerah
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sasaran, hanya 3 orang perserta yang mengalami musibah dan gugur dalam
tugas.

Rekapituasi SM-3T per LPTK

1. Daerah Sasaran 4 Provinsi 8 Provinsi

2. LPTK Penyelenggara 12 17

3. Sistem Seleksi Langsung LPTK Tingkat Nasional (online) dan

Tingkat LPTK

4. Pra Kondisi Materi tanpa manajemen Dengan tambahan materi
sekolah, UKS/P3K manajemen sekolah, UKS/P3K

5. Penempatan Sebagian peserta dari 3T Peserta tidak ditugaskan di
ditugaskan kembali ke daerah asalnya
daerahnya

Beberapa kendala pelaksanaan program SM-3T dapat disajikan sebagai berikut.

1) Pada awal pelaksanaan program SM-3T, tidak semua sosialisasi tentang
program SM-3T oleh LPTK penyelenggara kepada perserta berjalan mulus, ada
beberapa LPTK yang kurang melakukan sosialisasi kepada peserta, yang
berakibat jumlah pendaftar yang tidak memenuhi kuota

2) Waktu deployment juga terasa mepet.

3) Distribusi peserta kedaerah sasaran menghadapi data yang kurang akurat dan
perlu disesuaikan dengan permintaan daerah.

4) Distribusi peserta juga perlu mempertimbangkan aspek keamanan daerah
sasaran (Biak). Salam paham tentang hakikat program SM-3T juga
diperlihatkan olen DPRD (NTT) yang beranggapan bahwa program SM-3T
mengurangi peluang menjadi guru bagi putra daerah.

5) Pada proses pelaksanaan program SM-3T angkat pertama dan kedua, 3 orang
peserta bernasib malang (meninggal) dalam menghadapi alam yang tidak
bersahabat (gelombang air laut, deras air sungai) saat menjalankan tugas.

6) Komunikasi yang terganggu karena (1) jalan yang sangat rusak, terpencil, jauh,
dan (2) tidak ada jaringan telpon.

Beberapa kendala ini  memberikan pelajaran (lesson learn) untuk

penyelenggaraan gelombang 2 yaitu:

1) Ketepatan distribusi peserta secara tepat menuju daerah sasaran dijaga dan
ditingkatkan.

2) Ketersediaan data yang lengkap untuk menjamin  kesesuaian antara
kebutuhan dan perekrutan diusahakan.

3) Kesiapan daerah untuk menerima dan mengakomodasi segala kebutuhan,
ditingkatkan
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4) Kesiapan kesehatan fisik perserta SM-3T mendapatkan perhatian lebih serius.

5) Jaminan keselamatan dan perlindungan peserta dilakukan. Semua peserta
diasuransikan

6) Peserta SM-3T tidak ditugaskan ke daerah asal untuk menjamin pemberian
pengalaman luas untuk mengenal daerah 3T.

7) Peserta SM-3T tidak boleh diposisikan sebagai “guru pengganti”.

Solusi yang ditempuh

Beberapa kendala pelaksanaan program SM-3T tersebut diatasi  melalui

peningkatan komunikasi, jejaring dan koordinasi .

1) Untuk mengatasi sosialisasi yang kurang lancar di awal pelaksanaan,
koordinasi antar LPTK dilakukan untuk menjamin keterpenuhan kuota,
sehingga dimungkinkan LPTK menerima kelimpahan peserta dari LPTK lain,
sampai kuota terpenuhi.

2) Koordinasi dengan pemerintah daerah dilakukan untuk mengakomodasikan
kepentingan daerah.

3) Temu muka (diskusi) antara Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan
DPRD dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman wakil rayat DPRD (NTT)
tentang hakikat program SM-3T. Diskusi ini berhasil untuk meningkatkan
pemahaman dan dukungan dari DPRD terhadap program SM-3T.

4) Koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian
Perekonomian dan Kesejahteraan rakyat untuk mendukung program SM-3T
sedang diupayakan.
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BAB IV
PENUTUP

aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemdikbud tahun

2012 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan atas pelaksanaan Penetapan Kinerja (PK), sebagai

pengemban amanah yang harus disampaikan kepada masyarakat maupun
pemangku kepentingan (stakeholders) di dunia pendidikan dan kebudayaan.
LAKIP Kemdikbud tahun 2012 menyampaiakn informasi capaian kinerja dari
sepuluh program yang dilaksanakan Kemdikbud.

“Laporan akuntabilitas kinerja Kemadikbud Tahun 2012
merupakan perwujudan pertanggungiawaban Mendikbud
terhadap Penetapan Kinerja”

Pada tahun 2012, secara umum dapat disimpulkan bahwa Kemdikbud telah dapat
merealisasikan target IKU yang yang ditetapkan dalam sepuluh program.
Pencapaian IKU program tersebut memberikan kontribusi langsung dalam
pencapaian sasaran strategis yang tercantum dalam rencana strategis Kemdikbud
tahun 2010--2014.

Dalam rangka melaksanakan enam misi yang telah ditetapkan, Kemdikbud
melaksanakan program-program yang dititikberatkan pada penyediaan dan
peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan subsidi untuk
meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan, penyediaan tenaga
pendidikan yang berkompeten dan merata, penyediaan manajemen satuan
pendidikan yang berkompeten, penyediaan sistem pembelajaran sesuai dengan
standar nasional pendidikan, penyediaan data dan informasi serta akreditasi
yang handal, pelestarian dan memperkukuh bahasa dan budaya Indonesia dan
penataan struktur organisasi untuk menjamin terlaksananya layanan prima dalam
bidang pendidikan dan Kebudayaan.

Dari seluruh IKU yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis
pada sepuluh program pendidikan dan kebudayaan, Kemdikbud telah berhasil
merealisasikannya, dengan rincian: 52 IKU telah melebihi target 100%, 10 IKU
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mencapai target 100% dan sebanyak 27 IKU yang belum mencapai target yang
ditetapkan. Selain capaian dalam PK, capaian kinerja lain yang berhasil dicapai
Kemdikbud adalah rehabilitasi ruang kelas rusak untuk sekolah SD dan SMP,
bantuan bagi guru, pemberian beasiswa, pengadaan bahan dan media
pembelajaran, penanganan layanan pendidikan di daerah bencana, dan
pemberian layanan pendidikan di daerah tertinggal, daerah terluar maupun
daerah perbatasan, diraihnya nilai terbaik tingkat kementerian dalam hal
integritas sektor publik tahun 2012 dan diperolehnya predikat B atas akuntabilitas
kinerja Kemdikbud tahun 2012.

Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun ketiga dari Renstra Kemdikbud tahun
2010--2014, merupakan dasar berpijak yang kuat bagi Kemdikbud untuk dapat
melaksanakan program-program yang telah dicanangkan pada tahun-tahun
berikutnya, dan sekaligus menjadi barometer agar program-program pada masa
mendatang akan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Kemdikbud akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan,
penyesuaian, dan pembaharuan dalam rangka menjamin perwujudan tekad
dalam melakukan reformasi pendidikan dan kebudayaan untuk menjawab
tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di era
persaingan global.
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Lampiran Penetapan Kinerja Kemdikbud Tahun 2012

Meningkatnya APK Angka Partisipasi Kasar (APK) 37.81% Pendidikan Anak 2.936.773.089
PAUD (TK KB,TPA, SPS) PAUD Usia Dini,
nasional mencapai Nonformal dan
45,05% Informal
Menurunnya tingkat Persentase menurunnya 4,23%

literasi nasional usia= penduduk tuna aksara usia

15 tahun 4,2% 15-59 tahun

Meningkatnya anak Persentase Anak Lulus SMP 15%

lulus SMP tidak Tidak Melanjutkan, Putus dan/

melanjutkan, putus atau Lulus Sekolah Menengah

dan/ atau lulus Tidak Melanjutkan

sekolah menengah Mendapatkan Layanan

tidak melanjutkan Pendidikan Kecakapan Hidup

mendapatkan layanan
kursus dan pelatihan
berbasis kecakapan

hidup 13%
Meningkatnya APM APM SD/SDLB/ 83,29%  Pendidikan Dasar 19.659.207.194.000
SD/SDLB/Paket A Paket A
nasional mencapai
83,57%
Sekurang-kurangnya  pagjo kesetaraan jender 97,6%
50% Kab/Kota telah SD/SDLB
mengarusutamakan

enc?er dalam Rasio kesetaraan jender 97,6%
9 . SMP/SMPLB
pendidikan
Menurunnya Angka Persentase peserta didik 1,1%
Putus Sekolah SD SD/SDLB putus sekolah
maksimal 0,7% dan Persentase peserta didik 1,4%
SMP maksimal 1%, SMP/SMPLB putus sekolah
meningkatnya angka
melanjutkan SD/SDLB  persentase lulusan SD/SDLB 94,2%
sekurang-kurangnya melanjutkan pendidikan
97%
Sekurang-kurangnya Persentase SD menerapkan 28%
40% SD/SDLB dan e-pembelajaran
60% SMP/SMPLB Persentase SD memiliki 20%
melaksanakan e- fasilitas internet
pembelajaran Persentase SMP yang 40%

menerapkan e-pembelajaran
40%

Persentase SMP memiliki
fasilitas internet
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Sekurang-kurangnya
85% kabupaten/kota
memiliki SD SBI atau
RSBI

Sekurang-kurangnya
90% SD/SDLB dan
100% SMP/SMPLB
terakreditasi minimal B

Sekurang-kurangnya
90% SD/SDLB dan
100% SMP/SMPLB
terakreditasi minimal B

Seluruh Kabupaten dan
Kota telah
melaksanakan SPM
Pendidikan Dasar

Meningkatnya APK
SMP/SMPLB/ Paket B
nasional mencapai
76,53%

Meningkatnya APM
SMP/SMPLB/ Paket
B/Sederajat mencapai
58,17%

Meningkatnya angka
melanjutkan lulusan
SMP/SMPLB ke
sekolah menengah
sekurang-kurangnya
94%

Sekurang-kurangnya
75% kabupaten/kota
memiliki SMP SBI atau
RSBI

Sekurang-kurangnya
82% Guru SD/SDLB

berkualifikasi S-1/D-4
dan 80% bersertifikat

Sekurang-kurangnya
60% Kab/Kota Telah
Memiliki Rasio

persentase kabupaten/ kota
memiliki minimal satu SD
RSBI/SBI

Persentase SD/SDLB
Berakreditasi

Persentase SMP/SMPLB
berakreditasi
Persentase SD/SDLB
Berakreditasi minimal B

Persentase SMP/SMPLB
berakreditasi minimal B
Persentase SD/SDLB memenuhi
SPM

Persentase SMP/SMPLB
memenuhi SPM

Persentase kab/kota yang
memiliki tenaga
kependidikan sesuai SPM
APK SMP/SMPLB/

PAKET B

APM SMP/SMPLB/
PAKET B

Persentase lulusan SMP/SMPLB
yang melanjutkan ke sekolah
menengah

Persentase kabupaten/ kota
memiliki minimal satu SMP
RSBI/SBI

Nilai total tertimbang medali
dari kompetisi internasional
tingkat pendidikan dasar

Persentase guru SD/SDLB dalam
jabatan berkualifikasi akademik
S1/D4

Persentase SD yang memiliki
rasio guru terhadap siswa sesuai
SPM

62,2%

64%

54,1%

60%

70%

55%

65%

49%

75,69%

57,13%

90%

62%

178

58%

8%

Lampiran
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Pendidik dan Peserta
Didik SD 1:20 Sampai
1:28 dan SMP 1:20
Sampai 1:32

Sekurang-kurangnya
98% Guru SMP/SMPLB
berkualifikasi S-1/D-4
dan 90% bersertifikat

Meningkatnya APK
nasional melampaui
70.7%,

Menurunkan Angka
putus sekolah Peserta
Didik SMA/SMK/
SMLB menjadi 1.69%;
Meningkatkan
Persentase SMA/SMK/
SMLB memenuhi
Akreditasi sebesar
65.25%

Meningkatkan
Persentase SMA/
SMK/SMLB
menerapkan e-
Pembelajaran

sebesar 54.03%
Meningkatkan
Persentase

Kab/Kota memiliki
SMA/SMK/SMLB
Model/Rujukan
sebesar 65%
Meningkatkan
Perolehan jumlah
medali dari kompetensi
internasiomal tingkat
pendidikan menengah
sebanyak 38 medali
Seluruh satuan

pendidikan SMA/
SMK/SMLB
menerapkan
pembelajaran yang
membangun karakter
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Rasio guru terhadap siswa SD

Persentase SMP yang
memiliki rasio guru terhadap
siswa sesuai SPM

Rasio guru terhadap siswa
SMP

Persentase guru SMP/SMLB
dalam berkualifikasi akademik
S1/D4

Persentase pendidik dan
tenaga kependidikan yang
menerima tunjangan

APK Nasional SMA/SMK/SMLB/
Paket C

Persentase Peserta Didik
SMA/SMK/ SMLB putus sekolah

Persentase SMA/SMK/SMLB
memenuhi Akreditasi

Persentase SMA/SMK/ SMLB
menerapkan e- Pembelajaran

Persentase Kab/Kota memiliki
SMA/SMK/SMLB
Model/Rujukan

Jumlah Medali dari
Kompetisi Internasional tingkat
pendidikan menengah

Persentase SMA/SMK/SMLB
menerapkan Pendidikan yang
membangun Karakter

1:30
8%

134

87%

100%

66,4% Pendidikan
Menengah

1,80%

55,88%

36,79%

52,1%

31

80,66%

9.064.730.435.000
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Meningkatkan
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
SMA/SMK/SMLB
mengikuti

Pelatihan Profesional
Berkelanjutan
sebanyak 75%
Meningkatkan guru
SMA/SMLB/SMK
berkualifikasi S1/ D-4

mencapai 98%.

Meningkatkan
Persentase
Pemenuhan Guru
Produktif SMK sebesar
76.38%

Persentase Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan SMA/
SMK/SMLB
mendapatkan
penghargaan dan
perlindungan sebesar
75.38

APK PT dan PTA usia
19-23 tahun mencapai
30%

Sekurang-kurangnya
100% prodi PT
berakreditasi dan 80%
berakreditasi minimal
B
Sekurang-kurangnya 3
PT masuk peringkat
300 terbaik dunia dan
sekurang-kurangnya
11 PT (kumulatif)
masuk dalam
peringkat 600 terbaik
dunia versi THES,
sekurang-kurangnya
12 PT masuk dalam
200 terbaik Asia versi
THES

Persentase Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
SMA/SMK/SMLB mengikuti
Program Pengembangan Karir

Persentase Guru
SMA/SMK/SMLB Berkualifikasi S-
1/D-4

Persentase Pemenuhan Guru
Produktif SMK

Persentase Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
SMA/SMK/SMLB mendapatkan
penghargaan dan perlindungan

1 APKPT dan PTA Usia 19-23
Thn *)

2 APK prodi sains natural dan
teknologi (usia 19-23
tahun)

3 Persentase mahasiswa
penerima
beasiswa/bantuan biaya
pendidikan

1 Persentase Prodi
Terakreditasi

2 Persentase Prodi PT
Berakreditasi Minimal B

1 Jumlah Perguruan Tinggi
Masuk TOP 500 Dunia
Jumlah PT otonom

jumlah PT beropini WTP

69%

87%

60,64%

55,51%

Pendidikan
Tinggi

26,75%

6%

20%

69%

51%

35
22

Lampiran

40.116.057.420.000
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Sekurang-kurangnya
94% dosen program S-
1 dan program
diploma berkualifikasi
minimal S-2

Sekurang-kurangnya
15% dosen pasca
sarjana (S-2, profesi,
spesialis, dan S-3)
berkualifikasi S-3

Sekurang-kurangnya
75% dosen PT telah
bersertifikat profesi

Meningkatkan
persentase dosen
dengan publikasi
nasional menjadi
0.19%

Meningkatkan
persentase dosen
dengan publikasi
internasional menjadi
0.8%

Menurunnya disparitas
gender yang
ditunjukkan dengan
rasio kesetaraan
gender menjadi 104 %

84,9% guru yang
memenuhi syarat
(sesuai Undang-
Undang Guru dan
Dosen) bersertifikat
pendidik

100% guru (sesuai
Permeneg PAN dan RB
No. 16 tahun 2009)
dinilai kinerjanya

60% guru, kepala
sekolah, pengawas,
pendidik kesetaraan,
laboran, pustakawan,
tenaga administrasi
sekolah meningkat
kompetensinya

30% SDM aparatur
Kementerian pendidikan
dan kebudayaan lulus

178 Lampiran

Persentase Dosen
Berkualifikasi S-2

Persentase Dosen Berkualifikasi
S-3

Persentase Dosen Bersertifikat

1 Persentase Dosen Dengan
Publikasi Nasional

2 Jumlah HAKI yang
dihasilkan

Persentase Dosen Dengan
Publikasi Internasional

1 Rasio Kesetaraan gender
PT

2 Rasio mahasiswa vokasi :
total mahasiswa vokasi dan
S-1

Persentase Guru Bersertifikat
Pendidik

Persentase Pendidik dan
Tenaga

Kependidikan Berkinerja Sesuai
Standar

Persentase Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang Profesional

Persentase SDM Aparatur
Kemdikbud yang telah
Meningkat Kinerjanya

75%

15.5%

50%

5.40%

110

0,6%

104,6%

24%

48,60%

30%

34%

10%

Pengembangan
SDM Pendidikan
dan Kebudayaan
dan Penjaminan
Mutu Pendidikan

2.863.343.446.000
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diklat teknis dan
fungsional, serta telah
dinilai kinerjanya

95% satuan
pendidikan telah
terpetakan mutunya
sesuai dengan standar
nasional pendidikan

Meningkatnya kualitas
kurikulum, sistem
pembelajaran dan
Perbukuan

Meningkatnya Hasil
penelitian untuk
perumusan kebijakan
nasional

Meningkatnya Kualitas
Penilaian Pendidikan

Meningkatnya Kualitas
dan Kuantitas Penelitian
dan Pengembangan
Kebudayaan yang
Bermanfaat untuk
Merumuskan Bahan
Kebijakan dan
Masyarakat Luas

Meningkatnya Standar
Mutu pendidikan dan
pelaksanaan akreditasi

Sekurang-kurangnya
80% bahasa daerah di
Indonesia terpetakan

Sekurang-kurangnya
20% guru bahasa
Indonesia memiliki
kemahiran berbahasa
Indonesia sesuai
standar nasional

Persentase SDM Aparatur
Kemdikbud yang telah
Meningkat Kompetensi

Persentase Satuan Pendidikan
yang Telah Memenuhi Standar
Nasional Pendidikan

Persentase penyempurnaan
kurikulum, sistem
pembelajaran dan perbukuan

Persentase Rekomendasi
Kebijakan Pendidikan
Berbasis Penelitian dan
Pengembangan

Persentase Pengembangan
Soal Akademik dan Non
Akademik, Model Penilaian
Pendidikan, Analisis Hasil
Penilaian dan Survey
Pendidikan Serta Penyebaran
Informasi Penilaian Pendidikan

Persentase Rekomendasi
Kebijakan Kebudayaan
Berbasis Penelitian dan
Pengembangan

Persentase Program/Satuan
Pendidikan PNF,
Sekolah/Madrasah, Prodi dan
Institusi PT, LPTK yang di

Akreditasi

Peningkatan Standar Nasional
Mutu Pendidikan

Persentase bahasa daerah yang
terpetakan di Indonesia

Persentase guru bahasa
Indonesia memiliki kemahiran
berbahasa Indonesia sesuai
standar nasional

10%
(4.089
org)
10%
(39.000
satuan
pendidik
an)

80% Penelitian dan
Pengembangan

100%

100%

100%

100%

100%

80% Pengembangan
dan Pembinaan
Bahasa

10%

1.288.399.951.000

257.759.014.000

Lampiran
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Sekurang-kurangnya
35% provinsi tertib
dalam penggunaan
bahasa Indonesia di
ruang publik

Sekurang-kurangnya 1
provinsi memiliki satu

Tempat Uji Kemahiran
(TUK) bahasa

Sekurang-kurangnya 2
jurnal ilmiah
kebahasaan dan
kesastraan
terakreditasi secara
internasional

Sekurang-kurangnya
50 negara memiliki
pusat pembelajaran
Bahasa Indonesia

Tersedianya akses
layanan minimal
informasi kebahasaan
dan kesastraan di 31
provinsi

Opini audit BPK RI atas
laporan keuangan
adalah Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
mulai tahun 2012

Skor Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(LAKIP) sekurang-
kurangnya 79

Opini audit BPK RI atas
laporan keuangan
adalah Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
mulai tahun 2012

Skor Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(LAKIP) sekurang-
kurangnya 79

180 Lampiran

Persentase provinsi tertib
dalam penggunaan bahasa
Indonesia di ruang publik

Jumlah provinsi yang memiliki
tempat uji kemahiran (TUK)
bahasa

Jumlah majalah bahasa dan
sastra nasional diterbitkan
secara berkala

Jumlah jurnal ilmiah
kebahasaan dan kesastraan
terakreditasi secara
internasional

Jumlah negara memiliki pusat
pembelajaran bahasa Indonesia

Jumlah provinsi yang memiliki
akses layanan informasi
kebahasaan dan kesastraan

Opini BPK terhadap laporan
keuangan Kemdikbud

Persentase realisasi anggaran
Kemdikbud

Skor Lakip Kemdikbud

Persentase penyelesaian
temuan audit

Persentase satker di lingkungan
kemdikbud memiliki SPI yang
berfungsi sesuai dengan
tugasnya

Persentase unit di lingkungan
kemdikbud diaudit manajemen
berbasis kinerja

30%

42

31

WTP Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan

0,
96% Tugas Teknis
Lainnya
77
76,9 Pengawasan dan
Peningkatan
100 Akuntabilitas
Aparatur
100

1.330.481.053.000

184.715.142.000
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Peningkatan
pelestarian cagar
budaya di Indonesia,
kualitas museum di
Indonesia, dan
apresiasi masyarakat
terhadap cagar budaya
dan museum
Meningkatnya apresiasi
masyarakat terhadap
sejarah dan nilai
budaya

Peningkatan kualitas
dan kuantitas pelaku
seni dan film, inspirasi
dan penciptaan
kreatifitas dalam
membuat karya seni
dan film, serta apresiasi
masyarakat terhadap
seni dan film

Jumlah Cagar Budaya Yang
Dilestarikan

Jumlah Pengunjung Pada
Museum Yang Direvitalisasi

Jumlah orang yang
mengapresiasi sejarah dan
karya budaya

Jumlah sekolah yang Difasilitasi
Sarana Budaya

Jumlah Fasilitasi Film yang
Berkarakter

Jumlah Komunitas Budaya yang
Difasilitasi

6,470 Pelestarian
Budaya
3,000,000

12,500,
000
1400
20

200

1.127.100.000.000

Lampiran
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Lampiran Pengukuran Kinerja

Meningkatnya APK
PAUD (TK,KB,TPA,
SPS) nasional
mencapai 45,05%
Menurunnya
tingkat literasi
nasional usia= 15
tahun 4,2%

Meningkatnya anak
lulus SMP tidak
melanjutkan, putus
dan /atau lulus
sekolah menengah
tidak melanjutkan
mendapatkan
layanan kursus dan
pelatihan berbasis
kecakapan hidup
13%

Meningkatnya APM
SD/SDLB/Paket A
nasional mencapai
83,57%

Sekurang-
kurangnya 50%
Kab/Kota telah
mengarusutamakan
gender dalam
pendidikan
Menurunnya Angka
Putus Sekolah SD
maksimal 0,7% dan
SMP maksimal 1%,
meningkatnya
angka melanjutkan
SD/SDLB sekurang-
kurangnya 97%

Sekurang-
kurangnya 40%
SD/SDLB dan 60%
SMP/SMPLB
melaksanakan e-
pembelajaran

Sekurang-
kurangnya 85%
kabupaten/kota
memiliki SD SBI
atau RSBI

182 Lampiran

Angka Partisipasi 37,83%

Kasar (APK) PAUD

37,81%

Persentase
menurunnya
penduduk tuna
aksara usia 15-59
tahun

Persentase Anak
Lulus SMP Tidak
Melanjutkan, Putus
dan /atau Lulus
Sekolah Menengah
Tidak Melanjutkan
Mendapatkan
Layanan Pendidikan
Kecakapan Hidup

4,23% 4,21%

15% 4,74%

APM SD/SDLB/
Paket A

83,29% 85,77%

97,6% 97,8%

Rasio kesetaraan
jender SD/SDLB

97,6% 96%

Rasio kesetaraan
jender
SMP/SMPLB
Persentase peserta 1,1% 0,33%
didik SD/SDLB putus

sekolah

1,4% 0,4%

Persentase peserta
didik SMP/SMPLB
putus sekolah

94,2% 95,10%

Persentase lulusan
SD/SDLB
melanjutkan
pendidikan
Persentase SD
menerapkan
e-pembelajaran

28% 29,2%

20% 23,1%

Persentase SD
memiliki fasilitas
internet

40% 64,41%

Persentase SMP
yang menerapkan
e-pembelajaran

40% 51,13%

Persentase SMP
memiliki fasilitas
internet

persentase kabupaten/
kota memiliki minimal
satu SD RSBI/SBI

62,2% 63,4%

100.05

100,47

31,6

102,97

100,10

98,36

333,33

285,7

101

104.3

116

161

129

102

Pendidikan
Anak Usia
Dini,
Nonformal
dan Informal

2.936.773.089.000

Pendidikan
Dasar

19.659.207.194.000

2.739.991.384.614 93.30

18.126.982.207.366 92.21
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Sekurang-
kurangnya 90%
SD/SDLB dan 100%
SMP/SMPLB
terakreditasi

minimal B
Sekurang-kurangnya
90% SD/SDLB dan
100% SMP/SMPLB
terakreditasi minimal
B

Seluruh Kabupaten
dan Kota telah
melaksanakan SPM
Pendidikan Dasar

Meningkatnya APK
SMP/SMPLB /Paket
B nasional
mencapai 76,53%
Meningkatnya APM
SMP/SMPLB/Paket
B/Sederajat
mencapai 58,17%
Meningkatnya
angka melanjutkan
lulusan SMP/SMPLB
ke sekolah
menengah
sekurang-
kurangnya 94%

Sekurang-
kurangnya 75%
kabupaten/kota
memiliki SMP SBI
atau RSBI

Sekurang-
kurangnya 82%
Guru SD/SDLB
berkualifikasi S-
1/D-4 dan 80%
bersertifikat

Sekurang-
kurangnya 60%
Kab/Kota Telah
Memiliki Rasio
Pendidik dan
Peserta Didik SD
1:20 Sampai 1:28

Persentase SD/SDLB 64%
Berakreditasi

Persentase 54.1%

SMP/SMPLB
berakreditasi

Persentase SD/SDLB 60%
Berakreditasi minimal
B

Persentase 70%

SMP/SMPLB

berakreditasi

minimal B

Persentase SD/SDLB 55%
memenuhi SPM

Persentase 65%

SMP/SMPLB
memenuhi SPM

Persentase 49%

kab/kota yang

memiliki tenaga

kependidikan

sesuai SPM

APK SMP/SMPLB/ 75,69%
PAKET B

APM SMP/SMPLB/ 57,13%
PAKET B

Persentase lulusan 90%
SMP/SMPLB yang

melanjutkan ke

sekolah menengah

Persentase kabupaten/ 62%
kota memiliki minimal
satu SMP RSBI/SBI

Nilai total 178

tertimbang medali
dari kompetisi
internasional
tingkat pendidikan
dasar

Persentase guru 58%
SD/SDLB dalam jabatan
berkualifikasi akademik

S1/D4

Persentase SD yang 8%
memiliki rasio guru

terhadap siswa sesuai

SPM

Rasio guru
terhadap siswa SD

Persentase SMP 8%

64,5%

55,81%

65%

81,38%

62,5%

75,64%

49%

99,47%

77,71%

97,93%

70.62%

203

50%

23%

117

12%

101

103

108

116

113,6

116

100

131,42

136

109

114

114,04

86

288

103

150

Lampiran
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dan SMP 1:20
Sampai 1:32

Sekurang-
kurangnya 98%
Guru SMP/SMPLB
berkualifikasi S-
1/D-4 dan 90%
bersertifikat

Meningkatnya APK
nasional melampaui
70.7%,

Menurunkan
Angka putus
sekolah Peserta
Didik SMA/SMK/
SMLB menjadi
1.69%;
Meningkatkan
Persentase
SMA/SMK/

SMLB memenuhi
Akreditasi sebesar
65.25%
Meningkatkan
Persentase SMA/
SMK/SMLB
menerapkan e-
Pembelajaran
sebesar 54.03%
Meningkatkan
Persentase
Kab/Kota memiliki
SMA/SMK/SMLB
Model/Rujukan
sebesar 65%
Meningkatkan
Perolehan jumlah
medali dari
kompetensi
internasiomal tingkat
pendidikan
menengah sebanyak
38 medali

Seluruh satuan
pendidikan
SMA/SMK/SMLB
menerapkan
pembelajaran yang
membangun
karakter

Meningkatkan
Pendidik dan
Tenaga

184 Lampiran

yang memiliki

rasio guru

terhadap siswa

sesuai SPM

Rasio guru 1:34
terhadap siswa

SMP

Persentase guru 87%
SMP/SMLB dalam
berkualifikasi akademik

S1/D4

Persentase 100%

pendidik dan
tenaga
kependidikan yang
menerima
tunjangan

APK Nasional
SMA/SMK/SMLB/
Paket C

66,4%

Persentase Peserta 1,80%
Didik SMA/SMK/

SMLB putus sekolah

Persentase 55,88%
SMA/SMK/SMLB

memenuhi Akreditasi

Persentase
SMA/SMK/ SMLB
menerapkan e-
Pembelajaran

36,79%

Persentase Kab/Kota 52,1%
memiliki

SMA/SMK/SMLB
Model/Rujukan

Jumlah Medali dari 31
Kompetisi

Internasional tingkat
pendidikan

menengah

Persentase 80,66%
SMA/SMK/SMLB

menerapkan

Pendidikan yang

membangun

Karakter

Persentase Pendidik 69%
dan Tenaga
Kependidikan

80%

100%

69,7%

1,79%

67,94%

31,4%

65,4%

33

76,6%

68,31%

106

92

100

105 Pendidikan
Menengah

100,6

121,58

85,35

125.53

106,5

94,97

99

9.064.730.435.000

8.094.955.499.695 89.30
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Kependidikan
SMA/SMK/SMLB
mengikuti
Pelatihan
Profesional
Berkelanjutan
sebanyak 75%
Meningkatkan guru
SMA/ SMLB/ SMK
berkualifikasi S-1/D-4
mencapai 98%.
Meningkatkan
Persentase
Pemenuhan Guru
Produktif SMK
sebesar 76.38%
Persentase Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan SMA/
SMK/SMLB
mendapatkan
penghargaan dan
perlindungan
sebesar 75.38

APK PT dan PTA
usia 19-23 tahun
mencapai 30%

Sekurang-
kurangnya 100%
prodi PT
berakreditasi dan
80% berakreditasi
minimal B
Sekurang-
kurangnya 3 PT
masuk peringkat
300 terbaik dunia
dan sekurang-
kurangnya 11 PT
(kumulatif) masuk
dalam peringkat
600 terbaik dunia
versi THES,
sekurang-
kurangnya 12 PT
masuk dalam 200
terbaik Asia versi
THES

SMA/SMK/SMLB
mengikuti Program
Pengembangan Karir

Persentase Guru
SMA/SMK/SMLB
Berkualifikasi S-1/D-4

Persentase
Pemenuhan Guru
Produktif SMK

Persentase Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
SMA/SMK/SMLB
mendapatkan
penghargaan dan
perlindungan

1 APK PT dan PTA
Usia 19-23 Thn
*)

2 APK prodi sains
natural dan
teknologi (usia
19-23 tahun)

3 Persentase
mahasiswa
penerima
beasiswa/bantu
an biaya
pendidikan

1  Persentase Prodi
Terakreditasi

2 Persentase Prodi
PT Berakreditasi
Minimal B

1 Jumlah
Perguruan
Tinggi Masuk
TOP 500 Dunia

2 Jumlah PT
otonom

3 jumlah PT
beropini WTP

87%

60,64%

55,51%

26,75%

6%

20%

69%

51%

35

22

92,8%

65%

56,8%

30,2%

7,3%

10,25%

68,74%

52,67%

33

18

106,67

107,19

102,3

112,93 Pendidikan
Tinggi

104,2

51,20

99,63

103,27

50

94,3

81,8

40.116.057.420.000

3.283.588.0227.080 81.85

Lampiran
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Sekurang-
kurangnya 94%
dosen program S-1
dan program
diploma
berkualifikasi
minimal S-2

Sekurang-
kurangnya 15%
dosen pasca sarjana
(S-2, profesi,
spesialis, dan S-3)
berkualifikasi S-3

Sekurang-
kurangnya 75%
dosen PT telah
bersertifikat profesi

Meningkatkan
persentase dosen
dengan publikasi
nasional menjadi
0.19%

Meningkatkan
persentase dosen
dengan publikasi
internasional
menjadi 0.8%
Menurunnya
disparitas gender
yang ditunjukkan
dengan rasio
kesetaraan gender
menjadi 104 %

84,9% guru yang
memenubhi syarat
(sesuai Undang-
Undang Guru dan
Dosen) bersertifikat
pendidik

100% guru (sesuai
Permeneg PAN dan
RB No. 16 tahun
2009) dinilai
kinerjanya

60% guru, kepala
sekolah, pengawas,
pendidik kesetaraan,
laboran, pustakawan,
tenaga administrasi
sekolah meningkat
kompetensinya
30% SDM aparatur
Kementerian
pendidikan dan
kebudayaan lulus
diklat teknis dan
fungsional, serta
telah dinilai
kinerjanya

186 Lampiran

Persentase Dosen
Berkualifikasi S-2

Persentase Dosen
Berkualifikasi S-3

Persentase Dosen
Bersertifikat

1  Persentase
Dosen Dengan
Publikasi
Nasional

2 Jumlah HAKI
yang dihasilkan

Persentase Dosen

Dengan Publikasi

Internasional

1 Rasio
Kesetaraan
gender PT

2  Rasio
mahasiswa
vokasi : total
mahasiswa
vokasi dan S-1

Persentase Guru
Bersertifikat Pendidik

Persentase Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
Berkinerja Sesuai
Standar

Persentase Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan yang
Profesional

Persentase SDM
Aparatur Kemdikbud
yang telah

Meningkat
Kinerjanya
Persentase SDM
Aparatur Kemdikbud
yang telah Meningkat

75%

15.5%

50%

5.40%

110

0,6%

104,6%

24%

48,60%

30%

34%

10%

10%
(4.089
org)

66%

10,03%

39,3%

6,38%

212

0,68%

106,8%

17,44

59,32%

55.68%

4.089 org
(SDM Dik);

88

64,7

78,6

118.36

193.63

113

97,9

72,66

116,88

116.88

101,39
(SDM
Dik;

Pengemban 2.863.343.446.000
gan SDM

Pendidikan

dan

Kebudayaan

dan

Penjaminan

Mutu

Pendidikan

2.650.690.182.197

92.57
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95% satuan
pendidikan telah
terpetakan
mutunya sesuai
dengan standar
nasional pendidikan

Meningkatnya
kualitas kurikulum,
sistem
pembelajaran dan
Perbukuan
Meningkatnya Hasil
penelitian untuk

perumusan
kebijakan nasional

Meningkatnya
Kualitas Penilaian
Pendidikan

Meningkatnya
Kualitas dan
Kuantitas Penelitian
dan Pengembangan
Kebudayaan yang
Bermanfaat untuk
Merumuskan Bahan
Kebijakan dan
Masyarakat Luas
Meningkatnya
Standar Mutu
pendidikan dan
pelaksanaan
akreditasi

Sekurang-
kurangnya 80%
bahasa daerah di
Indonesia
terpetakan

Sekurang-
kurangnya 20%

Kompetensi

Persentase Satuan
Pendidikan yang
Telah Memenuhi
Standar Nasional
Pendidikan

Persentase
penyempurnaan
kurikulum, sistem
pembelajaran dan
perbukuan

Persentase
Rekomendasi
Kebijakan
Pendidikan
Berbasis Penelitian
dan
Pengembangan
Persentase
Pengembangan
Soal Akademik dan
Non Akademik,
Model Penilaian
Pendidikan, Analisis
Hasil Penilaian dan
Survey Pendidikan
Serta Penyebaran
Informasi Penilaian
Pendidikan
Persentase
Rekomendasi
Kebijakan
Kebudayaan
Berbasis Penelitian
dan Pengembangan

Persentase
Program/Satuan
Pendidikan PNF,
Sekolah/Madrasah,
Prodi dan Institusi PT,
LPTK yang di
Akreditasi

Peningkatan Standar
Nasional Mutu
Pendidikan

Persentase bahasa
daerah yang
terpetakan di
Indonesia

Persentase guru
bahasa Indonesia

10%

(39.000
satuan
pendidi

kan)

80%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

10%

3.9 (SDM
Bud)
38.101
satuan

pendidikan

88,42%

118,19%

100%

90%

100%

100%

78,29

10,03%

39(SDM
Bud)
97,69

110,53

118,19

100

90

100

100

97,9

100,7

Penelitian
dan
Pengemban
gan

Pengemban
gan dan
Pembinaan
Bahasa

1.288.399.951.000

257.759.014.000

1.144.650.807.902 88.84

165.673.871.439 64.27
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guru bahasa
Indonesia memiliki
kemahiran
berbahasa
Indonesia sesuai
standar nasional
Sekurang-
kurangnya 35%
provinsi tertib
dalam penggunaan
bahasa Indonesia di
ruang publik
Sekurang-
kurangnya 1
provinsi memiliki
satu Tempat Uji
Kemahiran (TUK)
bahasa

Sekurang-
kurangnya 2 jurnal
ilmiah kebahasaan
dan kesastraan
terakreditasi secara
internasional

Sekurang-
kurangnya 50
negara memiliki
pusat pembelajaran
Bahasa Indonesia
Tersedianya akses
layanan minimal
informasi
kebahasaan dan
kesastraan di 31
provinsi

Opini audit BPK RI
atas laporan
keuangan adalah
Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
mulai tahun 2012
Skor Laporan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
sekurang-
kurangnya 79

Opini audit BPK RI
atas laporan
keuangan adalah
Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
mulai tahun 2012

Skor Laporan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
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memiliki kemahiran
berbahasa Indonesia
sesuai standar
nasional

Persentase provinsi
tertib dalam
penggunaan bahasa
Indonesia di ruang
publik

Jumlah provinsi yang
memiliki tempat uji
kemahiran (TUK)
bahasa

Jumlah majalah
bahasa dan sastra
nasional diterbitkan
secara berkala
Jumlah jurnal ilmiah
kebahasaan dan
kesastraan
terakreditasi secara
internasional
Jumlah negara
memiliki pusat
pembelajaran bahasa
Indonesia

Jumlah provinsi yang
memiliki akses
layanan informasi
kebahasaan dan
kesastraan

Opini BPK terhadap
laporan keuangan
Kemdikbud

Persentase realisasi
anggaran Kemdikbud

Skor Lakip
Kemdikbud

Persentase
penyelesaian temuan
audit

Persentase satker di
lingkungan
kemdikbud memiliki
SPI yang berfungsi
sesuai dengan
tugasnya

Persentase unit di
lingkungan
kemdikbud diaudit
manajemen berbasis

30% 54,5%
1 1
3 4
2 2
42 44
31 31
WTP Belum ada
opini dari
BPK
96% 85.66
77 72.88
ugn
76,9 65,42
100 92,86
100 100

180

100

133

100

150

100

89.23

94.6

85.07

92,86

100

Dukungan 1.330.481.053.000  1.003.893.161.433 75.45
Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Pengawasan 184.715.142.000 122.421.936.902 66.28
dan

Peningkatan

Akuntabilitas

Aparatur
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sekurang-
kurangnya 79

Peningkatan
pelestarian cagar
budaya di

Indonesia, kualitas
museum di
Indonesia, dan
apresiasi masyarakat
terhadap cagar
budaya dan
museum
Meningkatnya
apresiasi masyarakat
terhadap sejarah
dan nilai budaya
Peningkatan kualitas
dan kuantitas
pelaku seni dan film,
inspirasi dan
penciptaan
kreatifitas dalam
membuat karya seni
dan film, serta
apresiasi masyarakat
terhadap seni dan
film

kinerja

Jumlah Cagar Budaya
Yang Dilestarikan
Jumlah Pengunjung
Pada Museum Yang
Direvitalisasi

Jumlah orang yang
mengapresiasi
sejarah dan karya
budaya

Jumlah sekolah yang
Difasilitasi Sarana
Budaya

Jumlah Fasilitasi Film
yang Berkarakter
Jumlah Komunitas
Budaya yang
Difasilitasi

6,470 0

3,000,000 5,754,884

12,500, 13,117,149
000

1400 951
20 20
200 125

0 Pelestarian 1.127.100.000.000
Budaya
192

105

67

100

63

642.874.366.881 57.04
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